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Prakata 
 
 
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena atas 
hidayahnya dan karunia-Nya, disela-sela kesibukan penulis dapat 
menyusun dan menyelesaikan buku ini. 
 
Buku Manajemen Arsip Perguruan Tinggi ini disusun untuk dijadikan 
bahan bacaan dan penduan bagi semua pihak yang menekuni bidang 
kearsipan terutama pengelolaan arsip Perguruan Tinggi. Penulis berupaya 
menyusun buku ini dengan bahasa yang sederhana dan dikemas secara 
runtun dan praktis agar mudah dipahami oleh pembaca. 
 
Buku ini disusun berdasarkan kajian literatur dan berbagai sumber serta 
pengalaman penulis dalam mengelola arsip di Universitas Negeri Medan. 
Semua kajian tentang manajemen kearsipan dalam buku ini dijelaskan 
dalam 9 bab, yang meliputi konsep dasar manajemen kearsipan perguruan 
tinggi, Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Asip, Jadwal Retensi Arsip, 
Pengelolaan arsip aktif, pengelolaan arsip inaktif, pengelolaan arsi vital, 
pengelolaan arsip statis, dan penyusutan arsip. 
 
Sebagian besar isi buku pada setiap babnya dikaji berdasarkan konsep 
dan praktisnya agar dapat dipahami secara konprehensif tema yang 
dibahas. Selain itu buku ini dapat mempermudah pembaca dalam 
memahami keseluruhan buku ini. 
 
Meskipun demikian, penulis menyadari, masih banyak kekurangan dalam 
buku ini. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis menerima dengan 
tangan terbuka koreksi dan saran yang membangun oleh pembaca demi 
perbaikan buku ini. Kepada pihak-pihak yang mendukung tersusunnya 
buku ini penulis mengucapkan terimakasih. Semoga buku ini 
memberikan manfaat kepada para pembaca terkhusus arsiparis. 
 

Medan, Februari 2020 
 

 
Penulis 
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Bab 1 

Konsep Dasar Manajemen Arsip 
Perguruan Tinggi 
 
 

A. Pengertian Arsip Perguruan Tinggi. 
Undang-undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa Arsip 
Perguruan Tinggi adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan oraganisasi 
perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang melaksanakan fungsi dan 
tugas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi. Pengelolaan 
arsip di perguruan tinggi sangat penting karena dari arsip yang tercipta 
tergambar seluruh aspek aktivitas yang terjadi di perguruan tinggi tersebut.  
Sebagai contoh seorang mahasiswa, mulai dari mendaftar sampai dia 
menyelesaikan studinya selalu harus diikuti oleh arsip. Demikian pula halnya 
seorang dosen, dari mulai mendaftar jadi dosen, menjalankan tugasnya, 
melakukan penelitian, memberikan bimbingan kepada mahasiswa, dan 
membuat laporan, semuanya berkaitan dengan arsip. 

Perguruan tinggi di Indonesia sebagai institusi ilmiah memegang peran strategis 
Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, perguruan tinggi 
menghasilkan arsip sebagai informasi yang terekam (recorded information) 
yang merupakan asset perguruan tinggi dan sekaligus asset public yang perlu 
dikelola dengan baik sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja perguruan tinggi 
yang merefleksikan capaian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, 
arsip yang diciptakan oleh perguruan tinggi mempunyai manfaat yang penting 
dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Tugas Arsip Perguruan Tinggi menurut UU No. 43 tahun 2009 tentang 
Kearsipan, di antaranya adalah: (1) wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis 
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yang diterima dari satuan kerja di lingkungan perguruan tinggi dan civitas, (2) 
mengelola arsip civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi, (3) 
mengelola arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun 
yang berasal dari satuan kerja dan civitas akademika di lingkungan perguruan 
tinggi, dan (4) pembinaan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi yang 
bersangkutan. 

Kesadaran akan pengelolaan arsip di perguruan tinggi saat ini sudah semakin 
meningkat.  Pengelolaan arsip di perguruan tinggi merupakan suatu kewajiban 
yang tertuang dalam undang-undang Kearsipan. Undang-undang Nomor 43 
tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanatkan bahwa perguruan tinggi negeri 
wajib membentuk arsip perguruang tinggi. Arsip Perguruan Tinggi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pengelolaan arsip 
statis yang diterima dari: (a) satuan kerja di lingkungan perguruan tinggi; dan 
(b) civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi. Selanjutnya penjelasan 
pasal 16 ayat 3 huruf d dinyatakan Arsip perguruan tinggi dibentuk untuk 
menyelamatkan arsip penting yang berkaitan dengan bukti status intelektualitas 
serta pengembangan potensi yang melahirkan inovasi dan karya-karya 
intelektual lainnya yang berkaitan dengan fungsi perguruan tinggi sebagai 
lembaga penelitian, lembaga pendidikan dan pengabdian masyarakat. 

Dalam kerangka system penyelenggaraan kearsipan nasional, perguruan tinggi 
merupakan salah satu komponen penyelenggara kearsipan.  Hal ini tercantum 
dalam Pasal 6 ayat (4) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan bahwa penyelenggaraan kearsipan perguruan tinggi menjadi 
tanggung jawab perguruan tinggi dan dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan 
Perguruan Tinggi (LKPT).  Selain itu, pasal 27 ayat (2), dan ayat (4) 
mengamanatkan bahwa perguruan tinggi wajib membentuk arsip perguruan 
tinggi atau LKPT, dan memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan arsip statis 
dan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun 
yang berasal dari satuan kerja di lingkungan rektorat, fakultas, dan Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) atau dengan sebutan lain, serta membina kearsipan di 
lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.   

 

B. Pengelolaan Arsip di Perguruan Tinggi 
Pengelolaan arsip Perguruan Tinggi yang baik harus dilihat dari ujung, yaitu 
penggunanya, sebagaimanapun canggihnya teknologi dan metode yang 
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digunakan tidak dapat dikatakan baik kalau penggunanya tidak dapat merasakan 
yang lebih baik. Pertumbuhan arsip di perguruan tinggi dipengaruhi oleh 
meningkatnya peran teknologi informasi yang dikuti oleh peningkatan jumlah 
arsip dalam bentuk kertas, maupun dalam bentuk elektronik dan meningkatnya 
jumlah aktivitas ilmiah yang dilakukan perguruan tinggi. Pertumbuhan arsip 
saat ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi sehingga aktivitas 
penciptaan arsip semakin mudah dilakukan baik perorangan maupun organisasi. 

Universitas merupakan wadah seluruh civitas akademika melakukan tri darma 
perguruan tinggi maka arsip perguruan tinggi secara umum meliputi: 

1. Pendidikan dan Pengajaran meliputi: penerimaan mahasiswa, 
kurikulum, tenaga pendidik, kemahasiswaan, perkuliahan, data 
informasi dan pengembangan akademik dan data penunjang akademik, 
penjamin mutu. 

2. Penelitian dan Pengembangan meliputi: Penelitian, Publikasi 
jurnal/buku 

3. Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan berkas pengabdian 
masyarakat. 

4. Fungsi fasilitatif perguruan tinggi meliputi: perencanaan, hukum, 
organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, ketatausahaan, 
kerumahtanggaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, pendidikan 
dan latihan, teknologi informasi dan komunikasi, pengawasan 
kepegawaian, keuangan, badan usaha.  

Dunia pendidikan di seluruh dunia saat ini menghadapi tantangan yang sama, 
yaitu untuk mempersiapkan lulusan yang siap menghadapi persaingan yang 
lebih keras dan komplek. Untuk itu perguruan tinggi harus dapat menerapkan 
fungsi arsip secara bijaksana. Keterbatasan dana, penyediaan sarana dan 
prasarana serta persiapan diri menghadapi persiapan global telah menyebabkan 
manajemen pendidikan untuk melakukan Reengireering Education. 
Persyaratan utama dalam pengelolalan arsip adalah ketersediaan Sumber Daya 
Manusia yang mampu mengakomodasikan kebutuhan saat ini dan kebutuhan 
yang akan datang. Selain itu kebijakan dari pipinan dan adanya komitmen dari 
seluruh jajaran akan menentukan keberhasilan usaha ini. Persyaratan lainnya 
yaitu teknologi, sebab tanpa bantuan teknologi pengelolaan arsip yang baik akan 
sulit dilakukan. 
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Strategi untuk mencapai objektif pengelolaan arsip di perguruan tinggi, 
merupakan hal yang penting karena lingkungan kampus harus dikondisikan 
terlebih dahulu akan pentingnya pengelolaan arsip, selain itu organisasi dan 
kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan prosedur proses kerja perlu 
dibentuk strategi pengelolaan arsip mencakup komitmen, dukungan, 
pelaksanaan dan penentuan posisi.  

Komitmen merupakan kebijakan dari atas yang secara fokus menempatkan 
pentingnya pengelolaan arsip di perguruan tinggi. Misalnya dalam hal 
mengalokasikan dana untuk investasi, pembentukan organisasi, dan 
penempatan SDM. Dukungan tidak hanya dari pimpinan tertinggi saja, tetapi 
dari seluruh pimpinan Unit kerja yang ada di perguruan tinggi. Bentuk 
dukungan yang paling nyata adalah keterlibatan pimpinan dari mulai 
perencanaan sampai evaluasi pelaksanaan. Keterlibatan langsung semua 
pimpinan akan sangat membantu dalam usaha menciptakan pengelolaan arsip 
yang baik di lingkungan perguruan tinggi. 

 

C. Tujuan Manajemen Arsip Perguruan 
Tinggi 
Tujuan umum manajemen arsip adalah untuk menyatukan informasi, 
memudahkan akses dan penemuan kembali informasi, mengamankan arsip 
(fisik-informasinya), meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan arsip.  
Manajemen arsip perguruan tinggi penting untuk menyelamatkan arsip, 
mengingat arsip sebagai satu bukti sebuah pertanggungjawaban aktivitas 
organisasi, sekaligus sebagai warisan budaya bangsa, sehingga dapat 
menghindari hilangnya sumber informasi yang sangat berharga bagi 
perkembangan universitas kedepan, diperlukan adanya pengelolaan yang tepat, 
sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi serta meningkatkan produktivitas bagi 
lembaga terkait. Perlu dibentuk suatu wadah/unit yang bertanggung jawab 
dalam penanganan arsip di perguruan tinggi sejak menyimpan, mengolah, 
merawat sampai dengan menyelamatkan/melestarikan arsip yang bernilai guna, 
arsip-arsip akedemik dan penelitian agar tidak disalah gunakan oleh pihak yang 
tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Untuk itu di lingkungan 
perguruan tinggi perlu didukung unit pengelola arsip. 
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Disamping itu, juga terkait dengan aktivitas perguruan tinggi sebagai lembaga 
keilmuan (akademik), lembaga riset dan lembaga layanan publik. Dengan 
adanya unit kerja yang khusus menangani tugas-tugas di bidang kearsipan akan 
membantu menyelamatkan hilangnya memori kolektif lembaga/universitas. 
Untuk perguruan tinggi, unit arsip universitas akan medukung visi dan misi 
organisasi menuju Research University, sehingga hasil penelitian yang telah 
dilakukan akan menjadi acuan, arsip yang terkelola baik akan membantu 
memperoleh HaKI; arsip yang tertata rapi akan menjadi bukti perstasi yang 
dicapai.  

Secara umum tujuan manajemen arsip perguruan tinggi (Damalita, 2009) 
adalah: 

a Terciptanya sistem informasi kearsipan berwawasan teknologi 
mutakhir sehingga mudah diakses/dicari kembali, dan terstruktur. 

b Penyimpanan arsip tertata rapi, teratur, dan lengkap, tahap per tahap 
arsip secara kronologinya semua ada. 

c Arsip yang disimpan terpercaya, dokumennya vital, ada sumber 
aslinya serta dapat dipertanggung jawabkan.  

d Meningkatkan kemampuan kinerja arsip perguruan tinggi agar tercapai 
efektivitas dan efisiensi sebagai unsur penunjang yang memiliki jati 
diri sebagai unit kearsipan yang melayani pelaksanaan tugas di bidang 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

e Menghasilkan system pengumpulan dan penyajian informasi 
kearsipan yang akuntabel untuk menunjang kelancaran tugas 
perguruan tinggi.  

Fungsi unit manajemen arsip di perguruan tinggi adalah untuk mengelola dan 
menyelamatkan dokumen/arsip dengan: 

a Mengembangkan pelestarian arsip statis/dokuman bernilai guna 
permanen untuk kepentingan layanan publik; 

b Melaksanakan pengembangan sistem karsipan dinamis; 
c Melaksanakan pemeliharaan, pengawasan, perawatan arsip inaktif dan 

arsip statis 
d Menyelenggarakan penyelamatan sumber-sumber karsipan; 
e Melaksanakan transkrip dan transliterasi arsip; 
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f Menyelenggarakan alih media dan otomasi asip. Melaksanakan 
pemasyarakatan/publikasi kearsipan.  

Sedangkan sasaran strategi manajemen arsip di lingkungan perguruan tinggi 
(Damalita, 2009) antara lain adalah: 

a Terwujudnya sistem pengelolaan dan pemeliharaan kearsipan serta 
tersajinya layanan informasi kearsipan yang memadai. 

b Tersedianya hasil analisis penilaian pelaksanaan penyusutan arsip 
dinamis. 

c Terpantaunya pelaksanaan penerimaan, pengakuisisian, penyimpanan 
dan pelestarian arsip statis. 

d Terlaksananya bimbingan dan pembinaan bagi pejabat fungsional 
arsiparis dan pengelola kearsipan di lingkungan universitas dan 
fakultas. 

e Terwujudnya hasil pengumpulan dokumen universitas yang berupa 
dokumen akademik, dokumen administrasi, dokumen kemahasiswaan 
dan alumni serta dokumen lain yang bermanfaat bagi perkembangan 
universitas. 

f Tercapainya mutu layanan informasi bagi universitas dan publik. 

 

D. Sumber Daya Manusia 
Profesi arsiparis sebagai merupakan kompenen penting pada setiap institusi 
demikian juga Perguruan Tinggi. Sumber daya manusia yang berkompeten 
mengelola arsip adalah arsiparis. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki 
kompetensi di bidang kearsipan yang diperolah melalui pendidikan formal 
dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan 
tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan (Undang-undang No. 43 
tahun 2009 tentang Kearsipan). 

Pernyataan di atas menyatakan dengan jelas bahwa seorang arsiparis diharuskan 
orang yang berkompetensi dalam mengelola arsip, sebagaimana dikatakan oleh 
Betty R. Ricks (1992) bahwa arsiparis adalah seorang yang bertanggung jawab 
dalam kegiatan kearsipan di antaranya adalah penilaian dan penyusutan, 
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pembuatan aksesbilitas, pereservasi arsip dan lingkungannya, penataan fisik dan 
informasi, deskripsi, layanan referensi, pemeran atau publikasi. 

Senada yang dinyatakan dalam Keputusan Menpan Nomor 
PER/3/M.PAN/3/2009 pasal 3 ayat 2, bahwa arsiparis adalah jabatan karier 
yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tugas 
pokok di antaranya adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan 
pembinaan kearsipan yang meliputi: (1) ketatalaksanaan kearsipan, (2) 
pembuatan petunjuk kearsipan, (3) pengolahan arsip, (4) penyimpanan arsip, (5) 
konservasi arsip, (6) layanan kearsipan, (7) publikasi kearsipan, (8) pengkajian 
dan pengembangan karsipan, (9) pembinaan dan pengawasan kearsipan.  

Dalam kedudukannya sebagai tenaga professional, Arsiparis memiliki fungsi, 
tugas, dan kewenganan di bidang kearsipan yang meliputi: 

a Menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga 
pemerintah, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, 
oraganisasi politik, dan ormas. 

b Menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat 
bukti yang sah. 

c Menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang handal, dan pemanfaatan 
arsip sesuai ketentuan Undang-undang.  

d Menjaga keamanan dan keselamatan arsip yang berfungsi untuk 
menjamin arsip-arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan 
rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan 
terpercaya. 

e Menjaga keselamatan dan kelestarian arsip sebagai bukti 
pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara.  

f Menjaga keselamatan asset nasional dalam bidang ekonomi, social, 
politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati 
diri bangsa dan  

g Menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik 
dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan 
terpercaya. (Permen PAN RB No. 48. Tahun 2014). 
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Bab 2 

Tata Naskah Dinas 

 
 

A. Pengertian Tata Naskah Dinas 
Komunikasi merupakan suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, 
ide, dan gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi dapat dilakukan 
secara lisan maupun tulisan. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang 
dilakukan melalui pos, telegram, telexaf, fax, e-mail dan sebagainya. Dalam 
melakukan komunikasi tertulis suatu organisasi berpedoman pada Tata Naskah 
Dinas yang di gunakan sebagai panduan setiap melakukan komunikasi tertulis.  

Tata naskah dinas adalah penyelenggaraan komunikasi tulis yang meliputi 
pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan 
penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi 
kedinasan. Sedangkan Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebgai alat 
komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang. Naskah dinas merupakan semua informasi tertulis sebagai alat 
komunikasi kedinasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di 
lingkungan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas Umum 
pemerintahan dan pembangunan. 

Pengertian naskah atau surat dinas dikemukakan sebagai rekaman informasi 
pada suatu media dalam bentuk dan corak apapun dalam rangka pelaksanaan 
komunikasi dan fungsi kedinasan. Karena itu, surat atau naskah dinas dalam arti 
luas dapat didefinisikan sebagai suatu sarana penyampaian informasi yang 
digunakan sebagai sarana komunikasi tulis dalam rangka fungsi kedinasan yang 
dapat berupa segala bentuk dan corak, dan harus dibuat dengan memenuhi 
persyaratan tertentu.   

Naskah dinas berperan sebagai wakil atau duta organisasi mempunyai misi 
untuk menyampaikan suatu pesan. Oleh Karena naskah dinas mempunyai peran 
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penting pada organisasi maka perlu mengetahui, menganalisis, dan 
implementasi tata persuratan dan formulir sebagai naskah dinas yang diterapkan 
organisasi, baik secara manual maupun elektronis.  

 

B. Jenis Naskah Dinas  
Jenis naskah dinas yang sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari biasanya 
untuk pemrosesan suatu tugas atau pekerjaan maupun kegiatan didahului 
dengan adanya naskah dinas. Permenristek Dikti No. 20 tahun 2015 tentang 
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi, membagi jenis naskah dinas sebagai berikut: 

1. Peraturan 

Peraturan merupakan Naskah Dinas yang bersifat mengatur. Jenis peraturan 
terdiri atas: (a) peraturan Senat Universitas; (b) peraturan Rektor. Bagian 
Peraturan terdiri atas: (a) kepala peraturan; (b) judul peraturan; (c) pembukaan; 
(d) batang tubuh atau isi; dan (e) penutup. 

2. Keputusan. 

Keputusan merupakan Naskah Dinas berupa penetapan yang tidak besifat 
mengatur. Jenis keputusan terdiri atas: (a) keputusan Senat Universitas; (b) 
keputusan Rektor; dan (c) keputusan Dekan/Direktur pascasarjana. 

3. Salinan 

Peraturan Senat Universitas dan Peraturan Rektor yang telah ditetapkan, dibuat 
Salinan yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang 
hukum. Keputusan Senat Universitas dan keputusan Rektor, yang telah 
ditetapkan, dibuat Salinan yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung 
jawab di bidang hukum. Khusus untuk Keputusan Dekan dan Keputusan 
Direktur Pascasarjana yang telah ditetapkan, dibuat Salinan yang ditandatangani 
oleh kepala bagian tata usaha Fakultas dan kasubbag tata usaha Pascasarjana.  

4. Prosedur operasional standar; 

Standar Operasional Prosedur merupakan naskah dinas yang memuat 
serangkaian petunjuk tentang tata cara dan urutan kegiatan.   



Bab 2 Tata Naskah Dinas 11 

 

 

5. Surat Instruksi. 

Instruksi merupakan naskah dinas yang menurut perintah atau arahan tentang 
pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan. 

6. Surat edaran, 

Surat edaran merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal 
tertentu yang penting dan mendesak. 

7. Surat dinas. 

Surat dinas merupakan Naskah Dinas yang berkenaan dengan administrasi 
Universitas. 

8. Nota dinas. 

Nota dinas merupakan Naskah Dinas yang bersifat internal dari atasan kepada 
bawahan atau dari bawahan kepeda atasan langsung. 

9. Memo. 

Memo merupakan naskah dinas yang bersifat internal, berisi catatan singkat 
tentang pokok persoalan kedinasan dari atasan kepada bawahan.  

10. Surat undangan 

Surat undangan merupakan Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan kepada 
pejabat atau seseorang untuk menghadiri suatu acara pada waktu dan tempat 
yang ditentukan. Surat undangan dapat berbentuk surat atau kartu. 

11. Surat tugas. 

Surat tugas merupakan Naskah Dinas yang berisi penugasan dari pejabat yang 
berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Surat tugas 
dapat berbentuk surat atau kolom. 

12. Surat Pengantar. 

Surat pengantar merupakan naskah dinas yang digunakan untuk mengantar atau 
menyampaikan surat, dokumen, barang, dan/atau bahan lain yang dikirimkan. 
Surat pengantar dapat berbentuk surat atau kolom.  
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13. Surat pelimpahan wewenang. 

Surat pelimpahan wewenang merupakan Naskah Dinas yang berisi penugasan 
dari pejabat yang berwenang kepada pejabat satu tingkat di bawahnya untuk 
melaksanakan tugas yang dilimpahkan. 

14. Surat keterangan. 

Surat keterangan merupakan Naskah Dinas yang berisi informasi atau 
keterangan mengenai hal atau seseorang untuk kepentingan kedinasan.  

15. Surat penyataan. 

Surat pernyataan merupakan Naskah Dinas yang menyatakan kebenaran suatu 
hal disertai pertanggungjawaban atas pernyataan tersebut.  

16. Pengumuman. 

Pengumuman merupakan naskah dinas yang berisi pemberitahuan mengenai 
pemberitahuan yang ditujukan kepada para pegawai atau masyarakat umum.  

17. Berita acara. 

Berita acara merupakan naskah dinas yang berisi uraian tentang suatu 
kegiatan/kejadian/peristiwa yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para 
saksi apabila diperlukan. 

18. Laporan. 

Laporan merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang suatu 
kegiatan. 

19. Notula rapat,  

Natula rapat merupakan bentuk uraian yang memuat hasil pembahasan dan/atau 
segala sesuatu yang disampaikan dalam suatu rapat.  

20. Telaah staf. 

Telaah staf merupakan uraian tertulis dari staf kepada atasan yang memuat 
analisis singkat dan jelas tentang suatu persoalan dengan memberikan jalan 
keluar/pemecahan yang disarankan. 



Bab 2 Tata Naskah Dinas 13 

 

 

C. Kepala Naska Dinas Perguruan Tinggi 
Berdasarkan Surat Edaran Sesjen Nomor 2 tahun 2020 tentang Kepala Naskah 
Dinas, Kode Unit Organisasi, Kode Unit Kerja, dan Cap dinas di Lingkungan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

1. Kepala naskah dinas Perguruan Tinggi mencantumkan: (a) lambang 
PTN Universitas; (b) nama kementerian; (c) Nama PTN; (d) alamat; 
(e) Nomor Telepon dan Fax, (f) Laman dan (e) garis penutup. 

Contoh: 

 
2. Kepala Naskah Dinas Fakultas 

Kepala Naskah Dinas Fakultas Medan mencantumkan: (a) Lambang Fakultas 
Universitas Negeri Medan; (b) nama Kementerian; (c) Nama PTN; (d) nama 
Fakultas; (e) alamat; dan (f) garis penutup. 

Contoh:  

 
3. Kepala Naskah Dinas Lembaga/UPT; 

Kepala Naskah Dinas Lembaga/UPT Universitas mencantumkan: (a) lambaga 
PTN Universitas Negeri Medan; (b) nama Kementerian; (c) nama PTN; (d) 
nama Lembaga; (e) alamat; dan (f) garis penutup. 
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Contoh:  

 
 

D. Sifat dan Derajat Surat 
Permenristek Dikti No. 20 tahun 2015 sifat dan drajat naskah dinas dalam tata 
naskah dinas dapat diketegorikan atas. 

1. Sifat Naskah Dinas dapat dikelompokkan menjadi empat: 
a. Surat Sangat Rahasia 

Surat Sangat Rahasia adalah naskah dinas yang informasinya 
membutuhkan tingkat pengamanan yang tertinggi dan mempunyai 
hubungan erat dengan keamanan dan keselamatan negara serta hanya 
diketahui oleh pejabat yang berhak menerima. 

b. Surat Rahasia 

Surat Rahasia adalah naskah dinas yang informasinya membutuhkan 
pengamanan khusus dan mempunyai hubungan erat dengan keamanan 
kedinasan serta hanya diketahui oleh pejabat yang berwenang atau 
yang ditunjuk. 

c. Surat Terbatas 

Surat terbatas adalah naskah dinas yang informasinya membutuhkan 
pengamangan dan mempunyai hubungan erat dengan tugas khusus 
kedinasan serta hanya diketahui oleh pejabat yang berwenang atau 
yang ditunjuk.  

d. Surat Biasa 

Surat biasa adalah surat yang tidak memerlukan pengamanan khusus.  
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2. Derajat Naskah Dinas 

Drajat surat naskah dinas dalam tata naskah dinas dibagi atau 3 yaitu: 

a. Surat Kilat atau Sangat Segera 

Surat kilat atau sangat segera derajat surat yang isinya harus segera 
diketahui penerima surat dan penyelesaiannya harus dilakukan pada 
kesempatan pertama atau secepat mungkin. 

b. Surat Segera 

Surat segera derajat surat yang isinya harus segera diketahui atau 
ditanggapi oleh penerima surat. 

c. Surat Biasa 

Surat biasa adalah derajat surat yang penyampaian dan 
penyelesaiannya tidak seperti kilat dan segera. 

 

E. Penomoran dan Pengkodean Naskah 
Dinas 
Penomoran pada naskah dinas merupakan bagian penting dalam proses 
penciptaan arsip. Oleh karena itu, susunannya harus dapat memberikan 
kemudahan penyimpanan, pengamanan, temu balik, dan penilaian arsip.  
Berdasarkan Surat Edaran Kemenristek Dikti Nomor 5705/A.A3/SE/2018 
tentang Implementasi Persuratan sesuai dengan kaidah kearsipan di lingkungan 
kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. 

Penomoran Naskah Dinas mempunyai kode diantaranya: 

1. Kode dan Singkatan Nama Jabatan; 
2. Kode dan Singkatan Nama Unit Organisasi; 
3. Kode Unit Kerja di lingkungan Unit Utama dan Pusat; 
4. Kode Klasifikasi (disesuaikan dengan Klasifikasi Arsip yang diatur 

dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 23 
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tahun 2018 tentang Kalsifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan 
Sistem Klasifikasi kemanan dan Akses Arsip). 

5. Kategori Klasifikasi Keamanan Naskah Dinas (disesuaikan dengan 
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis yang diatur 
dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 23 tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, 
dan Sistem Klasifikasi keamanan dan Akses Arsip, Jadwal Retensi 
Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip. 

Kategori Klasifikasi keamanan naskah dinas menggunakan singkatan di 
antaranya: 

a Naskah dinas Sangat Rahasia diberikan kode ‘SR’ 
b Naskah dinas Rahasia diberikan kode ‘R’ 
c Naskah dinas Terbatas diberikan kode ‘T’ 
d Naskah dinas Biasa/Terbuka diberikan kode ‘B’ 

Tata cara pemberian nomor dan Kode Naskah Dinas untuk naskah dinas surat 
tugas, naskah dinas lainnya (siaran pers, piagam penghargaan, sertifikat) dengan 
susunan sebagai berikut: 

1. Nomor urut Naskah Dinas 
2. Kode Unit Kerja 
3. Kode Klasifikasi 
4. Tahun terbit. 

Contoh: surat tugas yang diterbitkan dari Biro Keuangan dan Umum yang 
diusulkan dari Unit Kerja Bagian Tata Usaha dan Protokol.  

123/A.3/KA.05.01/2019 

123  : Nomor Urut Naskah Dinas 

A3.3 : Kode Unit Kerja 

KA.05.01: Kode Klasifikasi sesuai dengan Klasifikasi Arsip tentang Pembinaan 
kearsipan Bimbingan Teknis Kearsipan. 

2019 : tahun terbit. 
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Format Penomoran Naskah Dinas: Nota Dinas, Memo, Disposisi, Surat Dinas, 
Surat Undangan, Nota Kesepahaman Dalam Negeri, Nota Kesepahaman Luar 
Negeri, Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri, Perjanjaian Kerja Sama Luar 
Negeri, Surat Kuasa Biasa, Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Biasa, Berita 
Acara Serat Terima, Surat keterangan, Surat Pernyataan, Surat Pengantar, 
Pengumuman.  

Susunan Nomor Naskah Dinas: 

1. Kode Singkatan Kategori Keamanan Naskah Dinas Sesuai dengan 
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis yang diatur 
dalam Peraturan menteri Nomor 23 Tahun 2018. 

2. Nomor urut naskah dinas 
3. Kode Unit Kerja 
4. Kode Klasifikasi 
5. Tahun Terbit 

Contoh:  

Nota Dinas yang diterbiktkan dari Bagian Tata Usaha dan Protokol diajukan 
kepada Kepala Biro Keuangan dan Umum.  

B/123/A3.3/KA.05.01/2019 
B : Kategori Klasifikasi Keamanan Naskah Dinas “Biasa/Terbuka” 

123 : Nomor Urut Naskah Dinas 

A3.3 : Kode Unit Kerja 

KA.05.01 : Kode Klasifikasi sesuai dengan Klasifikasi Arsip tentang 
Pembinaan kersipan Bimbingan Teknis Kearsipan. 

2019 : Tahun Terbit 

Nota Dinas yang diterbitkan dari Subdirektorat Pengakuan Kualifikasi diajukan 
kepada Direktur Pembelajaran.  

 

T/111/B2.4/PB.04.01/2019 
T : Kategori Klasifikasi Keamanan Naskah Dinas “ Terbatas” 

111 : Nomor Urut Naskah Dinas 
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B2.4 : Kode Unit Kerja 

PB.04.01 : Kode Klasifikasi sesuai dengan Klasifikasi Arsip tentang 
Pernyetaraan Ijazah Luar Negeri. 

2019 : Tahun Terbit 

Hal yang harus diperhatikan: 

1. Pemberian Nomor dilakukan untuk setiap tahun takwin dimulai 
dengan nomor 1 tidak diberi angka 0 sebelumnya; 

2. Nomor Naskah Dinas Standar Operasional Prosedur disesuaikan 
dengan jenis naskah dinas arahan yang digunakan; 

3. Nomor Naskah Dinas Sambutan Menteri, Notula, Laporan, telaah staf 
disesuaikan dengan surat pengantar.  

Kode dan Singkatan Nama Unit Organisai Perguruan Tinggi Negeri adalah 
sebagai berikut: 

Universitas       Kode UN 

(1) Universitas Gajah Mada (UGM)    Kode UN 1 
(2) Universitas Indonesia (UI)    Kode UN 2 
(3) Universitas Airlangga (Unair)   Kode UN 3 
(4) Universitas Hasanuddinn (Unhas)   Kode UN 4 
(5) Universitas Sumatera Utara (USU)   Kode UN 5 
(6) Universitas Padjadjaran (Unpad)    Kode UN 6 
(7) Universitas Diponegoro (Undip)   Kode UN 7 
(8) Universitas Lambung Mangkurat (ULM)  Kode UN 8 
(9) Universitas Sriwijaya (Unsri)    Kode UN 9 
(10) Universitas Brawijaya (UB)   Kode UN10 
(11) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah)   Kode UN11 
(12) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat)   Kode UN12 
(13) Universitas Pattimura (Unpatti)   Kode UN 13 
(14) Universitas Udayana (Unud)   Kode UN 14 
(15) Universitas Nusa Cendana (Undana)  Kode UN 15 
(16) Universitas Andalas    Kode UN 16 
(17) Universitas Mulawarman (Unmul)   Kode UN 17 
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(18) Universitas Mataran (Unram)   Kode UN 18 
(19) Universitas Riau (Unri)    Kode UN 19 
(20) Universitas Cendrawasih (Uncen)   Kode UN 20 
(21) Universitas Jambi (Unja)    Kode UN 21 
(22) Universitas Tanjungpura (Untan)   Kode UN 22 
(23) Universitas Jenderal Sodirman (Unsoed)  Kode UN 23 
(24) Universitas Palangka Raya (UPR)   Kode UN 24 
(25) Universitas Jember  (Unej)   Kode UN 25 
(26) Universitas Lampung (Unila)   Kode UN 26 
(27) Universitas Sebelas Maret (UNS)   Kode UN 27 
(28) Universitas Tadulako (Untad)   Kode UN 28 
(29) Universitas Halu Oleo (UHO)   Kode UN 29 
(30) Universitas Bengkulu (Unib)   Kode UN 30 
(31) Universitas Terbuka (UT)    Kode UN 31 
(32) Unversitas Negeri Malang (UM)    Kode UN 32 
(33) Universitas Negeri Medan (Unimed)  Kode UN 33 
(34) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)   Kode UN 34 
(35) Universitas Negeri Padang    Kode UN 35 
(36) Universitas Negeri Makasar    Kode UN 36 
(37) Universitas Negeri Semarang (Unnes)  Kode UN 37 
(38) Universitas Negeri Surabaya   Kode UN 38 
(39) Universitas Negeri Jakarta    Kode UN 39 
(40) Universitas Pendidikan Indoneisa (UPI)  Kode UN 40 
(41) Universitas Negeri Manado (Unima)  Kode UN 41 
(42) Universitas Papua ( Unipa)    Kode UN 42 
(43) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Kode UN 43 
(44) Universitas Khairun (Unkhair)   Kode UN 44 
(45) Universitas Malikussaleh (Unimal)   Kode UN 45 
(46) Universitas Trunodjoyo Madura (UTM)  Kode UN46 
(47) Universitas Negeri Gorontalo (UNG)   Kode UN47 
(48) Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Kode UN48 
(49) Universitas Pertahanan (Unhan)   Kode UN49 
(50) Universitas Bangka Belitung (UBB)  Kode UN50 
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(51) Universitas Borneo Tarakan (UBT)   Kode UN51 
(52) Universitas Musamus (Unmus)   Kode UN52 
(53) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Kode UN53 
(54) Universitas Samudra (Unsam)   Kode UN54 
(55) Universitas Sulewesi Barat (Unsulbar)  Kode UN55 
(56) Universitas Sembilan Belas November Kolaka (USN Kolaka) 

        Kode UN56 
(57) Universitas Tidar (Untidar)    Kode UN57 
(58) Universitas Siliwangi (Unsil)   Kode UN58 
(59) Universitas Teuku Umar (UTU)    Kode UN59 
(60) Universitas Timor (Unimor)   Kode UN60 
(61) Universitas Pembangungan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran 

Jakarta)      Kode UN61 
(62) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UNP 

Veteran Yogyakarta)    Kode UN62 
(63) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN 

Veteran Jawa Timur)    Kode UN63 
(64) Universitas Singperbangsa Karawang (Unsika) Kode UN64 

 

F. Pemakaian Singkatan 
Singkatan atas nama, untuk beliau, untuk perhatian, pelaksana tugas dituliskan 
sebagai berikut: 

a a.n. (atas nama) ditulis dengan huruf kecil masing-masing diakhiri 
titik, digunakan hanya jika yang berwenang menandatangani surat 
mendelegasikan penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di 
bawahnya. 

Contoh: 

a.n. Rektor 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, 

Nama Jelas 
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NIP 

b u.b. (untuk beliau) ditulis dengn huruf kecil, masing-masing diakhiri 
titik, digunakan jika pejabat yang diberi kuasa menandatangani surat 
memberikan kuasa lagi kepada pejabat setingkat di bawahnya. 

Contoh: 

a.n. Rektor 

Wakil Rektor Bidang Akademik u.b 

Kepaka Biro Akademik dan Kemahasiswaan, 

 

Nama Jelas 

NIP 

c. u.p. (untuk perhatian) ditulis dengan huruf kecil, masing-masing 
diakhiri titik, digunakan atau ditujukan kepada seseorang atau pejabat 
teknis yang menangani suatu kegiatan atau suatu pekerjaan tanpa 
memerlukan kebijakan langsung dari pemimpin pejabat yang 
bersangkutan. 

Contoh: 

Kepala Bagian Milik Negara 

u.p. Kepala Sub bagian Pengadaaan dan Pengelolaan BMN 

Universitas Negeri Medan 

d. plt. (pelaksana tugas) ditulis dengan huruf kecil digunakan untuk 
seorang pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan, 
tetapi belum ditunjuk secara definitive. 
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Bab 3 

Klasifikasi Arsip 

 
 

A. Pengertian Klasifikasi Arsip 
Klasifikasi arsip merupakan penggolongan atau pengelompokan arsip 
berdasarkan masalah secara logis, kronologis, dan sistematis sesuai fungsi/tugas 
dan kegiatan organisasi pencipta arsip yang selanjutnya digunakan sebagai 
pedoman untuk pengaturan, penataan, dan penemuan kembali arsip. Peraturan 
Kepala ANRI Nomor 19 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan klasifikasi 
arsip di sebutkan klasifikasi arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang 
dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit 
informasi kearsipan.  

Klasifikasi arsip yang selanjutnya disingkat KA adalah pola pengaturan Arsip 
secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi 
beberapa kategori unit informasi Kearsipan (Permenristek Dikti No. 23 tahun 
2018). Klasifikasi arsip perguruan tinggi disusun berdasarkan analisis fungsi 
tugas perguruan tinggi. Klasifikasi Arsip perguruan tinggi dikelompokkan 
berdasarkan: (1) fungsi substantif; dan (2) fungsi fasilitatif. Fungsi substantif 
merupakan pengelompokan arsip yang dihasilkan dari kegiatan pokok. Dan 
fungsi fasilitatif merupakan pengelompokan arsip yang dihasilkan dari kegiatan 
penunjang. 

Skema klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang terdiri atas: (a) fungsi sebagai 
pokok masalah (primer); (b) kegiatan sebagai sub masalah (sekunder); dan 
transaksi sebagai sub-sub masalah (tersier). 
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B. Kegunaan Klasifikasi Arsip 
Klasifikasi arsip menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 digunakan 
untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien bersama-
sama dengan tata naskah dinas, jadwal retensi arsip, serta klasifikasi keamanan 
dan akses arsip. Sementara itu, menurut Prihatmi (2015), kegunaan peng-
klasifikasian arsip, yaitu: 

1. Pedoman untuk penataan arsip yang didasarkan pada system 
pemberkasan subjek; 

2. Keutuhan informasi, arsip dari kegiatan yang sama atau yang sama 
masalahnya akan mengelompok dalam satu berkas; 

3. Mengatur penyimpanan arsip secara logis dan sistematis; 
4. Mendukung secara langsung dalam penyusutan arsip; 
5. Sarana pengendalian dan membantu dalam mempercepat penemuan 

kembali arsip. 

 

C. Tujuan Klasifikasi Arsip 
Tujuan dilakukannya pengklasifikasian arsip adalah untuk dijadikan panduan 
penyimpanan dan penemuan kembali arsip secara efektif dan efisien. Dengan 
klasifikasi ini arsip yang dicipta atau diterima dalam rangka pelaksanaan fungsi 
atau kegiatan organisasi dapat ditata dengan mudah sesuai dengan klasifikasinya 
sehingga penemuan kembali (retrieval) pun dapat dilakukan dengan tepat dan 
cepat.   

 

D. Penyusunan Klasifikasi Arsip 
Perka ANRI No. 19 Tahun 2012 tentang penyusunan Klasifikasi Arsip 
disebutkan bahwa pencipta arsip dalam menyusun klasifikasi arsip harus sesuai 
dengan ketentuan teknis, sebagai berikut:  
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1. Logis. 

Susunan klasifikasi arsip meliputi judul suatu fungsi, kegiatan dan transaksi 
serta mudah dimengerti oleh semua pengguna. 

2. Faktual. 

Penyusun klasifikasi arsip harus mampu merekonstruksi kejadian yang 
sebenarnya yaitu berdasarkan fungsi dan tugas organisasi. 

3. Pebaikan Berkelanjutan. 

Penyusun klasifikasi arsip harus mampu beradaptasi terhadap perubahan stuktur 
organisasi.  

4. Sistematis. 

Penyusun klasifikasi arsip harus didasarkan pada susunan yang dimulai dari 
fungsi, kegiatan, dan transaksi, baik yang bersifat substantif maupun fasilitatif.  

5. Akomodatif. 

Penyusunan klasifikasi arsip harus menjamin seluruh fungsi, kegiatan dan 
transaksi terakomodasi secara lengkap sesuai dengan fungsi dan tugas pencipta 
arsip. 

6. Kronologis. 

Penyusunan kalsifikasi arsip harus dilakukan secara berurutan sesuai tahapan 
kegiatan. 

Menyusun klasifikasi arsip dimulai dengan, (1) pengumpulan data yang 
diperoleh dari masing-masing perwakilan unit pengolah. Bahan tertulis dalam 
penyusun klasifikasi arsip meliputi struktur organisasi, serta uraian fungsi dan 
tugas yang berlaku, jenis kegiatan, jenis transaksi dan arsip yang tercipta dari 
pelaksanaan fungsi dan tugas. Wawancara dilakukan dalam rangka 
pengumpulan informasi mengenai proses bisnis unit pengolah dan hubungan 
kerja diantara unit pengolah dengan menggunakan pedoman wawancara; (2) 
mengidentifikasi dan mengolah data tentang jenis-jenis fungsi, kegiatan, serta 
taransaksi dan disesuaikan dengan arsip yang tercipta dari masing-masing unit 
pengolah untuk disusun dalam kategori: pokok masalah yang mencerminkan 
fungsi, sub masalah yang mencerminkan kegiatan, dan sub-sub masalah yang 
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mencerminkan transaksi; (3) memeriksa dan memastikan bahwa semua jenis 
fungsi, kegiatan, dan transaksi dari arsip yang tercipta di semua unit pengolah 
telah terakomodasi dan teridentifikasi secara lengkap.  

Setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data, langkah selanjutnya 
adalah melakukan analisis fungsi dalam rangka penyusunan skema klasifikasi 
serta menuangkannya menjadi draft klasifikasi arsip secara logis, faktual, 
perbaikan berkelanjutan, sistematis, akomodatif, dan kronologis. 

1. Analisis Fungsi. 

Dalam proses penyusunan klasifikasi, diperlukan analisis fungsi secara 
konstruktif dan sistemik untuk menghindari kerancuan dan tumpang tindih 
antara fungsi dengan kegiatan dan transaksi, yaitu: 

a Melakukan analisis fungsi untuk memberi bobot bagi setiap pokok 
masalah. 

b Melakukan penilaian terhadap ketepatan penjabaran masing-masing 
fungsi apakan telah tepat dan sesuai dengan tujuan organisasi. 

c Memastikan bahwa semua fungsi yang harus dijalankan oleh pencipta 
arsip sudah tertampung dan terdaftar. 

d Menganalisis dan menguji bahwa masing-masing fungsi tidak 
bermakna ganda dan tumpang tindih dengan fungsi yang lain. 

Fungsi dan tugas pencipta arsip dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan, 
yaitu:  

a Fasilitatif, merupakan kegiatan yang menghasilkan produk 
administrasi atau penunjang dari tugas yang dilakukan di 
kesekretariatan, antara lain fungsi: 
- Kepegawaian; 
- Keuangan; 
- Perlengkapan.  

b Substantif, merupakan kegiatan pelaksanaan tugas pencipta arsip yang 
membedakan antara pencipta arsip yang satu dengan yang lain. Di 
lingkungan perguruan tinggi, fungsi tersebut dilaksanakan oleh rektor, 
pusat pelayanan teknologi informasi dan komunikasi, arsip universitas, 
laboratorium penelitian dan pengujian terpadu, kebun pendidikan, 



Bab 3 Klasifikasi Arsip 27 

 

penelitian dan pengembangan, pusat pengembangan pendidikan, 
satuan keamanan dan keselamatan kampus, kantor administrasi 
fakultas. 

Contoh fungsi pada urusan pendidikan tinggi: 

- Pendidikan dan pengajaran; 
- Kemahasiswaan; 
- Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

 
2. Analisis Kegiatan 

Dalam proses penyusunan klasifikasi, diperlukan analisis kegiatan secara 
konstruktif dan sistemik untuk menghindari kerancuan dan tumpang tindih 
antara kegiatan dengan fungsi dan transaksi, yaitu:  

a Melakukan analisis kegiatan untuk memberikan bobot bagi setiap sub 
pokok masalah. 

b Melakukan penilaian terhadap ketepatan penjabaran masing-masing 
kegiatan apakan telah tepat dan sesuai dengan fungsi organisasi. 

c Memastikan bahwa semua kegiatan dalam menjalankan fungsi sudah 
tertampung dan terdaftar. 

d Menganalisis dan menguji bahwa masing-masing kegiatan tidak 
bermakna ganda dan tumpang tindih dengan kegiatan yang lain.  

Contoh level kegiatan fasilitatif, antara lain: 

a Level kegiatan pada fungsi kepegawaian meliputi kegiatan: 
- Formasi pegawai; 
- Pengadaan pegawai; 
- Pembinaan pegawai. 

b Level kegiatan pada fungsi perlengkapan meliputi kegiatan: 
- Pengadaan; 
- Distribusi; 
- Inventarisasi. 
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Contoh level kegiatan substantif pada urusan pendidikan tinggi, antara lain: 

a Level kegiatan pada fungsi pendidikan dan pengajaran meliputi 
kegiatan: 
- Penerimaan mahasiswa baru; 
- Registrasi mahasiswa; 
- Perkuliahan. 

b Level kegiatan pada fungsi kemahasiswaan meliputi kegiatan: 
- Kesejahteraan dan fasilitas mahasiswa; 
- Organisasi mahasiswa; 
- Berkas perseorangan mahasiswa. 

c Level kegiatan pada fungsi penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat meliputi kegiatan: 
- Perencanaan penelitian; 
- Sumber pendanaan penelitian; 
- Pelaksanaan penelitian; 

 
3. Anasisis Transaksi. 

Dalam proses penyusunan klasifikasi, diperlukan analisis transaksi secara 
konstruktif dan sistemik untuk menghindari kerancuan dan tumpang tindih 
antara transaksi dengan fungsi dan kegiatan, yaitu: 

a Melakukan analisis transaksi untuk memberi bobot bagi setiap sub-sub 
pokok masalah. 

b Melakukan penilaian terhadap ketepatan penjabaran masing-masing 
transaksi apakah telah tepat dan sesuai dengan kegiatan organisasi. 

c Memastikan bahwa semua transaksi dalam menjalankan kegiatan 
sudah tertampung dan terdaftar. 

d Menganalisis dan menguji bahwa masing-masing transaksi tidak 
bermakna ganda dan tumpang tindih dengan transaksi lain.  
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Contoh level transaksi fasilitatif fungsi pendidikan dan pengajaran urusan 
pendidikan tinggi, antara lain: 

1. Level transaksi pada kegiatan penerimaan mahasiswa baru meliputi 
transaksi: 
- Daya tampung mahasiswa; 
- Kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru; 
- Naskah soal tes penerimaan mahasiswa baru. 

2. Level transaksi pada kegiatan registrasi mahasiswa baru meliputi 
transaksi: 
- Bukti pembayaran pendidikan; 
- Daftar ulang mahasiswa; 
- Kartu rencana studi. 

3. Level transaksi pada kegiatan perkuliahan meliputi transaksi: 
- Katalog dan silabus; 
- Satuan acara perkuliahan; 
- Kurikulum. 

Contoh level transaksi substantif funsi kemahasiswaan urusan pendidikan 
tinggi, antra lain: 

1. Level transaksi pada kegiatan kesejahteraan dan fasilitas mahasiswa 
meliputi transaksi: 
- Beasiswa; 
- Keringanan sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP); 
- Fasilitas kemahasiswaan. 

2. Level transaksi pada kegiatan organisasi mahasiswa meliputi 
transaksi: 
- Proses pembentukan pengurus; 
- Pengangkatan pengurus; 
- Laporan pelaksana kegiatan. 

3. Level transaksi pada kegiatan berkas perseorangan mahasiswa 
meliputi transaksi: 
- Kartu tanda mahasiswa; 
- Kartu studi mahasiswa; 



30 Manajemen Arsip Perguruan Tinggi 

 

- Kartu tanda anggota perpustakaan. 

Contoh level transaksi substantif fungsi penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat urusan pendidikan tinggi, antara lain: 

1. Level transaksi pada kegiatan perencanaan penelitian meliputi 
transaksi; 
- Proposal penelitian; 
- Proposal yang ditolak. 

2. Level transaksi pada kegiatan sumber pendanaan penelitian meliputi 
transaksi: 
- Kontrak/perjanjian penelitian; 
- Rencana anggaran penelitian; 
- Realisasi pendanaan. 
- Level transaksi pada kegiatan pelaksanaan penelitian meliputi 

transaksi: 
- Surat ijin penelitian; 
- Pengumpulan data; 
- Laporan penelitian. 

3. Skema Klasifikasi 

Penyusunan skema klasifikasi bertujuan untuk memudahkan penjabaran uraian 
fungsi dan tugas secara logis, faktual, perbaikan berkelanjutan, sistematis, 
akomodatif dan kronologis. Sekema kalasifikasi adalah merupakan master plan 
suatu struktur arsip, berfungsi untuk memudahkan penataan berkas secara 
hierarki dan tidak tumpang tindih. Perka ANRI No. 19 Tahun 2012 Penyusunan 
skema klasifikasi dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a Sekema klasifikasi harus menggambarkan tahapan pelaksanaan 
kegiatan, yaitu dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan 
evaluasi. 

b Susunan skema klasifikasi dalam bentuk berjenjang, yang dijabarkan 
dari pokok masalah ke sub masalah sampai ke sub-sub masalah.  
Jumlah jenjang maksimal 3 (tiga) jenjang yaitu terdiri dari fungsi 
sebagai pokok masalah (primer), kegiatan sebagai sub masalah 
(sekunder) dan transaksi sebagai sub-sub masalah (tersier). 



Bab 3 Klasifikasi Arsip 31 

 

c Pada skema klasifikasi tertera nama atau judul fungsi, nama kegiatan 
dan nama transaksi kegiatan. Nama fungsi merupakan judul pertama 
dan bersifat umum, nama kegiatan merupakan sekunder atau jenjang 
kedua dari fungsi, dan jenjang ketiga merupakan nama transaksi 
(tersier). 

d Jenjang atau hierarki fungsi tidak selalu utuh, dapat saja nama fungsi 
langsung nama transaksi (sekunder) artinya kegiatan yang dilakukan 
hanya berupa naskah transaksi (items). Hal ini tergantung struktur, 
substansi dan jenis arsipnya, namun klasifikasi sebagai pedoman 
pengelolaan arsip, susunan klasifikasi sebaiknya utuh dan rinci. 

Contoh sekma klasifikasi: 

Nama Lembaga 

1. Fungsi/F1 (pokok masalah/primer) 

1.1.  Kegiatan /K1 (sub masalah/sekunder) 

1.1.1. Transaksi/T1 (sub-sub masalah/tersier) 

1.1.2. Transaksi/T2 (sub-sub masalah/tersier) 

1.2. Kegiatan/K2 (sub masalah/ sekunder) 

1.2.1. Transaksi/T1 (sub-sub masalah/ tersier) 

2. Fungsi/F2 (pokok masalah/primer) 

2.1.  Kegiatan/ K1 (sub masalah/sekunder) 

2.1.1. Transaksi/ T1 (sub-sub masalah/ tersier) 

2.1.2. Transaksi/ T2 (sub-sub masalah/ tersier) 

2.2. Kegiatan/ K2 (sub masalah/ sekunder)  

2.2.1. Transakksi/T1 (sub-sub masalah/ tersier) 
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E. Penggunaan Kode Klasifikasi 
Kode arsip adalah tanda pengenal urusan arsip dari klasifikasi sebagai penuntun 
ke tempat arsipnya, pada umumnya berbentuk angka (numeric), huruf 
(alfabetis), dan kombinasi huruf dan angka (alphanumeric). Setiap surat yang 
akan diberkaskan diberi kode klasifikasi terlebih dahulu sesuai dengan kode 
klasifikasi. 

Perka ANRI No. 19 Tahun 2012 Penggunaan kode klasifikasi arsip dapat 
dilakukan sebagai berikut: 

1. Pencipta arsip dapat memilih system pengkodean secara fleksibel 
sesuai keinginan atau kebutuhan pencipta arsip.  Dasar pengkodean 
yaitu menggunakan angka, huruf dan kombinasi huruf dan angka. 

Contoh untuk angka: 

 100 (misalnya untuk mewakili kelompok fungsi kepegawaian) 

 900 (misalnya untuk mewakili kelompok fungsi keuangan). 

Contoh untuk huruf: 

 KP (misalnya untuk mewakili fungsi kepegawaian) 

 KU (misalnya untuk mewakili fungsi keuangan) 

 HK (misalnya untuk mewakili fungsi hukum) 

Contoh untuk huruf dan angka: 

 KP.00 (misalnya untuk mewakili kegiatan penerimaan pegawai) 

 KP.01 (misalnya untuk mewakili kegiatan pengangkatan pegawai) 

2. Jumlah jenis kode huruf dan digit desesuaikan dengan kebutuhan: 

Contoh untuk huruf: 

a 2 huruf (KP, KU) 
b 3 huruf (KEU, KEP, LOG) 

Contoh untuk digit: 

a 2 digit (01, 02,..) atau (10, 20, …) 
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b 3 digit (001, 002, …) atau (100, 200,…) 
3. Unsur-unsur menimal yang harus ada pada kode klasifikasi yaitu: 
(a) Kode Fungsi 
(b) Kode Kegiatan 
(c) Kode Transaksi 
4. Penggunaan kode klasifikasi harus mempertimbangkan kemudahan 

penerapan untuk pengurusan surat (surat masuk dan surat keluar), 
pemberkasan arsip, penemuan kembali arsip dan pemanfaatannya 
sebagai sarana penyusutan arsip.  

 

F. Teknis Penulisan 
Setelah skema klasifikasi arsip selesai disusun, maka klasifikasi arsip dapat 
disusun secara lengkap. Oleh karena itu diperlukan persyaratan menimal 
sebagai unsur kelengkapan klasifikasi (Perka ANRI No. 19 Tahun 2012), antara 
lain: 

1. Unsur-unsur kelengkapan klasifikasi arsip minimal harus memuat 
nomor urut, kode klsifikasi, judul pokok masalah, sub masalah dan 
sub-sub masalah. 

2. Judul pada pokok masalah berupa kode huruf atau angka, sebagai 
contoh: 
(a) KP untuk Kepegawaian 
(b) 100 untuk Pemerintahan 

3. Judul pada sub masalah berupa kode angka yang dituangkan dalam 1 
digit, 2 digit yang sesuai dengan kebutuhan pencipta arsip.  Sebagai 
contoh: 
(a) Untuk 1 digit: KP. 1.1 untuk kegiatan formasi dengan transaksi 

penerimaan pegawai. 
(b) Untuk 2 digit: KP.01.01 untuk Kegiatan formasi dengan transaksi 

penerimaan pegawai. 
4. Penggunaan penulisan kode huruf pada pokok masalah: 
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(1) Jika satu kata fungsi, menggunakan huruf pertama pada awalan 
dan huruf pertama pada kata dasar. Contohnya: 
a KePegawaian disingkat menjadi KP 
b KeUangan disingkat menjadi KU. 

(2) Jika dua kata fungsi, menggunakan huruf pertama pada kata 
dasar pertama dan kata dasar kedua. Contohnya: 
a PenDidikan dan PeLatihan disingkat menjadi DL 
b Organisasi dan Tata Laksana disingkat menjadi OT 
c Kehumasan (Hubungan dan Masyarakat) disingkat menjadi 

HM. 
5. Jika kode klasifikasi dalam bentuk huruf memiliki kesamaan antara 

satu pokok masalah dengan pokok masalah yang lain, maka 
dipergunakan konsonan pertama dan kedua pada kata dasar.  Sebagai 
PR, dapat diartikan sebagai pokok masalah Perencanaan atau pokok 
masalah Perumahan.  Apabila pokok masalah PeRencanaan 
menggunakan kode PR, maka untuk pokok masalah PeRuMahan dapat 
menggunakan kode RM. 

6. Judul fungsi dari kode (angka atau huruf capital) dan singkatan sesuai 
fungsi yang bersangkutan.  

7. Redaksi penulisan klasifikasi. 

Contoh untuk redaksional dalam penulisan uraian klasifikasi: 

- Naskah-naskah yang berkaitan dengan Registrasi Mahasiswa Baru 
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Surat Keterangan Aktif 

Kuliah. 

  

G. Klasifikasi Arsip Perguruan Tinggi 
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 tahun 
2018 tentang Klasifikasi Arsip, JRA, dan Sistem Klasifikasi keamanan dan 
Akses Arsip dinamis di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi ditentukan bawah klasifikasi arsip perguruan tinggi tertidiri 
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dari klasifikasi arsip fungsi fasilitatif dan fungsi substantif. Klasifikasi fungsi 
substantifnya di urutkan berdasarkan alur kegiatan PTN sedangkan fungsi 
fasilitatif di PTN durutkan berdasarkan kronologis fungsi fasilitatif sebagai 
berikut: 

1. Fungsi Substantif 
a) Penerimaan Mahasiswa (TM) 
b) Kurikulum (KR) 
c) Tenaga Pendidik (TD) 
d) Kemahasiswaan (KM) 
e) Perkuliahan (PK) 
f) Data, Informasi dan Pengembangan Akademik (DI) 
g) Penunjang Akademik (TA) 
h) Penelitian (PT) 
i) Pengabdian Kepada Masyarakat (PM) 
j) Publikasi Jurnal/ Buku (PJ) 
k) Wisuda dan Alumni (WA) 
l) Penjamin Mutu (JM) 
m) Tata Pamong (TP) 

2. Fungsi Fasilitatif  
a) Perencanaan (PR) 
b) Hukum (HK) 
c) Organisasi dan Ketatalaksanaan (OT) 
d) Kearsipan (KA) 
e) Ketatausahaan (TU) 
f) Kerumahtanggaan (RT) 
g) Perlengkapan (PL) 
h) Hubungan Masyarakat (HM) 
i) Pendidikan dan Pelatihan (DL) 
j) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TI) 
k) Pengawasan (PA) 
l) Kepegawaian (KP) 
m) Keuangan (KU) 
n) Badan Usaha (BU) 
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Adapun darftar Klasifikasi fungsi substantif dan fungsi fasilitatif sebagai 
berikut: 

POLA KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF 

TM Penerimaan Mahasiswa 

Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 

Daya tampung mahasiswa 

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Daya tampung mahasiswa 

Petunjuk PMB 

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Petunjuk PMB 

Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penerimaan 
Mahasiswa Baru (PMB) 

Pendaftaran & Daftar calon mahasiswa   

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berkas Pendaftaran & 
Daftar calon mahasiswa (Peserta Ujian Masuk) 

Ujian Masuk Perguruan Tinggi 

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berkas Ujian Masuk 
Perguruan Tinggi meliputi ujian, tes psikotes, wawancara, dan lain-lain 

Naskah Soal Ujian  

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Naskah Soal Ujian 

Hasil Penilaian Ujian Masuk Perguruan Tinggi 

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Hasil Penilaian Ujian Masuk 
Perguruan Tinggi 

Penetapan Mahasiswa yang diterima & Pengumuman PMB 
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Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 'Penetapan Mahasiswa yang 
diterima & Pengumuman PMB 

Mahasiswa Asing 

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Mahasiswa Asing 

Mahasiswa utusan daerah 

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Mahasiswa utusan daerah/ 
kementerian/ lembaga/ BUMN/ perusahaan swasta 

Mahasiswa Pendidikan di Luar domisili (PDD) 

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Mahasiswa Pendidikan di 
Luar domisili (PDD) 

Laporan PMB 

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan PMB 

Data Peminat/Jumlah Peminat/Pilihan Peminat 

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data, jumlah dan pilihan 
peminat 

Registrasi mahasiswa 

Registrasi Mahasiswa Baru  

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Registrasi Mahasiswa Baru  

Heregistrasi/ Registrasi Mahasiswa Lama 

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Heregistrasi/ Registrasi 
Mahasiswa Lama 

Ketetapan Biaya Perkuliahan  

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ketetapan Biaya 
Perkuliahan  

Penentuan Biaya Perkuliahan 
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Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penentuan Biaya 
Perkuliahan 

Penyesuaian Biaya Perkuliahan 

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyesuaian Biaya 
Perkuliahan 

Laporan Pelaksanaan Registrasi 

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan Pelaksanaan 
Registrasi 

Orientasi Mahasiswa Baru 

Panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru 

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan panduan/pedoman Orientasi 
Mahasiswa Baru 

Sosialisasi Peraturan Akademik 

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sosialisasi Peraturan 
Akademik 

Penyelenggaraan Orientasi Mahasiswa Baru 

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Administrasi 
penyelenggaraan Orientasi Mahasiswa Baru 

Evaluasi dan Laporan orientasi  

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan orientasi  

dan sterusnya lihat lampiran. 
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POLA KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF 

 

PERENCANAAN 

00 Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan 
 

00 Rencana Pembangunan Jangka Panjang /master plan (RPJP) bidang 
pendidikan, Rencana Induk Pengembangan Kampus (RIPK) 

  
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang /master plan (RPJP) bidang pendidikan, Rencana 
Induk Pengembangan Kampus (RIPK)    

 
01 Rencana Pembangunan Jangka Menengah /RPJM bidang pendidikan 

Rencana Strategis  
  

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah /RPJM bidang pendidikan Rencana Strategis     

 
02 Rencana Operasional  

  
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rencana Operasional     

 
03 Program kerja tahunan/RKAKL (Rencana Kerja Anggaran 

Kementerian/ Lembaga) 
  

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program kerja 
tahunan/RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga) 

01 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) 
 

00 Rencana Kerja Anggaran (RKA) 
  

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dokumen Rencana Kerja 
Anggaran (RKA)    

 
01 Usulan dan Penetapan Target Penerimaan Negara 
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Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dokumen Usulan dan 
Penetapan Target Penerimaan Negara    

 
02 Penyusunan RAPB 

  
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyusunan RAPB    

02 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
 

00 Pembahasan/penelaahan anggaran 
  

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembahasan/penelaahan 
anggaran    

 
01 Ketetapan pagu indikatif/pagu sementara  

  
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ketetapan pagu 
indikatif/pagu sementara     

 
02 Ketetapan pagu definitif  

  
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ketetapan pagu definitif     

 
03 Rencana kerja anggaran  

  
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rencana kerja anggaran     

 
04 Daftar Isian pelaksanaan anggaran (DIPA) petunjuk operasional 

kegiatan (POK) dan revisinya 
  

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Daftar Isian pelaksanaan 
anggaran (DIPA) petunjuk operasional kegiatan (POK) dan revisinya    

 
05 Ketentuan yang menyangkut pelaksanaan penatausahaan dan 

pertanggungjawaban 
  

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ketentuan yang 
menyangkut pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban 

 
06 Target penerimaan negara bukan pajak 

  
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Target penerimaan negara 
bukan pajak    
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03 Revisi Anggaran 
 

00 Rupiah Murni 
  

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Revisi anggaran Rupiah 
Murni    

 
01 PNBP 

  
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Revisi anggaran PNBP    

 
02 Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)/Bantuan 

Prioritas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH) 
  

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Revisi anggaran Bantuan 
Operasional Perguruan Tinggi Negeri   / Bantuan Prioritas Perguruan 
Tinggi Negeri (BPPTNBH) 

04 Laporan 
 

00 Laporan Berkala 
  

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan Berkala    
 

01 Laporan insidental 
  

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan insidental    
 

02  LAKIP  
  

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan LAKIP     

05 Monitoring dan Evaluasi 
 

00 Monitoring dan Evaluasi Program Unit Kerja 
  

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi 
Program Unit Kerja    

 
01 Monitoring dan Evaluasi Program Perguruan Tinggi 

  
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi 
Program Perguruan Tinggi    
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06 Ketentuan/kebijakan yang menyangkut penyusunan, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban anggaran 

 
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ketentuan/kebijakan yang 
menyangkut penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. 
 

dan seterusnya lihat lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bab 4 

Jadwal Retensi Arsip 

 
 

A. Pengertian Jadwal Retensi Arsip 
Permasalahan yang sering dihadapi oleh setiap perguruan tinggi, adalah 
bertambahnya arsip secara terus menerus, bertambahnya arsip secara bertahap 
dari waktu ke waktu sejalan dengan adanya kegiatan atau aktivitas perguruan 
tinggi. Arsip yang terus bertambah secara akumulasi pada perguruan tinggi 
harus dikurangi secara sistematis, sehingga tidak mengganggu jalannya 
oraganisasi. Sedangkan arsip yang tersimpan harus dapat memberikan 
kemanfaatan bagi organisasi apabila dibutuhkan. Untuk melakukan 
pengurangan atau penyusutan, suatu perguruan tinggi membutuhkan jadwal 
retensi arsip sebagai suatu kebijakan yang berisi daftar tentang lamanya masa 
simpan arsip pada saat aktif, inaktif dan status arsip setelah selesai masa 
inaktifnya, apakah musnah dan akan disimpan permanen. 

Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap 
suatu jenis arsip (PP No. 28 tahun 2012). Adapun Jadwal Retensi Arsip yang 
selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisikan sekurang-kurangnya 
jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi 
rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, 
atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan 
penyelamatan arsip (Permenristek Dikti No. 23 Tahun 2018). 

Keterangan musnah adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip 
dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah hasib dan tidak 
memiliki nilai guna, tidak ada peraturan perundang-undang yang melarang dan 
tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu kasus yang masih dalam proses 
hukum. Dinilai kembali merupakan arsip yang belum dapat ditentukan nasib 
akhirnya musnah atau permanen. 
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Keterangan permanen adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis 
arsip memiliki nilai guna sekunder atau milai guna permanen, wajib diserajkan 
kepada lembaga kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam 
penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan 
pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh 
sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa jadwal retensi arsip 
adalah: 

1. Merupakan komponen dan program manajemen arsip. 
2. Menggambarkan jenis-jenis arsip dari lembaga pencipta (creating 

agency) 
3. Berbentuk suatu daftar yang berisi jangka simpan arsip, nasib akhir 

arsip (musnah atau disimpan permanen). 
4. Sebagai dasar hukum untuk menyimpan arsip, memusnahkan arsip 

yang tidak bernilai guna atau sebagai dasar hukum penyusutan arsip. 

 

B. Fungsi Jadwal Retensi Arsip 
Jadwal retensi arsip berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan penyusutan 
arsip, baik memindahkan arsip inaktif, memusnahkan arsip yang sudah tidak 
bernilai guna, maupun menyerahkan arsip statis ke Arsip Nasional Republik 
Indonesia, lembaga kearsipan daerah provinsi dan kabupaten/kota, atau lembaga 
kearsipan perguruan tinggi.  

Fungsi retensi arsip menurut (Karuniatun; 2015) adalah untuk: 

1. Mengidentifikasi arsip yang permanen dan mengetahui waktu yang 
tepat untuk memindahkan ke pusat arsip atau lembaga kearsipan; 

2. Mengidentifikasi arsip yang disimpan sementara dan mengetahui 
waktu yang tepat untuk memusnahkan arsip; 

3. Memberikan keterangan arsip yang langsung dapat dipindahkan dan 
dimusnahkan; 

4. Memberikan hak/otorisasi untuk pemusnahan arsip. 
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C. Tujuan Pembuatan Jadwal Retensi 
Arsip 
Penyusunan JRA mempunyai dua tujuan yaitu: dalam rangka untuk memenuhi 
kebutuhan organisasi dan memenuhi persyaratan hukum. 

1. Memenuhi kebutuhan organisasi pencipta, yaitu untuk mengurangi 
biaya pengelollaan arsip, meningkatkan efisiensi, menjamin 
keselamatan bahan pertanggungjawaban, dan mewujudkan konsistensi 
penyusutan.  Dengan memiliki JRA suatu organisasi akan: 
(1) Terhindar dari pemborosan. 

Dalam JRA terdapat data yang jelas kapan arsip harus 
dipindahkan, dimusnahkan, atau diserahkan. Dengan demikian 
tidak akan terjadi penumpukan arsip di suatu tempat. Arsip akan 
dipindahkan ke UPT Kearsipan apabila sudah tiba waktunya untuk 
dipindahkan, arsip akan dimusnahkan apabila sudah memasuki 
waktu musnah. Dengan demikian organisasi tidak akan membeli 
saran/peralatan atau menyediakan ruang simpan yang berlebihan.   

(2) Terwujudnya konsistensi dalam program penyusutan. 
Jadwal retensi arsip disusun sebagai pedoman penyusutan. Kapan 
arsip harus dipindahkan, dimusnahkan dan diserahkan. Dengan 
adanya kepastian waktu tentang pemindahan, pemusnahan dan 
penyerahan tersebut maka program penyusutan dapat dilakukan 
secara konsisten dan akan terhindar dari kecerobohan atau 
penyusutan yang salah. 

(3) Terjaminya keselamatan bahan pertanggung jawaban nasional.  
Dalam JRA terdapat data yang jelas mengenai arsip apa saja yang 
termasuk klasifikasi sebagai arsip statis/permanen yang berfungsi 
sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dan bukti 
kehidupan/perjalanan organisasi.   

2. Memenuhi persyaratan hukum. Peraturan yang digunakan sebagai 
dasar pembuatan jadwal retensi arsip adalah UU No. 43 tahun 2009 
dan PP. No. 28 tahun 2012, yang mewajibkan lembaga-lembaga 
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negara atau badan pemerintahan memiliki jadwal retensi arsip.  
Adapun untuk perusahaan atau organisasi swasta kewajiban membuat 
jadwal retensi terdapat dalam pasal 1 ayat 3 UU No. 8 tahun 1997, 
yang menyebutkan bahwa jadwal retensi adalah jangka waktu 
penyimpanan dokumen perusahaan yang disusun dalam suatu daftar 
sesuai dengan jenis dan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai 
pedoman pemusnahan dokumen perusahaan.  

 

D. Penghitungan Retensi Arsip 
Perka ANRI Nomor 14 tahun 2015 menyatakan bahwa penghitungan retensi 
arsip adalah sebagai berikut: 

1. Penghitungan retensi atau jangka waktu simpan jenis arsip dimulai 
setelah kegiatan dinyatakan selesai atau berkas sudah dinyatakan dan 
tidak berubah lagi atau closed file. 

2. Closed file sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan 
pernyataan antara lain: 
a Sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran; 
b Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan; 
c Sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama 

dinyatakan tidak berlaku; 
d Sejak peraturan perundang-undangan diundangkan; 
e Setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban 

para pihak ditunaikan; 
f Sejak hak dan kewajiban para pihak berakhir; 
g Sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan; 
h Setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht 

van gewisjde). 
i Setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit; 
j Setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaanya berakhir; 
k Setelah suatu perijinan masa berlakunya berakhir; 
l Setelah hasil sensus dipublikasikan; 
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m Setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan; 
n Setelah data di perbaharui (update); dan 
o Setelah sistem aplikasi ditingkaktkan dan dikembangkan 

(upgrade). 
3. Pencantuman pernyataan closed file sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diletakkan pada kolom retensi arsip aktif di dalam suatu Jadwal 
Retensi Arsip.  

Selanjutnya penentuan retensi arsip dilakukan berdasarkan pertimbangan 
sebagai berikut:  

1. Penentuan Retensi arsip dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai 
guna arsip. 

2. Retensi arsip sebagaimana dimaksuh pada ayat (1) ditentukan dengan 
masa simpan: 
a 2 (dua) tahun untuk nilai guna administrasi 
b 5 (lima) tahun untuk nilai guna hukum, informasi, dan teknologi; 

dan 
c 10 (sepuluh) tahun untuk nilai guna pertanggung jawaban 

keuangan, bukti pembukuan, dana data pendukung administrasi 
keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan. 

3. Selain penentuan retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
lembaga teknis terkait dapat menentukan masa simpan arsip sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.  

Penetapan rekomendasi musnah atau permanen adalah sebagai berikut: 

1. Penetapan rekomendasi suatu jenis arsip yang dinyatakan musnah atau 
dinyatakan permanen ditetapkan berdasarkan pertimbangan: 
a Keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi 

arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; 
b Keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai 

guna kesejarahan atau nilai guna sekunder; dan 
c Keterangan dinilai kembali ditentukan pada arsip yang dianggap 

berpotensi menimbulkan keraguan.  
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2. Penetapan rekomendari dapat ditetapkan pada series, sub-series, file 
atau item suatu jenis arsip. 

 

E. Prinsip Dasar Jadwal Retensi Arsip 
Sulistiyowati, (2018) mengatakan Prinsip Dasar Jadwal Retensi Arsip: 

1. Jadwal Retensi Arsip wajib dimiliki oleh Pencipta Arsip; 
2. Jadwal Retensi Arsip disusun berdasarkan jenis arsip yang tercipta di 

lingkungan organisasi; 
3. Jadwal Retensi Arsip sebagai dasar untuk melakukan penyusutan arsip 

(pemindahan arsip inaktif dari unit kerja ke unit kearsipan, 
pemusnahan arsip, penyerahan arsip statis di LKPT). 

Selanjutnya Prinsip Penyusunan Jadwal Retensi Arsip meliputi: 

1. Penyusunan JRA Perguruan Tinggi Negara disusun oleh Lembaga 
Kearsipan Perguruan Tinggi dengan mengikut sertakan perwakilan 
dari masing-masing satuan kerja dan civitas akademika di lingkungan 
Perguruan Tinggi; 

2. Dalam penyusunan JRA, Pencipta Arsip harus meminta persetujuan ke 
ANRI; 

3. JRA ditetapkan oleh pimpinan Pencipta Arsip atau Pejabat yang 
ditunjuk setelah mendapat persetujuan dari ANRI. 

Penetapan Jadwal Retensi Arsip 

Penetapan Jadwal Retensi Arsip adalah proses/tahapan pembuatan Jadwal 
Retensi Arsip yang mencakup tahapan penyusunan, permohonan persetujuan 
dan pengesahan dalam peraturan perundang-undang. Peraturan Kepala ANRI 
No. 22 tahun 2015 tentangTata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip disebutkan 
bahwa tata cara penetapan JRA meliputi: (1) Penyusunan rancangan JRA, (2) 
Permohonan persetujuan/pertimbangan JRA; dan (3) pengesahan JRA. 

1. Penyusunan rancangan JRA meliputi kegiatan: 
a. Perencanaan dan pembahasan JRA 
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Perencanaan JRA meliputi kegiatan: 

- Identifikasi tugas dan fungsi organisasi; 
- Pendataan arsip; 
- Pembuatan rancangan JRA 
- Indentifikasi tugas dan fungsi guna pendataan arsip dilaksanakan 

secara komprehensif dan tepat; 
- Pendataan arsip dilaksanakan melalui inventarisasi jenis arsip 

yang tercipta di unit pengolah; 
- Inventarisasi jenis arsip mencantumkan usulan retensi arsip dan 

keterangan arsip guna pembutaan rancangan JRA. 

Pembahasan JRA meliputi kegiatan: 

- Pembahasan untuk menentukan jenis arsip, retensi dan keterangan; 
- Jenis arsip dalam JRA terdiri dari series, berkas dan isi berkas; 
- Pencantuman retensi arsip dan keterangan arsip dalam JRA 

dilakukan pada level berkas; 
- Penentuan retensi arsip dan keterangan arsip berdasarkan pada 

Pedoman Retensi arsip yang ditetapkan oleh Kepala ANRI 
- Pembagian porsi antara retensi arsip aktif dan inaktif berdasarkan 

kepentingan unit pengolah dan unit kearsipan; 
- Penentuan keterangan dilakukan untuk menentukan 

rekomensasi/nasib akhir arsip (musnah atau permanen). 
b. Penyusunan rancangan JRA dilakukan oleh tim kerja 
c. Tim kerja sekurang-kurangnya memuat unsur pimpinan unit 

kearsipan, unit pengolah, arsiparis dan atau pengelola arsip. 
2. Permohonan persetujuan/pertimbangan JRA; dan 

Tata cara permohonan persetujuan JRA adalah sebagai berikut (Perka ANRI 
No. 22 Tahun 2015) : 

- Pimpinan Lembaga Negara / BUMN/PTN mengajukan permohonan 
persetujuan rancangan JRA kepada Kepala ANRI secara tertulis 
melalui surat yang dilampiri dengan Rancangan JRA Lembaga 
Negara/BUMN/PTN dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Pada setiap 
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halaman hardcopy diparaf oleh kepala unit kearsipan dan pada 
halaman terakhir diparaf oleh pimpinan unit yang membidangi fungsi 
administrasi (Sekjen/Sestama Sekper) dan lain-lain. 

- Rancangan JRA memuat kolom nomor, jenis arsip, retensi aktif, 
retensi inaktif dan keterangan. 

Tata cara persetujuan JRA Kementerian/Lembaga/BUMN/PTN adalah sebagai 
berikut: 

- Kepala ANRI menugaskan Deputi yang mempunyai fungsi pembinaan 
untuk menelaah dan memverifikasi Rancangan JRA sesuai Pedoman 
Retensi Arsip yang ditetapkan oleh Ka. ANRI. 

- Deputi tersebut mengkoordinir pembahasan persetujuan JRA dengan 
lembaga yang mengajukan permohonan persetujuan JRA; 

- Deputi mendisposisikan Rancangan JRA kepada Direktur Kearsipan 
Pusat untuk mengkoordinir pembahasan sesuai Pedoman Retensi 
Arsip yang ditetapkan oleh Ka. ANRI; 

- Direktur Kearsipan Pusat mendisposisikan Rancangan JRA kepada 
Kasubdit Pusat I (Kementerian/Lembaga), Kububdit Pusat II (BUMN) 
dan Kasubdit Pusat III (PTN) untuk mengkoordinir pembahasan 
persetujuan JRA dengan lembaga yang mengajukan permohonan 
persetujuan JRA; 

- Kasubdit Pusat (I, II, III) menugaskan Arsiparis Madya dan Arsiparis 
Muda untuk melakukan pembahasan dan penelaahan atas Rancangan 
JRA; 

- Apabila Rancangan JRA telah selesai dibahas dan ditelaah oleh 
Arsiparis, secara hirarki diajukan ke Kasubdit Pusat, diteruskan ke 
Direktur Kearsipan Pusat, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, dan 
akhirnya untuk dimintakan persetujuan oleh Ka ANRI; 

- Apabila Rancangan JRA telah sesuai dengan pedoman Retensi Arsip 
dan kaidah kearsipan maka Ka ANRI memberikan Rancangan JRA 
tesebut; 

- Surat Persetujuan dan Lampiran JRA siap dikirimkan ke instansi yang 
mengajukan persetujuan JRA dalam bentuk hardcopy dan softcopy. 
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3. Pengesahan JRA 

JRA disahkan/ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara/BUMN/PTN setelah 
mendapat persetujuan Kepala ANRI. 

 

F. Jadwal Retensi Arsip Perguruan Tinggi 
Jadwal retensi arsip di PTN disusun berdasarkan urusan Penelitian, Pengkajian, 
Pengembangan, Penerapan, Perekayasaan serta Pendayagunaan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi dan urusan Pendidikan dan Kebudayaan, urusan 
Kearsipan, Keuangan, Kepegawaian, Non Keuangan dan Non Kepegawaian, 
yang dikelompokkan dalam fungsi substantif dan fasilitatif sebagaimana 
berikut: 

Contoh Jadwal Retensi Arsip Universitas Negeri Medan fungsi subtantif: 

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF 
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 

   
  

      

NO SERIES/ JENIS ARSIP 
RETENSI KETERANGAN 

AKTIF INAKTIF  

I Penerimaan Mahasiswa       

  A Penerimaan mahasiswa baru       

    1 Daya tampung mahasiswa 2 Tahun 3 Tahun Musnah kecuali 
rekapitulasi  

      - Usulan daya tampung dari 
Fakultas, Program Studi, 
Jurusan 

    daya tampung 
Permanen 

      - Notula Rapat Daya tampung       
      - Penetapan Daya Tampung       
    2 Petunjuk PMB 1 tahun 

setelah  
1 tahun Musnah 

      - Juklak dan Juknis PMB diperbaharu
i 
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    3 Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa 
Baru (PMB) 

2 tahun 3 tahun Musnah, kecuali 
SK Penetapan  

      - Usulan Nama-nama dalam 
kepanitian PMB 

    Panitia Permanen 

      - Pelaksanaan tugas dan 
kegiatan PMB 

      

      - Operasional Rapat panitia 
PMB dan notula rapat 

      

      - Pelaksanaan kegiatan PMB       
      - Penerimaan Mahasiswa Baru 

Jalur Khusus 
      

      - Pengiriman informasi PMB 
ke SMU 

      

      - SK Penetapan Panitia PMB       
    4 Pendaftaran & Daftar calon 

mahasiswa 
1 tahun 1 tahun Musnah kecuali 

yang diterima 
masuk berkas 
perseorangan 
mahasiswa 

      - Persyaratan Pendaftaran 
Mahasiswa 

      - Isian Formulir 
      - Buku Panduan pengisian 

(jadwal penerimaan) 
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Contoh Jadwal Retensi Arsip Universitas Negeri Medan fungsi fasilitatif: 

 
JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF 

 
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 

  
  

N
o.  SERIES/JENIS ARSIP 

RETENSI 
KETERANG

AN AKTIF INAKTIF 

I PERENCANAAN       
  A

. 
Pokok-pokok kebijakan dan strategi 
pembangunan 

      

    1
. 

Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang /master plan (RPJP) 
bidang pendidikan, Rencana 
Induk Pengembangan Kampus 
(RIPK) 

1 tahun 
setelah 
tidak 

berlaku 

3 tahun Permanen 

    2
. 

Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah /RPJM bidang 
pendidikan Rencana Strategis  

1 tahun 
setelah 
tidak 

berlaku 

3 tahun Permanen 

    3
. 

Rencana Operasional  1 Tahun 
setelah 

diperbar
ui 

1 Tahun Permanen 

    4
. 

Program kerja tahunan /RKAL 
(Rencana Kerja Anggaran 
Kementrian / Lembaga  

      

      a. Usulan dari unit kerja dan 
data pendukung 

 2 
Tahun 

2 tahun Musnah 

      b
. 

Usulan dari perguruan tinggi 2 tahun 3 tahun Permanen 

      c. Program kerja tahunan unit 
kerja  2 Tahun 3 Tahun Musnah 

      d
. 

Program Kerja tahunan 
perguruan tinggi 

2 
t
a
h

3 tahun Permanen  
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u
n 

  B
. 

Rencana Anggaran Pendapatan dan 
Belanja (RAPB) 

      

    1
. 

Rencana Kerja Anggaran RKA) 2 tahun 3 tahun Permanen 

    2
. 

Usulan dann Penetapan Target 
Penerimaan Negara 

2 Tahun 
setelah 
tahun 

anggaran 
berakhir 

4 tahun Dinilai kembali 

    3
. 

Penyusunan RAPB       

      a. Arah kebijakan, strategi, 
prioritas dan renstra 
perguruan tinggi serta 
petunjuk penyusunan 
anggaran 

2 tahun 
setelah 

dinyatak
an tidak 
berlaku 

4 tahun Permanen 

      b
. 

Rencana anggaran kerja 
perguruan tinggi (RAKIP) 
dan RKAKL (termasuk 
usulan anggaran dari unir 
organisasi)  

2 Tahun 
setelah 
tahun 

anggaran 
berakhir 

5 tahun dinilai kembali 

      c. Rancangan anggaran satuan 
kerja perguruan tinggi 

2 Tahun 
setelah 
tahun 

anggaran 
berakhir 

5 tahun Musnah 

 

Jadwal Retensi Perguruan Tinggi Selanjutnya lihat Pada lampiran. 

 

G. Cara menggunakan Jadwal Retensi 
Arsip 
Setelah mengenal Jadwal Retensi Arsip maka selanjutnya adalah bagaimana 
memanfaatkan Jadwal Retensi Arsip dalam proses pengelolaan arsip. Contoh 
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berkas daya tampung mahasiswa tahun 2019 yang terdiri dari: (1) usulan daya 
tampung dari fakultas, program studi dan jurusan, (2) Notula Rapat Daya 
tampung, (3) dan Penetapan Daya Tampung akan disimpan sebagai arsip pada 
awal tahun 2020. Arsip daya tampung mahasiswa tersebut akan jadi arsip aktif 
(berada di unit kerja) selama dua tahun kedepannya yaitu tahun 2020 dan tahun 
2021. Tiga tahun Setelah itu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 Arsip 
memasuki masa inaktif (di central file/UPT Kearsipan). Pada tahun 2025 arsip 
dapat dimusnahkan kecuali rekapitulasi daya tampung permanen (berada di 
UPT Kearsipan).  

Contoh lain arsip Rencana Operasional tahun 2019 akan menjadi arsip ketika 
tahun 2020 sebagai arsip aktif (berada di unit kerja) dan pada tahun 2021 sebagai 
arsip inaktif (berada di central file/UPT Kearsipan) serta tahun 2022 permanen 
(UPT Kearsipan). Selain itu ada juga arsip yang dapat dimusnahkan setelah 
beberapa tahun disimpan. Contoh arsip tentang program kerja tahunan unit kerja 
tahun 2019 akan disimpan menjadi arsip aktif (di unit kerja) ketika memasuki 
tahun 2020 sampai tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 sampai dengan 
2024 menjadi arsip inaktif (berada di central file/UPT Kearsipan), dan tahun 
2025 dapat dimusnahkan sesuai ketentuan pemusnahan arsip. 
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Bab 5 

Pengelolaan Arsip Aktif 

 
 

A. Pengertian Arsip Aktif 
Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannnya masih tinggi dan/ atau 
terus-menerus. Tingginya frekuensi pengguna terhadap arsip aktif 
menyebabkan arsip aktif sebagai bagian atau unsur penting dalam mendukung 
kelancaran pekerjaan dan mendukung proses pengambilan keputusan. Oleh 
karena itu, hal penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan arsip aktif 
adalah kecepatan dan ketepatan penemuan kembali (retrieval) arsip ketika 
diperlukan. Berkaitan dengan Arsip maka berkas apa saja yang perlu di 
arsipkan? pada Pasal 33 Undang-Undang No. 43 tahun 2009 dinyatakan bahwa 
yang dikatakan arsip adalah arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara 
dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip 
milik negara.   

Arsip aktif menurut Betty R. Ricks (1992) jumlahnya sekitar 25% dari seluruh 
arsip yang tercipta, 10% masuk kategori simpan permanen artinya tidak boleh 
dimusnahkan, 30% temasuk kategori arsip inaktif yang harus disimpan dipusat 
arsip (records center), dan 35 % tidak mempunyai nilai guna lagi dan harus 
dimusnahkan. Oleh karena arsip aktif merupakan bagian/unsur penting dalam 
mendukung kelancaran pekerjaan, mendukung proses pengambilan keputusan 
maka arsip aktif harus selalu siap sedia saat diperlukan, dengan demikian hal 
yang penting dalam hal ini adalah: kecepatan, dan ketepatan penemuan kembali 
(retrieval) arsip saat diperlukan.   
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B. Asas Pengorganisasian Pengelolaan 
Arsip 
Pengurusan arsip adalah proses pengelolaan informasi arsip yang masuk 
ataupun keluar, yang dimulai kegiatan penerimaan, pengiriman ke unit kerja 
sampai dengan tahap penyimpanannya, dan pengiriman arsip keluar dari unit 
kerja ke unit kearsipan yang ditujukan ke organisasi lainnya, serta pengiriman 
arsip antar unit kerja pada suatu organisasi. Widayanti (2012), asas 
pengorganisasian arsip aktif adalah penyelenggaraan dan penyimpanan arsip 
aktif yang didasarkan pada kebutuhan organisasi dengan melihat besar kecilnya 
organisasi dan volume arsip yang tercipta. Selain itu, agar kegiatan pengurusan 
arsip berjalan efektif dan efisien, pada suatu organisasi perlu adanya unit kerja 
yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengurusan surat masuk dan surat 
keluar, yaitu: (1) unit kerja atau pengolah, yaitu satuan unit yang malaksanakan 
tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya; (2) unit kearsipan, yaitu unit yang 
bertanggung jawab terhadap pengelolaan surat masuk dan surat keluar (dalam 
hal pengurusan surat) serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan arsip 
inaktif yang berasal dari unit kerja.  

Pengelolaan arsip yang tepat oleh organisasi dapat meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi kerja organisasi. Oleh karena itu, perlu ditetapkan asas pengelolaan 
arsip yang tepat. Dalam praktiknya, asas pengelolaan arsip oleh organisasi 
terbagi menjadi tiga, yaitu asas sentralisasi, desentralisasi, dan kombinasi.   

a. Asas Sentralilasi 

Sistem pengelolaan atau penyimpanan arsip aktif secara sentralisasi (terpusat) 
mempunyai prinsip bahwa penyimpanan arsip aktif suatu organisasi di satu 
tempat. Arsip-arsip yang masuk kategori aktif dari unit kerja dikirim dan 
disimpan di suatu tempat yang terpusat (a central records area). Organisasi besar 
tidak dapat secara efisien menerapkan sistem sentralisasi karena penempatan 
semua unit atau departemen yang ada dalam suatu organisasi besar merupakan 
hal yang sulit dilakukan. Hanya organisasi kecil yang memungkinkan untuk 
menerapkan system pengelolaan arsip aktif. Semua arsip disimpan dengan 
peraturan yang sama dan ditemukan dengan prosedur yang sama pula.  
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Gunawan (2018) menyebutkan ciri-ciri azas Sentralisasi adalah: 

(1) Pengelolalan arsip aktif dalam suatu ruang central file 
(2) Arsip aktif yang selesai dari unit-unit kerja, diserahkan ke central file 
(3) Diterapkan oleh organisasi kecil atau unit-unit kerja saling berdekatan. 

Keuntungan pengelolalan arsip aktif secara sentralisasi menurut Widayanti 
(2012), yaitu: 

(1) Memberikan prosedur yang konsisten; 
(2) Mengidentifikasi pertanggung jawaban dan penanggung jawab; 
(3) Menjaga arsip aktif yang berkaitan secara bersama; 
(4) Memberikan pelayanan yang seragam bagi semua unit kerja atau 

departeman; 
(5) Meminimalkan duplikasi arsip aktif; 
(6) Memberikan penggunaan ruang, peralatan, dan personalia secara lebih 

baik; 
(7) Memungkinkan lebih terjaminnya keamanan arsip aktif; 
(8) Memberikan cara penemuan arsip sekali jalan. 

Kelemahan asas sentralisasi ini menurut Sedarmayanti (2003) adalah: 

(1) Dapat menimbulkan keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan arsip 
untuk tiap-tiap unit lainnya karena pada waktu yang bersamaan 
beberapa unit kemungkinan meminta arsip yang sama; 

(2) Petugas arsip yang kurang terampil dan kurang memahami masalah 
yang ada di unit lain, mengakibatkan penataan arsip mungkin tidak 
atau kurang sistematis. 

(3) Terpisahnya letak gedung kantor dirasakan sebagai hambatan karena 
jarak yang berjauhan. 

b. Asas Desentralisasi 

Sistem pengelolaan atau penyimpanan arsip aktif secara desentralisai adalah 
cara penyimpanan arsip aktif di tiap-tiap unit kerja atau departeman. Pada 
umumnya cara ini dipilih karena sistem ini mengizinkan unit kerja 
mengendalikan dan mengakses sendiri arsip-arsip aktifnya. Pengendalian arsip 
aktif dan akses diimbangi dengan otonomi pengelolaan arsip aktif.  
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Sambas dan Winata (2016) mengebutkan ciri-ciri organisasi yang menerapkan 
asas pengelolaan arsip desentralisasi adalah: 

(1) Arsip aktif dan inaktif disimpan di tiap-tiap unit kerja; 
(2) Unit kerja mempunyai otonomi dalam pengelolaan arsip aktif dan 

inaktif; 
(3) Sistem pengelolaan arsip aktif dan inaktif di setiap unit kerja tidak 

seragam; 
(4) Organisasi bersar dan volume arsip banyak; 
(5) Unit-unit berada dalam satu lokasi atau di beberapa lokasi; 
(6) Penggunaan peralatan tidak maksimal. 

Gunawan (2018) menyatakan keuntungan dari sistem desentralisasi adalah 
sebagai berikut:  

(1) Unit kerja dapat langsung mengontrol arsipnya 
(2) Cepat dalam penemuan kembali 
(3) Daya tampung arsip lebih banyak 

Selanjutnya Widayanti (2012) mengemukanakan kelemahan dari asas 
desentralisasi, yaitu:  

(1) Tiap-tiap unit kerja mempunyai cara penyimpanan masing-masing 
sehingga tidak ada keseragaman dalam sistem pengelolaan arsip aktif 
secara keseluruhan; 

(2) Tiap-tiap unit kerja atau depertemen menyimpan arsipnya masing- 
masing menyebabkan tidak semua arsip yang berkaitan disimpan 
secara bersama; 

(3) Beberapa unit kerja atau departemen “mungkin” mengopi arsip yang 
sama, hal ini mendukung kearah praktik penyimpanan duplikasi arsip 
aktif; 

(4) Penggunaan peralatan tidak secara maksimal karena setiap unit kerja 
akan melakukan pengadaan peralatan masing-masing; 

(5) Tiap-tiap unit kerja atau departemen penyimpan arsip dengan cara 
yang berbeda-beda sehingga jaminan atas keamanan arsip kurang 
optimal.   

c. Asas Gabungan (kombinasi asas Sentralisasi dengan Desentralisasi) 
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Kombinasi pengelola arsip aktif memperbolehkan unit-unit kerja mengelola 
arsip aktifnya di bawah kontrol sistem sentralissi. Muhidin dan Winata (2016) 
ciri-ciri organisasi yang menerapkan asas gabungan adalah: 

(1) Arsip aktif disimpan di tiap-tiap unit kerja; 
(2) Arsip inaktif organisasi disimpan di unit kearsipan; 
(3) Unit kerja mempunyai otonomi dalam pengelolaan arsip aktif; 
(4) Meminimalisasi penggunaan peralatan; 
(5) Memudahkan pergerakan arsip sejak penciptaan sampai penyusutan; 
(6) Unit-unit kerja berada dalam satu lokasi sejak penciptaan sampai 

penyusutan; 
(7) Unit-unit kerja berada dalam satu lokasi atau di beberapa lokasi. 

Gunawan (2018) menyebutkan keuntungan asas gabungan ini adalah: 

(1) Keseragaman sistem; 
(2) Kesalahan filing dan arsip yang hilang dapat dikurangi 
(3) Efisien peralatan; 
(4) Memudahkan dalam penyusunan jadwal Retensi Arsip 

Selanjutnya kekurangan dari sistem gabungan ini adalah penerapan sistem 
dimungkinkan terjadi keanekaragaman, dapat disebabkan karena keterbatasan 
Sumber Daya Manusia baik secara kuantitas maupun kualitas atau dapat 
disebabkan karena kurangnya pembinaan.  

 

C. Sistem pemberkasan Arsip Aktif 
Perka ANRI No. 50 tahun 2015 prosedur penataan arsip aktif di central file 
adalah sebagai berikut: 

1. Pembuatan berkas baru 
a Memeriksa ketepatan tujuan dan kelengkapan arsip serta memisahkan 

jika terdapat duplikasi lampiran yang berlebihan. 
b Menganalisa arsip untuk menentukan indeks atau judul berkas. Indeks 

harus singkat, jelas, mudah diingat, mencerminkan isi arsip dan 
berorientasi pada kebutuhan pengguna. Indeks dapat berupa: nama 
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orang, nama tempat (wilayah), nama organisasi, kurun waktu, subjek 
(masalah). 

c Menentukan klasifikasi sesuai skema klasifikasi [primer (pokok 
masalah)/ sekunder (sub masalah)/ tersier (sub-sub masalah)]. 

d Meregistrasi arsip sesuai dengan format daftar isi berkas.  
e Menyiapkan sarana penyimpanan arsip aktif [folder, sekat (guide), dan 

kertas lebel]. 
f Menuliskan judul berkas (indeks) pada kertas lebel dan lekatkan pada 

tab folder. 
g Menuliskan kode klasifikasi primer (pokok masalah) pada sekat I, 

sekunder (sub masalah) pada sekat II dan tersiar (sub-sub masalah) 
pada sekat III. 

h Memasukkan arsip ke dalam folder dan disusun secara berurut sesuai 
kronologis waktu dan arsip termuda diletakkan di urutan terdepan.  

i Arsip yang disimpan dalam satu berkas harus mencerminkan satu 
proses kegiatan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 
dan laporan kegiatan berikut lampirannya seperti foto kegiatan, copy 
tiket, boarding pass, bill hotel, copy kuitansi pembayaran, dan 
sebagainya. 

j Membuat tunjuk silang apabila arsip: 
- Mempunyai lampiran dalam media simpanan yang berbeda. 
- Mempunyai lampiran berupa bahan yang terjilid 
- Mempunyai informasi lebih dari satu. 

k Mengisi informasi tunjuk silang pada formulir tunjuk silang.   
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Contoh formulis tunjuk silang: 
Kop Surat 

Indeks: 
Upacara 17 Agustus 
2013 
 

Kode: 019.1 
Upacara Bendera 

Tanggal: 14 Agustus 
No.: 019.1.543/VIII/2013 

Lihat: Upacara Bendera 
 
Indeks: 
Upacara Bendera 

Kode: 019.1.  
Upacara 17 Agustus 
2013 
 

Tanggal: 14 Agustus 
No.: 019.1.543/VIII/2013 

   Tempat, tanggal, bulan, tahun 
   Jabatan 
    
   Tanda tangan pejabat yang mengesahkan 
   Nama 

l Menyusun daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai format. 

Contoh format daftar berkas 

Unit Pengolah:……..(1)….. 
NO. 
BERKAS 

KODE 
KLASIFIKASI 

URAIAN 
INFORMASI 
BERKAS 

KURUN 
WAKTU 

JUMLAH  KETERANGAN 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) 
      

      
      

Keterangan petunjuk pengisian: 

Kolom (1), diisi dengan kop lembaga; 

Kolom (2), diisi dengan nomor urut berkas; 

Kolom (3), diisi dengn kode klasifikasi arsip; 

Kolom (4), diisi dengan uraian informasi dari berkas arsip berdasarkan kegiatan 
dalam klasifikasi arsip; 

Kolom (5), diisi dengan masa/kurun waktu arsip yang tercipta; 
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Kolom (6), diisi dengan dengan jumlah banyaknya arsip dalam satuan yang 
sesuai dengan jenis arsip; 

Kolom (7), diisi dengan keterangan spesifik dari jenis arsip, seperti tekstual, 
kartografi, audio visual, elektronik dan digital. Selanjutnya daftar isi berkas 
adalah sebagai berikut: 

Contoh format daftar isi berkas 

Unit Pengolah: (1) 
NO. 

BERKAS 
  

NO. 
ITEM 

ARSIP  

KODE 
KLASIFIKASI 

  

URAIAN 
INFORMASI 

ARSIP 

TANGGAL 
 
  

JML 
 
  

KET. 
 
  

(2) (3)  (4) (5) (6) (7) (8) 
       

       

       

Keterangan cara pengisian: 

Kolom (1), diisi dengang kop lembaga; 

Kolom (2), diisi dengan nomor berkas arsip; 

Kolom (3), diisi dengan nomor item arsip; 

Kolom (4), diisi dengan kode klasifikasi arsip; 

Kolom (5), diisi dengan uraian infomasi arsip dari setiap naskah dinas; 

Kolom (6), diisi dengan tanggal arsip itu tercipta; 

Kolom (7), diisi dengan jumlah arsip dalam satuan naskah dinas; 

Kolom (8), diisi dengan keterangan spesipfik dari jenis arsip, seperti tekstual, 
kartografi, audio visual, elektronik, dan digital. 

2. Penambahan item baru pada berkas yang sudah ada. 

Apabila terdapat penambahan item baru kepada berkas yang sudah ada, maka 
tahap yang harus dilakukan: 

a. Menganalisis isi informasi arsip. 
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b. Memasukan arsip ke dalam folder yang sudah ada sesuai indeks dan 
klasifikasinya. 

c. Menambah isi informasi arsip ke dalam daftar isi berkas. 
d. Fisik item arsip yang baru ditambahkan ke dalam daftar isi berkas. 
e. Arsip yang disimpan dalam satu berkas harus mencerminkan satu 

proses kegiatan, dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 
dan laporan kegiatan berikut lampirannya seperti foto kegiatan, copy 
tiket, boarding pass, bill hotel, copy kuitansi pembayaran, dan 
sebagainya.  

3. Penataan arsip di Central file. 
a. Menempatkan filing cabinet di central file yang mudah dijangkau 

secara ergonomis dan aman baik fisik maupun informasinya. 
b. Menata folder dan sekat di dalam filing cabinet sesuai dengan 

susunan pola klasifikasi Arsip. 
c. Jika indeks berupa nama wilayah maka penataan berkas diurut 

berdasarkan abjad nama wilayah.  
d. Jika indeks berupa tahun maka penataan berkas diurut berdasarkan 

kronologis waktu. 
e. Menyusun daftar berkas. 
f. Menempatkan daftar berkas dan daftar isi berkas di laci meja 

petugas central file dalam kondisi terkunci. 
g. Menjaga kebersihan lingkungan central file dengan cara 

menghindari dari hal-hal yang merusak arsip baik fisik maupun 
informasinya. 

4. Pelayanan Peminjaman Arsip di Central File. 
a. Permintaan dari internal maupun eksternal. 
b. Mengisi formulir atau buku registrasi peminjaman. 
c. Mengambil arsip aktif dari tempat penyimpanannya berdasarkan 

daftar berkas. 
d. Menempatkan out guide sebagai pengganti arsip yang dipinjam 

di tempat penyimpanan arsip apabila arsip yang dipinjam satu 
folder. 
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e. Menempatkan out sheet sebagai pengganti arsip yang dipinjam di 
tempat penyimpanan arsip apabila arsip yang di tempat 
penyimpanan arsip apabila arsip yang dipinjam satu lembar. 

f. Menyerahkan arsip kepada peminjam disertai dengan 
pembubuhan paraf pada formulir peminjaman atau buku 
peminjaman. 

g. Memeriksa kembali fisik dan jumlah arsip sesuai formulir atau 
buku peminjaman setelah arsip dikembalikan peminjam. 

h. Apabila sesuai, petugas arsip meminta peminjam untuk 
melengkapi arsip sesuai dengan formulir atau buku peminjaman. 

i. Menempatkan kembali arsip di tempat semula sesuai penempatan 
out guide atau out sheet dan mengambil kembali out guide dan out 
sheet. 

5. Penataan berkas yang akan dipindahkan ke Records Center. 
a. Menentukan kapan arsip dipindahkan (berdasarkan Jadwal 

Retensi Arsip dan frekuensi penggunaan dan dilakukan secara 
periodik). 

b. Menyeleksi arsip yang akan dipindahkan. 
c. Membuat nota dinas (surat pengantar) untuk permintaan 

persetujuan pimpinan. 
d. Menyiapkan arsip yang akan dipindahkan. 
- Membuat daftar arsip yang dipindah. 
- Memasukan arsip yang akan dipindahkan kedalam boks. 
- Memberikan label pada boks yang telah diisi arsip. 
e. Membuat berita acara pemindahan arsip 
f. Membuat nota dinas pemindahan arsip 

 

D. Peralatan Pemberkasan Arsip 
Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan arsip 
aktif di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Perangkat Keras (hardware) 
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a. Folder  

Folder adalah map yang terbuat dari karton manila dan berfungsi sebagai sarana 
penyimpanan arsip kertas, memiliki tab atau bagian menonjol di sebelah kanan 
atas sebagai tempat untuk menulis kode dan indeks berkas. 

- Satu folder digunakan untuk menyimpan satu berkas.  Apabila jumlah 
berkas tidak tertampung dalam satu folder, dapat ditempatkan dalam 
folder lainnya dengan memberikan kode serta indeks yang sama 
dengan folder sebelumnya. 

- Folder diletakkan di belakang sekat/guide dalam filing cabinet atau 
boks arsip. 

 
Gambar 5.1: Folder 

2. Map gantung 

Map gantung (hanging map) adalah map yang digunakan untuk menyimpan 
arsip aktif. Disebut map gantung karena pada kedua ujung map terdapat alat 
untuk menggantungkan map pada filing cabinet. 

 
Gambar 5.2: Map Gantung 
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3. Guide/Sekat 

Guide/sekat digunakan sebagai serana pembatas/penyekat antara kelompok 
berkas yang satu dengan berkas yang lain atau penunjuk antara kode yang satu 
dengan yang lain sesuai dengan pembagian dalam klasifikasi arsip.  

- Guide arsip terbuat dari kertas karton ± 1 mm, lebih tebal dari bahan 
folder sehingga tidak mudah melengkung (terlipat).  

- Guide berbentuk empat persegi panjang dan memiliki tab. Guide 
terdiri dari guide primer, guide sekunder dan guide tersier. 

- Guide diletakkan di antara kelompok berkas arsip yang satu dengan 
kelompok berkas lainnya di dalam laci filing cabinet. 

- Tab pada guide digunakan untuk mencantumkan kode klasifikasi, 
indeks dan masalah arsip. 

 
Gambar 5.3: Guide 

4. Filing Cabinet 

Filing cabinet adalah sarana untuk menyimpan arsip aktif yang sudah ditata 
berdasarkan sistem subjek.  

a. Jumlah filing cabinet disediakan sesuai dengan kebutuhan.  
b. Filing cabinet yang digunakan adalah filing cabinet yang memiliki 

empat laci 
c. Penggunaannya menurut susunan laci filing cabinet dari atas ke bawah. 
d. Guide/sekat dan folder diatur dalam posisi berdiri di dalam laci filing 

cabinet. 



Bab 5 Pengelolaan Arsip Aktif 69 

 

e. Setiap laci filing cabinet idealnya berisi 50 buah folder, dengan jumlah 
sekat 20-40 buah. 

f. Filing cabinet harus memiliki kunci pengaman. 

 

  
Gambar 5.4: Filing Cabinet 

5. Label 

Label adalah kertas yang ditempelkan di tab guide atau folder. Pelabelan adalah 
merupakan realisasi dari kegiatan penentuan indeks dan kode.  Label sebaiknya 
mempergunakan kertas yang berkualitas agar tidak mudah rusak dan mudah 
dibaca karena berwarna terang. 

6. Out Indicator 

Out Indicator adalah alat yang digunakan untuk menandai adanya keluarnya 
arsip dari laci atau filing cabinet. Apabila yang sedang dipinjam semua berkas 
(satu folder) maka yang digunakan adalah out guide, sedangkan bilang yang 
dipinjam hanya beberapa lembar maka akan mempergunakan out sheet. 



70 Manajemen Arsip Perguruan Tinggi 

 

 
Gambar 5.5: Out Guide 

 
7. Formulir dan Buku Peminjaman Arsip 

Terdiri dari beberapa kolom yang disesuaikan dengan kebutuhan informasinya. 

Contoh formulir peminjaman arsip: 

FORMULIR  PEMINJAMAN 

INDEKS : 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

Tanggal Kembali : 
……………………….. 
Tanggal Perpanjangan: 
……………………….. 

Nama peminjam / Unit 
Kerja : ……………….. 
………………………… 

Tanggal Peminjaman 
………………………… 

Media : ………………… Kode Lokasi : 
………………………… 

    Paraf Peminjaman 
Peminjam      Petugas 
…………        ………… 

  Paraf Pengembalian 
Peminjam      Petugas 
…………        ………… 
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Contoh format buku peminjaman arsip: 
No Peminjam Jenis 

Arsip 
Kode 
Arsip 

Tanggal 
Peminjam 

Tanggal 
Kembali 

Paraf 
Peminjam 

Paraf 
Kembali 

        
        
        
        

 

8. Daftar Arsip Dinamis 

Format daftar arsip dinamis yang ada di masing-masing unit pengolah harus 
seragam demi tertibnya pengelolaan arsip aktif. Daftar arsip dinamis dibuat 
berdasarkan dua kategori yaitu arsip terjaga dan arsip umum.  

1. Perangkat Lunak (Software) 
(a) Pola Klasifikasi Arsip 

Pola klasifikasi diperlukan untuk mengatur dan menata arsip yang diberkaskan 
berdasarkan masalah/subjek.  Pola klasifikasi adalah suatu pola atau bagan yang 
berupa daftar pengelompokan subyek yang dibuat secara berjenjang/hierarki.  
Pola ini disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi dan dibuat 
secara logis dan sistematis. Pada dasarnya tugas pokok dan fungsi organisasi 
dapat dibedakan menjadi dua yaitu: kegiatan yang bersifat pokok/substantive 
dan kegiatan yang bersifat penunjang/fasilitatif. Pengelompokkan subyek dibuat 
dari kelompok subyek yang besar sampai ke subjek yang kecil.  

Contoh pengelompokkan subyek: 

 Subyek utama/Pokok Masalah/ Primer 

 Sub Subyek/Sekunder 

 Sub – Sub Subyek/Tersier 

Contoh Klasifikasi. 

TM Penerimaan Mahasiswa 

00 Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 

01 Daya tampung mahasiswa 

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Daya tampung mahasiswa  
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02 Petunjuk PMB 

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Petunjuk PMB 

03 Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penerimaan 
Mahasiswa Baru (PMB) 

(b) Kode Klasifikasi 

Kode Klasifikasi dalam pola klasifikasi subyek dilengkapi pula dengan 
penggunaan kode klasifikasi baik berupa huruf atau angka maupun gabungan 
angka dan huruf sebagai tanda pengganti/pengenal subyek. 

Contoh: 00 Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 

(c) Indeks 

Indeks adalah tanda pengenal arsip atau judul berkas arsip (kata tangkap) yang 
berfungsi untuk membedakan antara berkas arsip yang satu dengan berkas arsip 
yang lain dan sebagai sarana bantu untuk memudahkan penemuan kembali 
arsip.  Indeks dapat berupa angka, abjad, maupun indeks subyek/subyek 
numerical. Penulisan indeks nama orang dapat dilakukan dengan dua acara, 
yaitu straight order dan indexing order. Straight order adalah cara penulisan 
indeks yang dilakukan sesuai dengan nama aslinya, sedangkan indexing order 
adalah cara penulisan indeks yang dilakukan sesuai dengan tata cara atau 
peraturan mengindeks (Gunawan, 2012). 

Contoh Indeks subyek numerical: 

TM.00.01.  Daya Tampung Mahasiswa. 

(d) Tunjuk silang 

Tunjuk silang adalah sarana bantu penemuan kembali untuk menunjukkan 
adanya arsip yang memiliki hubungan antara arsip yang satu dengan arsip yang 
lain atau yang memiliki nama berbeda tetapi memiliki pengertian yang sama 
atau untuk menunjukkan tempat penyimpanan yang berbeda karena bentuknya 
yang harus disimpan terpisah. 
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E. Penemuan Kembali Arsip yang telah 
disimpan 
Keberhasil pelaksanaan manajemen arsip dinamis atau arsip aktif, akan Nampak 
dengan jelas, arsip yang dibutuhkan mudah ditemukan kembali, dan mudah pula 
dikembalikan ke tempat semula. Karena, penemuan atau pencarian dokumen 
merupakan salah satu kegiatan dalam bidang kearsipan, yang bertujuan untuk 
menemukan kembali arsip, karena akan dipergunakan dalam proses 
penyelenggaraan administrasi. Menemukan kembali, juga berarti memastikan 
di mana suatu arsip yang akan dipergunakan itu disimpan, dalam kelompok 
berkas apa arsip itu berada, disusun menurut sistem apa dan bagaimana cara 
mengambilnya. 

Menemukan kembali arsip, tidak hanya sekedar menemukan kembali arsip 
dalam bentuk fisiknya, akan tetapi juga menemukan informasi yang terkandung 
di dalamnya. Oleh karena itu, penemuan kembali ini sangat berhubungan 
dengan keakuratan sistem pemberkasan atau penyimpanannnya. Kegiatan 
penemuan kembali merupakan barometer efisiensinya penyajian informasi 
kearsipan. Siklus penemuan kembali arsip yang dibutuhkan (retrieval/finding 
cyclus), dan siklus penempatan kembali (filing cyclus) merupakan prosedur 
yang memerlukan penanganan tersendiri.  

Salah satu hal penting yang sering diabaikan dalam penemuan kembali arsip 
ialah, tidak melakukan pencatatan dalam transaksi peminjaman. Kita sering 
mengambil arsip tanpa melalui bukti tertulis, atau hanya meminjam lisan saja, 
bahkan mungkin menggunakannnya tanpa seijin petugas, karena merasa sesama 
teman kantor. Akibatnya, bila kita lupa mengembalikannya, maka arsip itu bisa 
hilang atau tercecer disembarang tempat, oleh karena itu, bila kita meminjam 
arsip sebaiknya mempergunakan surat pinjam atau kartu permintaan pinjam 
melalui petugas yang menanganinya. Untuk menghindari hal itu, maka perlu 
dibuat lembar/kartu pinjam arsip. Lembar pinjam arsip (out slip) adalah 
lembaran/formulir yang digunakan untuk mencatat setiap peminjaman arsip.   

Kegunaan dari lembar pinjam arsip antara lain: 

1. Sebagai bahan bukti adanya peminjaman arsip. 
2. Sebagai ingatan untuk mengetahui siapa dan kapan batas waktu 

pengembalian arsip yang dipinjam. 
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3. Sebagai tanda bahwa arsip yang dimaksud sedang dipinjam. 
4. Mencegah terjadinya kehilangan arsip karena peminjaman yang tidak 

di kembalikan. 
5. Sebagai dasar untuk melakukan penilaian suatu arsip. 

Lembar pinjam arsip di buat 3 lembar, yaitu: 

- Lembar 1 untuk di tempatkan pada tempat arsip sebagai pengganti 
arsip yang dipinjam. 

- Lembar 2 untuk menjamin arsip sebagai bukti peminjaman yang di 
satukan bersama dengan surat yang dipinjam. 

- Lembar 3 untuk petugas arsip yang di simpan pada ticler file sebagai 
bahan ingatan. 

Pengembalian peminjaman arsip pada waktu pengembalian arsip, petugas wajib 
meneliti kelengkapan arsip, mengisi tanggal pengembalian, membubuhkan 
tantan tangan pada lembar tembusan. Selanjutnya, formulir peminjaman 
diambil dan digantikan dengan arsipnya kembali. Petugas arsip kemudian 
mengisi tanggal pengembalian dan membubuhkan tanda tangan pada formulir 
peminjaman dan diserahakan kepada peminjam sebagai tanda pengembalian.  
Arsip yang belum dikembalikan pada tanggal jatuh tempo, petugas arsip 
berkewajiban menagihnya. 

Setelah peminjam mengisi lembar piminjaman, maka perlu dipertanyakan 
apakah peminjam boleh langsung melakukan akses ke laci filing cabinet atau ke 
lemari arsip? Sebelum menjawab pertanyaan itu, perlu disampaikan bahwa ada 
2 (dua) system layanan yaitu: (a) layanan terbuka (opened acces) yaitu pengguna 
diperbolehkan langsung mengambil dokumen yang diingininya dari tempatnya 
(rak, laci, folder, dan sebagainya), (b) system layanan tertutup (closed acces), 
yaitu pengguna tidak diperbolehkan mengambil sendiri dokumen yang 
diinginkannya dari tempatnya melainkan harus melalui petugas. Biasanya untuk 
arsip, sistem yang dipakai ialah sistem layanan tertutup. 
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Manajemen Arsip Inaktif 

 
 

A. Pegertian Namajemen Arsip Inaktif 
Arsip dinamis (records) terdiri dari arsip aktif dan arsip inaktif. Manajemen arsip 
aktif sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya memfokuskan 
pengelolaan berkas yang masih sering dipergunakan dalam penyelesaian 
pekerjaan. Sedangkan manajemen arsip inaktif menekankan pengelolaan arsip 
yang sudah jarang digunakan namun harus disimpan untuk kepentingan 
referensi, bukti hukum atau alasan lain. 

Sering kita temukan keberadaan arsip di suatu unit kerja masih menyimpan arsip 
aktif yang digunakan dalam proses penyelesaian pekerjaan maupun arsip inaktif 
yang sudah jarang atau bahkan tidak lagi digunakan untuk kepentingan 
penyelesaian pekerjaan.  Kondisi ini pada umumnya disebabkan karena satu sisi 
unit kerja memiliki kekuatiran yang berlebihan karena tidak ingin kehilangan 
satu dokumen pun dari seluruh arsip yang tersimpan sebagai antisipasi unit kerja 
untuk selalu dapat menyediakan arsip apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh 
pimpinan instansi. Di sisi lain pengelola arsip masih sering kurang memahami 
fungsi arsip bagi kepentingan penyelesaian pekerjaan suatu unit kerja atau bagi 
kepentingan referensi kegiatan instansi.   

Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun (UU 
No. 43 tahun 2009). Ukuran penurunan frekuensi penggunaan arsip pada 
umumnya merujuk pada batas tertentu frekuensi penggunaan arsip dalam satu 
tahun. Apabila arsip yang satu tahun dirujuk lebih dari batas itu, berarti arsip 
aktif. Sebaliknya, apabila arsip yang satu tahun dirujuk kurang dari batas itu, 
berarti termasuk arsip inaktif. Mina Jhonson (1982) menyebutkan arsip inaktif 
adalah arsip yang dirujuk maksimal 15 kali dalam satu tahun. Namun untuk 
mempermudah arsiparis/pengelola arsip menentukan suatu arsip aktif atau 



76 Manajemen Arsip Perguruan Tinggi 

 

memasuki masa inaktif di perguruan tinggi dapat dilakukan dengan merujuk 
pada Jadwal Retensi Arsip perguruan tinggi. 

Fungsi arsip inaktif berbeda dengan arsip aktif.  Arsip inaktif berfungsi sebagai 
referensi atau rujukan saja, sedangkan arsip aktif berfungsi sebagai rujukan dan 
dapat digunakan sebagai alat penyelesaian dalam proses administrasi. Dengan 
demikian, pada umumnya arsip inaktif hanya dibutuhkan informasinya dalam 
rangka penyusunan atau pelaksanaan kegiatan organisasi. 

Untuk mengatasi permasalahan arsip inaktif tidak teratur, diperlukan 
manajemen arsip inaktif yang berjalan dengan baik sehingga arsip inaktif 
memiliki nilai guna dan tidak menjadi beban organisasi. Manajemen arsip 
inaktif adalah pengelolaan arsip inaktip dengan memanfaatkan segala sumber 
daya perguruan tinggi untuk penyelamatan arsip dan pengelolaan informasi 
yang terkadung di dalamnya secara efetif dan efisien. Efektif dimaksudkan 
adalah cepat dalam penemuan kembali arsip ketika dibutuhkan dan efisien lebih 
pada penggunaan biaya operasional yang digunakan.  

   

B. Tujuan dan Ruang Lingkup 
Manajemen Arsip Inaktif 
Pada umumnya kegiatan pengelolaan arsip di suatu instansi belum menetapkan 
secara jelas tujuan pengelolaan arsip inaktif. Hal ini sangat mudah dipahami 
karena pada umumnya kegiatan tersebut tidak dilakukan secara terprogram, 
misalnya dalam penyimpanan arsip sering ditemui di lapangan baik itu arsip 
aktif maupun arsip inaktif masih berada dalam satu lokasi (tidak terpisah) di unit 
kerja satuan organisasi masing-masing sesuai tugas dan fungsi.  Bahkan dalam 
melakukan penelurusan arsip yang diperlukan tidak memiliki alat bantu atau 
sarana lain yang memberikan petunjuk lokasi di mana arsip berada.  

Tujuan utama manajemen arsip inaktif adalah mampu menyediakan arsip yang 
tepat kepada orang yang memerlukan pada waktu yang cepat dengan biaya 
sekecil mungkin. Perka ANRI No. 9 tahun 2018 ditetapkan bahwa pemeliharaan 
Arsip Dinamis bertujuan untuk:  
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a. Menjamin terciptanya Arsip dari kegiatan yang dilakuan oleh Pencipta 
Arsip 

Menjamin terciptanya Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 
dilakukan dengan menentukan Arsip yang harus diciptakan dan disimpan 
sebagai pelaksanaan fungsi dan kegiatan pencipta arsip pada tahap perencanaan 
pemberkasan arsip. 

b. Menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan dan keselamatan Arsip;  

Menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan dan keselamatan Arsip 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dilakukan dengan: 

1. Memastikan Arsip yang tercipta atau yang akan tercipta dapat 
diberkaskan sesuai dengan klasifikasi Arsip; 

2. Memastikan Arsip yang diberkaskan lengkap sebagai suatu keutuhan 
kegiatan dan tidak mengalami perubahan secara fisik dan informasinya 
sampai dengan tahap penyusutan; 

3. Memastikan Arsip yang diberkaskan memiliki kode klasifikasi yang 
tepat dan disimpan sesuai dengan klasifikasi Arsip; 

4. Memastikan penggunaan sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip 
secara konsisten; 

5. Memastikan Arsip ditata dan disimpan dengan menggunakan 
prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar.  

c. Menjamin ketersediaan informasi Arsip 

Menjamin ketersediaan informasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf c dilakukan dengan memastikan ketersediaan daftar Arsip Aktif yang 
disusun oleh unit pengolah dan disampaikan kepada unit kearsipan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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C. Penataan Arsip Inaktif 
Peraturan ANRI No. 9 tahun 2018 pemeliharaan arsip inaktif meliputi kegiatan:  

1. Pengaturan fisik arsip. 

Kegaitan pengaturan fisik arsip inaktif pada unit kearsipan diawali kegiatan 
pemeriksaan dan verivikasi arsip yang dipindahkan untuk memastikan 
kelengkapan arsip kesesuaian fisik arsip dengan daftar arsip serta penyusunan 
daftar arsip inaktif.  

Pengaturan fisik arsip dilakukan dengan kegiatan: 

a) penataan arsip dalam boks; 
b) penomoran boks dan pelabelan; dan 
c) pengaturan penempatan boks pada tempat penyimpanan.  

Penataan arsip dalam boks terdiri atas:  

a) penataan arsip dikelompokkan berdasarkan media simpan dan sarana 
penyimpnanannya; dan 

b) menempatkan arsip pada boks dengan tetap mempertahankan penataan 
arsip ketika masih aktif (aturan asli) dan asal usul, serta menempatkan 
lembar tunjuk silang apabila diperlukan. 

Tunjuk silang diperlukan apabila terdapat informasi arsip yang saling 
berhubungan antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya dan/atau arsip 
direkam pada media yang berbeda. 

Penomoran boks dan pelabelan: 

a) membuat lebel boks dengan mencantumkan lokasi simpan, nomor 
boks dan nomor folder secara konsisten. 

b) Pemberian nomor boks dilakukan sesuai urutan nomor. 

Contoh penomoran boks: 

A.01.01 (ruang A, rak 1, boks nomor 1) 

A.01.02 (ruang A, rak 1, boks nomor 2) 

A.01.02 (ruang A, rak 1, boks nomor 2) 
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2. Pengolahan informasi arsip  

Peraturan ANRI No. 9 tahun 2018 Pengolahan informasi arsip menghasilkan 
daftar informasi tematik yang paling sedikit memuat judul, pencipta arsip, uraian 
hasil pengolahan dan kurun waktu. Pengolahan informasi dilakukan untuk 
menyediakan bahan layanan informasi publik dan kepentingan internal 
lembaga, dengan cara mengidentifikasi dan menghubungkan keterkaitan arsip 
dalam satu keutuhan informasi berdasarkan arsip yang dikelola di unit 
kearsipan.  

 

D. Penyusunan Daftar Arsip Inaktif 
Peraturan ANRI No. 9 tahun 2018 Penyusunan Daftar Arsip Inaktif pada Unit 
kerasipan adalah sebagai berikut: 

a. Unit kearsipan membuat daftar arsip inaktif berdasarkan daftar arsip 
yang dipindahkan dari unit pengolah. 

b. Unit kearsipan mengolah daftar arsip inaktif dengan menambahkan 
informasi nomor definitif folder dan boks yang diurutkan sesuai 
dengan data base daftar arsip inaktif masing-masing provenance 
pencipta arsip. 

c. Pembaharuan Daftar Arsip Inaktif dilakukan setiap terjadi 
pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip paling sedikit satu 
tahun sekali. 

d. Penyusunan daftar arsip inaktif memuat informasi tentang: 
1) Pencipta arsip; 
2) Unit pengolah; 
3) Nomor arsip; 
4) Kode klasifikasi; 
5) Kurun waktu; 
6) Jumlah; dan 
7) Tingkat perkembangan 
8) Keterangan (media arsip, kondisi dan lain-lain) 
9) Nomor definitive folder dan boks 
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10) Lokasi simpan (ruangan dan nomor rak) 
11) Jangka simpan dan nasib akhir  
12) Kategori arsip. 

Contoh daftar arsip inaktif: 

 
Petunjuk Pengisian: 

Kolom (1), diisi dengan kop lembanga; 

Kolom (2), diisi dengan nomor urut berkas/arsip; 

Kolom (3), diisi dengan kode klasifikasi arsip; 

Kolom (4), diisi degan uraian jenis/series arsip; 

Kolom (5), diisi dengan kurun waktu; 

Kolom (6), diisi dengan tingkat perkembangan/keaslian arsip; 

Kolom (7), diisi dengan jumlah arsip; 

Kolom (8), diisi dengan media arsip, kondisi, dll; 

Kolom (9), diisi dengan nomor definitif folder dan boks; 

Kolom (10), diisi dengan lokasi simpan yang mencakup ruangan dan nomor 
boks; 

Kolom (11), diisi dengan jangka simpan dan nasib akhir; 

Kolom (12), diisi dengan kategori arsip, merupakan arsip vital, arsip terjaga, dan 
keterangan klasifikasi dan keamanan akses (rahasia, sangat rahasia, terbatas). 



Bab 6 Manajemen Arsip Inaktif 81 

 

Daftar arsip inaktif digunakan sebagai sarana penemuan kembali arsip, dan 
sarana pengendalian arsip inaktif.  

 

E. Penyimpanan Arsip Inaktif 
1. Prinsip Dasar Penyimpanan Arsip Inaktif. 

Penyimpanan arsip inaktif merupakan rangkaian pengelolaan arsip agar aman, 
terjaga dan terpelihara. Untuk memastikan agar arsip aman, terjaga dan 
terpelihara perlu memperhatikan prinsip dasar penyimpanan Arsip Inaktif 
sebagai berikut (Kepka ANRI No. 3 tahun 2000): 

a. Murah.  Penyimpanan arsip inaktif harus murah karena fungsi dan 
frekuensi penggunaannya sudah menurun. Pengelolaan arsip yang 
murah terutama dikaitkan dengan ruang simpan arsip, baik 
menyangkut lokasi, alat, banyaknya arsip yang ditampung maupun 
biaya operasionalnya.  

b. Luas. Ruang simpan arsip inaktif harus didesain luas, agar dapat 
menampung volume arsip inaktif yang relatif banyak. 

c. Aman. Keamanan arsip yang dimaksud adalah keamanan menyangkut 
fisik dan informasi arsip. Penyimpanan arsip inaktif harus dapat 
menjamin keamanan dari gangguan manusia yang tidak berwewenang, 
gangguan binatang, dan gangguan alam termasuk iklim tropis.  

d. Mudah diakses (accessible). Accessible artinya dapat ditemukan 
kembali setiap kali dibutuhkan. Oleh karena itu, penyimpanan arsip 
inaktif harus menjamin arsip dapat diakses secara cepat, tepat, aman, 
dan murah. Selain dari itu, harus senantiasa dikembangkan sistem 
penemuan arsip sehingga dapat menjamin ditemukannya arsip yang 
disimpan secara cepat dan tepat. 

Penyimpanan arsip inaktif dilakukan berdasarkan daftar arsip inaktif.  
Penyimpanan arsip inaktif dilaksanakan dengan melakukan penataan boks arsip 
pada rak secara berurut berdasarkan nomor boks dan disusun berderet ke 
samping (vertical) yang dimulai dari rak paling atas dan diatur dari posisi kiri 
menuju ke kanan. 
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Gambar 6.1: Penataan boks pada Rak dan penyiapan arsip inaktif 

2. Standar Minimal Penyimpanan Arsip Inaktif. 

Kepka ANRI No.3 tahun 2000, standar minimal penyimpanan arsip inaktif 
merupakan spesifikasi teknis minimal yang perlu dipenuhi dalam penyimpanan 
arsip inaktif. Standar minimal penyimpanan arsip inaktif meliputi gedung, 
ruang, serta keselamatan, dan keamanan. 

A. Standar minimal gedung penyimpanan arsip inaktif. 

Standar minimal gedung penyimpanan arsip inaktif meliputi lokasi konstruksi 
dan bahan baku, serta tata ruang. 

(1) Lokasi penyimpanan arsip inaktif dengan kriteria: 
- Lokasi gedung penyimpakan arsip berada di daerah yang jauh 

dari segala sesuatu yang dapat membahayakan atau 
mengganggu keamanan fisik dan informasi arsip; 

- Lokasi gedung penyimpanan arsip dapat berada di lingkungan 
kantor atau di luar lingkungan kantor; 

- Gedung penyimpanan di luar lingkungan kantor perlu 
memerhatikan ketentuan: 
(a) Lokasi gedung penyimpanan arsip inaktif relatif lebih 

murah daripada di daerah perkantoran; 
(b) Hindari daerah atau lingkungan yang memiliki kandungan 

polusi udara tinggi; 
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(c) Hindari daerah atau lokasi bekas hutan dan perkebunan; 
(d) Hindari daerah atau lokasi rawan kebakaran; 
(e) Hindari daerah atau lokasi rawan banjir; 
(f) Hindari daerah atau lokasi yang berdekatan degan 

keramaian atau pemukiman penduduk atau pabrik; 
(g) Mudah dijangkau untuk pengiriman, penggunaan maupun 

transportasi pegawai, mudah diakses (informasinya) 
1) Konstruksi dan bahan baku, dengan kriteria: 

(a) Konstruksi gedung penyimpanan arsip inaktif dibuat untuk 
dapat bertahan dari cuaca dan tidak mudah terbakar; 

(b) Gunakanlah bahan-bahan bangunan yang tidak mendatangkan 
rayap ataupun binatang perusak lainnya; 

(c) Bangunan dapat bertingkat atau tidak bertingkat; 
(d) Apabila bangunan bertingkat, tiap-tiap lantai ruang simpan 

arsip tingginya 260-280cm;  
(e) Apabila bangunan tidak betingkat, tinggi ruangan disesuaikan 

dengan tinggi rak yang digunakan.  Rak arsip dapat 
dimodifikasikan bertingkat-tingkat. 

(f) Konstruksi bangunan berupa rumah panggung dapat 
digunakan di daerah yang memiliki kelembapan udara tinggi 
dan banyak terdapat rayap. Tiang-tiang penyangga rumah 
panggung didesain anti rayap; 

(g) Lantai bangunan didesain secara kuat dan tidak mudah 
terkelupas untuk dapat menahan beban berat arsip dan rak.  

2) Tata ruang, dengan kriteria: 
(a) Tata ruang gedung penyimpanan arsip inaktif pada dasarnya 

dapat dibagi dua, yaitu ruangan kerja dan ruangan 
penyimpanan arsip inaktif; 

(b) Ruangan kerja merupakan ruangan yang digunakan untuk 
kegiatan menerima arsip yang baru dipindahkan, membaca 
arsip inaktif, mengolah arsip inaktif, memusnahkan arsip yang 
tidak bernilai guna, ruang fumigasi, dan ruangan lain yang 
digunakan untuk kerja; 
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(c) Tata ruang ruangan kerja disesuaikan dengan kondisi dan 
kemampuan instansi, tetapi tetap memerhatikan fungsi-fungsi 
kegiatan dalam pengelolaan arsip inaktif; 

(d) Ruang penyimpanan arsip inaktif digunakan khusus untuk 
menyimpan arsip sesuai dengan tipe dan medianya yang suatu 
saat akan dimusnahkan. 

(e) Apabila fasilitas proteksi arsip vital dan arsip permanen suatu 
instansi berada di gedung penyimpanan arsip inaktif, ruang 
penyimpanan didesain khusus yang tahan api dan memiliki 
suhu serta kelembapan yang diatur, yaitu suhu ruangan tidak 
lebih dari 20oC dan kelembapan tidak lebih dari 50%. 

(f) Arsip-arsip bentuk khusus, seperti foto, film, video, rekaman 
suara, dan media simpan arsip elektronik dapat disimpan di 
ruangan yang didesain khusus tahan api dan memiliki suhu 
serta kelembapan yang sesuai dengan jenis arsip; 

(g) Kecuali ruangan kerja dan ruangan penyimpanan arsip inaktif 
dimungkinkan adanya ruangan-ruangan lain, seperti cafeteria, 
tolet, dan mushola untuk memberi kenyamanan bagi pengguna 
arsip. Fasilitas tersebut bergantung pada kemampuan instansi.  

B. Standar ruang penyimpanan arsip inaktif. 

Standar minimal ruangan penyimpanan arsip inaktif meliputi beban muatan, 
kapasitas ruang simpan, suhu dan kelembapan, cahaya dan penerangan, rayap, 
angin, rak, dan boks. 

1. Beban muatan, dengan kriteria: 
a) Beban muatan ruang penyimpanan arsip inaktif didasarkan pada 

berat rak dan arsip yang disimpan. Kekuatan lantai ruangan 
simpan harus mempertimbangkan berat rak dan arsip. Sebagai 
dasar perhitungannya: satuan volume arsip adalah Meter Linier 
(ML), 1 Meter Linear (ML) arsip rata-rata = 50 kg, 1 M3 arsip rata-
rata = 600 kg, dan 1 M3 arsip = 12 meter linear (ML) arsip; 

b) Berat beban arsip dan peralatan rak konvensional rata-rata: 
1.200kg per meter persegi: 
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c) Berat beban rak compact shelfing/roll o’pact: 2.400 kg per meter 
persegi; 

d) Apabila ruang simpan arsip seluas 10 meter persegi penuh dengan 
rak konvensional dan arsip, berat bebannya mencapai 1.200kg x 
10 = 12.000 kg. Dengan demikian, konstruksi lantai bangunan 
harus mampu menahan beban minimal sebanyak 12.000kg. 

2. Kapasitas ruang simpan, dengan kreiteria: 
a) Luas ruang simpan arsip inaktif sangat bergantung pada kondisi 

dan kemampuan instansi; 
b) Rata-rata setiap 200 M2 ruang simpan arsip dengan ketinggian 260 

cm dapat menyimpan 1.000 meter lari arsip dengan menggunakan 
rak konvensional (rak statis, stationary stacks);  

c) Penyimpanan dengan rak yang padat (conpact shelfing, roll o’pact, 
mobile stacks, rak bergerak) dapat menyimpan 1.800 meter lari 
arsip. 

3. Suhu dan kelembapan, dengan kriteria: 
a) Untuk mengatasi masalah suhu dan kelembapan secara teknis, 

dapat dilakukan dengan cara: 
- Pemeriksaan secara periodik menggunakan alat hygrometer; 
- Menjaga sirkulasi udara berjalan lancar; 
- Menjaga suhu udara tidak lebih dari 27oC dan kelembapan 

tidak lebih dari 60% 
- Rak arsip yang digunakan harus dapat menjamin sirkulasi 

udara yang cukup; 
- Hindari penggunaan rak yang padat; 
- Menjaga langit-langit, dinding, dan lantai tidak berlubang dan 

tetap rapat; 
- Fondasi didesain untuk menjaga uap atau udara lembab naik 

ke tembok kerena daya resapan kapiler; 
- Hindari menanam pohon dan kayu-kayuan di dekat gedung; 
- Menjaga ruang agar tetap bersih dari kontaminasi 

gas/lingkungan agar tidak mudah timbul jamur yang akan 
merusak arsip; 
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- Tandai kondisi arsip dan peralatannya yang terkena jamur atau 
korosi, untuk segera dilakukan perbaikan; 

b) Standar suhu dan kelembapan untuk ruang simpan arsip perlu 
diatur, suhu ruangan tidak lebih dari 20oC dan kelembapan tidak 
lebih dari 50%. 

4. Cahaya dan penerangan. 

Cahaya dan penerangan tidak menyilaukan, berbayang, dan sangat kontras. 
Sinar matahari tidak boleh langsung mengenai arsip. Jika cahaya yang masuk 
melalui jendela tidak dapat dihindari, dapat diberi tirai penghalang cahaya 
matahari.  

5. Rayap, dengan kriteria; 
a) Rayap dan segala macam varietasnya sering merusak bangunan 

yang terbuat dari kayu. Oleh karena itu, bangunan tempat 
penyimpanan arsip inaktif sebaiknya tidak menggunakan kayu; 

b) Lantai bangunan dianjurkan untuk disuntik dengan DDT, 
gammexane, atau penthachlorophenal hingga ke dalaman 50 cm 
karena rayap pada umumnya hidup dalam tanah sampai pada ke 
dalaman 50 cm.  

6. Angin, dengan kriteria; 
a) Fondasi gedung didesain secara kuat untuk mendukung dinding 

yang kuat sehingga mampu menahan terpaan angin kencang dan 
hujan deras; 

b) Jendela dan pintu dipekuat dengan metode tertentu untuk 
mencegah terpaan hujan deras dan tampiasnya air.  

7. Rak, dengan kriteria; 
a) Tinggi rak (rak statis) disesuaikan dengan ketinggian atap ruang 

penyimpanan arsip inaktif; 
b) Ruang penyimpanan arsip inaktif dengan ketinggian atap 260 cm 

– 280 cm digunakan rak arsip setinggi 200-220 cm; 
c) Jarak antara rak dan tembok 70 cm – 80 cm; 
d) Jarak antara baris rak yang satu dan baris rak lainnya 100 cm – 110 

cm; 
e) Rak arsip sebaiknya terbuat dari metal yang tidak mudah berkarat; 
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f) Perbandingan keuntungan dan kerugian penggunaan rak statis 
dengan roll o’pact adalah sebagai berikut: 
- Penggunaan roll o’pact lebih banyak dapat menampung 

volume arsip yang disimpan; 
- Penggunaan roll o’pact tidak dapat diakses secara bersamaan; 
- Ukuran roll o’pact tidak dapat menyesuaikan dengan 

ketinggian ruangan karena sudah standar; 
- Roll o’pact relatif lebih mahal; 
- Penggunaan roll o’pact diperlukan konstruksi beban muatan 

lebih kuat; 
- Penggunaan roll o’pact tidak menjamin sirkulasi udara 

berjalan dengan lancar; 

 
Gambar 6.2: Roll O’pact 

g) Rak, peralatan, dan perlengkapan lainnya harus dijamin aman, 
mudah diakses, dan terlindung dari hama.  

8. Boks, dengan kriteria: 
a) Boks arsip dengan ukuran kecil (37 x 9 x 27 cm) atau ukuran besar 

(37 x 19 x 27 cm); 
b) Boks arsip dibuat dari bahan kardus dan memiliki lubang sirkulasi 

udara, memiliki penutup untuk menjamin kebersihan, ventilasi 
udara dibuat dengan cara melubangi sisi depan dan belakang boks 
arsip.  Lubang ventilasi udara untuk boks besar berdiameter 3 cm. 
untuk boks kecil berdiameter 2,5 cm; 
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c) Hindari penggunaan boks dari bahan plastik karena menyebabkan 
lembab.  

Tabel 6.1: klasifikasi Ukuran Boks Arsip 

Ukuran  Panjang Lebar  Tinggi  
Boks arsip kecil 37 cm 9 cm  27 cm 
Boks arsip besar 37 cm 19 cm 27 cm  

 
Gambar 6.3: Boks Arsip 

Cara Penggunaan Boks 

1) Boks Arsip memiliki kapasistas yang berbeda, sesuai dengan lebar 
boks arsip. Setiap boks arsip kecil diisi maksimal 8 cm dan untuk boks 
arsip besar diisi maksimal 18 cm. 

2) Arsip ditata secara vertikal dalam boks arsip. 
3) Untuk memudahkan pengambilan dan pengembalian arsip, setiap boks 

arsip tidak diisi terlalu penuh. 
4) Agar arsip tetap pada posisi vertical dan tidak melengkung, setiap boks 

arsip tidak diisi terlalu sedikit. 
5) Toleransi kekosongan setiap boks arsip lebih kuramg 1 cm. 
6) Boks arsip disimpan dan ditata pada arak arsip (rak statis, rak 

bergerak). 
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9. Standar Keamanan dan keselamatan 

Standar keamanan dan keselamatan penyimpanan arsip inaktif meliputi 
keamanan arsip serta keselamatan lingkungan dan kesehatan.   

Keamanan arsip, dengan kriteria: 

a) Pencegahan dan penanggulangan bahaya api/kebakaran meliputi: 
- Alat pemadam api dengan menggunakan fire alarm system dan fire 

fight system, tabung pemadam, smoke detection; 
- Hydrant dalam gedung dan luar gedung; 

b) Pencegahan dari kehilangan arsip: 
- Identifikasi terhadap petugas yang berwenang memasuki ruang 

simpan arsip inaktif dilaksanakan secara ketat dan konsisten; 
- Setiap petugas yang memasuki area ruang penyimpanan arsip 

harus menggunakan tanda pengenal khusus yang disahkan oleh 
pejabat yang berwenang; 

- Dikembangkanya prosedur penggunaan dan pengadaan arsip 
untuk menjaga keamanan informasi arsip; 

- Pelatihan bagi petugas agar mampu mencegah dan menanggulangi 
bencana terhadap arsip;  

c) Pencegahan dan penganggulangan bahaya serangga, misalnya 
pemeliharaan arsip dengan menggunakan kapur barus dan menjaga 
kebersihan ruangan dengan cara tidak diperkenankan membawa 
makanan dan minuman ke dalam ruang penyimpanan arsip, serta tidak 
diperkenankan merokok di dalam ruang penyimpanan arsip. 

Keselamatan lingkungan dan kesehatan, daengan kriteria: 

a) Setiap pelaksanaan pemusnahan arsip tidak dibakar karena dapat 
mengganggu lingkungan dan kesehatan; 

b) Pelaksanaan fumigasi harus memerhatikan ketentuan teknis 
fumigasi. 

3. Prosedur Penataan Arsip Inaktif yang Belum Memiliki Daftar Arsip di 
Unit Pengolah. 
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Penataan arsip inaktif adalah kegiatan pengaturan arsip inaktif untuk 
memudahkan temu kembali arsip. Prosedur penataan arsip inaktif yang belum 
memiliki Daftar Arsip (Perka ANRI No. 9 tahun 2018) meliputi kegiatan:  

a. Survei, 

Merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi melalui pengamatan 
terhadap fungsi lembaga pencipta arsip dalam rangka menentukan skema 
pengaturan arsip, jumlah, media, kurun waktu, kondisi fisik arsip, sistem 
pemberkasan, dan kebutuhan sumber daya lainnya. Kegiatan Survei 
menghasilkan Porposal Penataan Arsip Inaktif.   

b. Pembuatan daftar ikhtisar arsip 

Penguatan daftar ikhtisar arsip yang merupakan acuan dalam 
memindahkan/evakuasi arsip yang akan dilakukan ke tempat yang telah 
disiapkan. 

c. Pembuatan skema pengaturan arsip,  

Pembuatan Skema arsip adalah analisis terhadap fungsi dan kegiatan Pencipta 
Arsip dari unit kerja untuk dasar pembuatan kerangka pengelompokan fisik dan 
informasi arsip, sebagai dasar untuk menyusun kartu-kartu deskripsi (fisches).  
Penyusunan skema arsip berdasarkan pola klasifikasi, struktur organisasi, tugas 
dan fungsi, deskripsi, atau kombinasi.  

d. Rekonstruksi, 

Rekonstruksi arsip dilakukan untuk mewujudkan kesatuan fisik dan informasi 
arsip melalui kegiatan pemilahan arsip dan pemberkasan arsip. Pemilahan arsip 
dilakukan dengan cara: 

1. Mengelompokan arsip sesuai dengan prinsip asal-usul (provenance) 
pencipta sampai dengan level 2 di struktur organisasi.  
a) Konteks, dilihat dari kepada, tembusan surat. 
b) Konten, dilihat dari isi substansi surat. 

2. Pilah antara arsip dan non arsip (tidak cocok dengan rekonstruksi) 
a) Arsip (termasuk arsip duplikasi) 
b) Non arsip: formulir kosong, majalah, buku pustaka, map kosong. 
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3. Arsip yang sudah dipilah diberkaskan sesuai klasifikasi (kesamaan 
kegiatan). 

4. Arsip yang sudah memberkas dipertahankan sesuai dengan 
keutuhannya (tidak berlaku untuk arsip korespondensi yang tercampur 
dalam satu ordner) 

Contoh: 

a) Arsip korespondensi : pemberkasan sesuai dengan series atau kegiatan; 
b) Arsip keuangan : pemberkasan dengan berkas SPM atau SP2D 
c) Arsip personal file: pemberkasan sesuai NIP atau NIK 
d) Arsip pengadaan barang dan jasa pemberkasan sesuai nama proyek 

atau paket. 
e. Pemberkasan arsip, 

Pemberkasan arsip merupakan kegiatan penyusunan kelompok arsip sesuai 
dengan skema pengaturan arsip yang telah ditetapkan.  Pemberkasan dapat 
dilakukan berdasarkan: 

1. Series, yaitu pengelompokan arsip-arsip yang memiliki jenis yang 
sama; 

2. Rubrik, yaitu pengelompokan arsip-arsip yang memiliki isi 
permasalahan yang sama; 

3. Dosier, yaitu pengelompokan arsip-arsip yang memiliki kesamaan 
urusan/kegiatan. 

f. Pendeskripsian,  

Pendeskripsian merupakan kegiatan perekaman isi informasi yang ada pada 
setiap item/berkas arsip. Pendeskripsian arsip memuat informasi sebagai 
berikut: 

a. Unit pencipta; 
b. Bentuk redaksi; 
c. Isi informasi; 
d. Kurun waktu/periode; 
e. Tingkat keaslian; 
f. Perkembangan; 
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g. Jumlah/volume; 
h. Keterangan khusus; 
i. Ukuran (arsip bentuk khusus); dan 
j. Nomor sementara dan nomor definitif. 

Cara pengisian lembar deskripsi sebagai berikut: 

a. Kode pelaksana dan nomor deskripsi 
b. Uraian 
c. Kurun waktu :  tahun penciptaan arsip 
d. Tingkat perkembangan : pilih Asli/Kopi 
e. Media simpan : pilih Kertas/Peta 
f. Kondisi fisik :  pilih Baik/Rusak 
g. Jumlah folder : satuan folder 
h. No. Boks : No Boks sementara 
i. Duplikasi : Pilih ada/ tidak 

Contoh pengisian Kartu Deskripsi 

 
         sumber: gogle.com 

Gambar 6. 4: Kartu Deskripsi Arsip 

g. Maneuver (pengolahan data dan fisik arsip), 

Maneuver kartu deskripsi (mengolah data), merupakan proses menggabungkan 
kartu deskripsi atau data arsip yang mempunyai kesamaan masalah, 
mengurutkan sesuai dengan skema serta memberikan nomor definitif pada kartu 
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deskripsi sebagai nomor penyimpanan berkas. Maneuver fisik merupakan 
proses penyusunan berkas berdasarkan nomor definitif arsip sesuai dengan 
skema.  

h. Penataan arsip dan boks,  

Proses penataan arsip dalam boks dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Arsip dimasukan ke dalam folder dan diberi kode masalah/subjek arsip 
dan nomor urut arsip sesuai nomor definitif.  

2. Menyusun arsip ke dalam boks secara kronologis dimulai dari nomor 
terkecil berada pada susunan paling belakang. 

3. Membuat lebel pada boks, berisi nomor boks, nomor folder serta lokasi 
simpan. 

4. Apabila jumlah arsip dalam satu berkas sangat banyak, maka arsip 
dapat disimpan lebih dari satu folder. 

i. Pembuatan daftar arsip inaktif. 

Pembuatan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan berdasarkan deskripsi 
arsip yang disusun secara kronologis perkelompok berkas. Daftar arsip inaktif 
yang akan dipindahkan memuat informasi: Pencipta Arsip, Unit Pengolah, 
Nomor, Kode, Uraian Informasi Arsip, kurun waktu, jumlah, media dan 
keterangan. Penataan arsip Inaktif yang belum memiliki daftar arsip oleh unit 
pengolah menghasilkan tertatanya fisik arsip dan tersedianya daftar arsip 
sehingga dapat dilakukan pemindahan arsip inaktif kepada unit kearsipan sesuai 
prosedur penyusutan arsip. 
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Bab 7 

Pengelolaan Arsip Vital 
 
 

A. Pengertian 
Arsip vital menurut UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan adalah arsip yang 
keberadaannya merupakan prasyarat dasar bagi kelangsungan operasional 
pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau 
hilang. Arsip vital sangat penting bagi kelangsungan suatu organisasi. Apabila 
terjadi kehilangan arsip vital dan informasi, maka akan mengakibatkan 
organisasi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk menjamin 
ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin pelindungan 
kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan 
sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan 
prinsip, kaidah, dan standar kearsipan.   

Begitu pentingnya arsip bagi kemaslahatan seluruh bangsa Indonesia, sehingga 
negara melalui Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan 
khususnya Pasal 9 ayat (3) telah mengamanatkan kepada seluruh Pencipta Arsip 
untuk melaksanakan pengelolaan arisip dinamis, yang meliputi arsip vital, arsip 
aktif, dan arsip inakitf.  Arsip vital mempunyai manfaat besar bagi organisasi 
penciptanya, bukan hanya sebagai bahan perencanaan, pengambilan keputusan, 
pengawasan, dan bukti akuntabilitas kinerja, melainkan menjadi persyaratan 
dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, 
dan tidak dapat digantikan apabila rusak atau hilang.   

Keputusan Kepala ANRI No.06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, 
Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara terhadap 
Musibah/bencana dinyatakan dokumen/arsip Vital Negara untuk selanjutnya 
disebut arsip vital adalah informasi terekam yang sangat penting dan melekat 
pada keberadaan dan kegiatan organisasi yang di dalamnya mengandung 
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informasi mengenai status hukum, hak dan kewajiban serta asset (kekayaan) 
instansi. Apabila dokumen/arsip vital hilang tidak dapat diganti dan 
mengganggu/menghambat keberadaan dan pelaksanaan kegiatan instansi. 

Arsip vital dapat diartikan sebagai informasi yang terekam didalam media 
rekam apapun, yang isi informasinya sangat penting dan melekat pada 
keberadaan organisasi yang didalamnya terkandung status hukum, hak dan 
kewajiban serta asset organisasi sehingga arsip tersebut hilang tidak dapat 
tergantikan dan akan menghambat kegiatan operasional serta mengancam 
keberdaan dan kealangsungan organisasi. Dengan kata lain arsip vital adalah 
arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan 
operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila 
rusak atau hilang. Hilangnya arsip dalam sebuah organisasi dapat menyebabkan 
hilangnya data-data penting yang dimiliki oleh sebuah organisasi, sehingga pada 
saat data itu diperlukan organisasi tidak dapat menemukan data pada arsip 
tersebut.   

Dengan kata lain sebuah arsip dikatakan arsip vital bila: 

1. Merupakan prasyarat bagi keberadaan instansi, karena tidak dapat 
digantikan dari aspek administrasi maupun legalitasnya; 

2. Sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan operasional 
kegiatan instansi karena berisi informasi yang digunakan sebagai 
rekonstruksi apabila terjadi bencana; 

3. Berfungsi sebagai bukti kepemilikan kekayaan (asset) instansi; 
4. Berkaitan dengan kebijakan strategis instansi.  

 

B. Ciri-Ciri Arsip Vital 
Ciri-ciri arsip vital adalah sebagai berikut (Krihanta, 2013) : 

1. Harus ada untuk kelangsungan hidup organisasi. 

Arsip akan memiliki kegunaan/manfaat yang berbeda-beda. Ada arsip yang 
telah digunakan tidak perlu disimpan lagi atau segera dimusnahkan. Ada arsip 
yang selesai digunakan masih perlu disimpan karena akan digunakan lagi; ada 
arsip yang informasinya sudah tidak diperlukan lagi oleh organisasi, tetapi perlu 
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disimpan untuk kepentingan masyarakat; ada arsip yang terus menerus 
digunakan oleh organisasi, sehingga harus tetap disimpan. 

2. Fisik dan informasinya memerlukan perlindungan dan pengamanan. 

Setiap informasi dalam arsip berdampak pada kelangsungan organisasi 
pembuatnya, maka arsip perlu diberikan perlindungan dan pengamanan, 
sehingga terhindar dari ancaman kerusakan dan kehilangan yang disebabkan 
oleh bencana alam dan kesengajaan/ketidak sengajaan manusia.  

3. Fisik arsip tidak dapat tergantikan. 

Tidak dapat digantikan karena informasi yang terkandung di dalamnya tidak 
terdapat pada sumber atau organisasi lain, karena arsip tersebut memiliki nilai 
keabsahan/legalitas terkait dengan status hukum dan keuangan, sehingga 
organisasi tidak mungkin hanya menyimpan kopiannya saja. Arsip asli harus 
disimpan, bila yang disimpan hanya kopiannya saja, maka belum memberikan 
jaminan bagi organisasi. Kehilangan arsip asli, berarti kehilangan bukti segala 
bukti yang diperlukan oleh organisasi. 

4. Merupakan asset organisasi. 

Arsip adalah asset organisasi. Arsip tentang kepemilikan/kekayaan organisasi, 
menunjukkan bahwa, organisasi memiliki bukti kepemilikan/kekayaan. Arsip 
ini dapat dimanfaatkan organisasi untuk keperluan strategis dan operasional. 
Dalam fungsi ini, arsip juga untuk kegiatan rekonstruksi tentang asal-usul lahir 
dan perkembangan organisasi.  

5. Memiliki fungsi dinamis. 

Informasi yang terkandung dalam arsip merupakan alat dasar manajemen, 
sehingga informasi yang terkandung di dalamnya secara langsung dipergunakan 
oleh organisasi penciptanya secara terus menerus (menjadi arsip aktif), maupun 
jarang dimanfaatkan (arsip inaktif). Oleh karenanya arsip ini harus disimpan 
oleh organisasi pencipta arsip. Arsip dinamis perlu dipisahkan dari arsip statis.  
Arsip dinamis (arsip aktif) perlu disimpan pada central file, sedangkan arsip 
statis (arsip vital yang menurun penggunaannya) disarankan untuk diserahkan 
dan disimpan pada lembaga pengelola arsip statis (pusat arsip) atau records 
center. 

6. Diklasifikasi sebagai arsip tingkat/kelas satu. 
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C. Fungsi Arsip Vital 
Arsip vital memiliki fungsi yang sangat kompleks dan terkait dengan ciri-ciri 
yang melekat pada arsip. Fungsi arsip Vital menurut tersebut: 

1. Sebagai memori organisasi. 

Arsip vital adalah arsip yang di dalamnya menyimpan memori aktivitas yang 
dilakukan organisasi yang berupa kebijakan strategis bagi organisasi.   

2. Sebagai bukti dan menunjang litigasi. 

Merupakan Prasyarat bagi keberadaan instansi, karena tidak dapat digantikan 
dari aspek administrasi maupun legalitasnya.  

Semakin sering suatu arsip diperlukan dan dipergunakan dalam kaitannya 
dengan hukum, maka semakin jelas bahwa, arsip tersebut menunjang litigasi.  

3. Sebagai alat untuk melindungi kepentingan hak pribadi dan hak 
lainnya. 

Arsip vital sebagai bukti kepemilikan kekayaan atau sebagai asset instansi. 
Informasi yang terkandung dalam arsip tersebut mampu melindungi hak-hak 
pribadi dan hak-hak yang lain, serta organisasi.   

4. Sebagai alat rekonstruksi apabila terjadi bencana. 

Arsip vital sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan operasional 
kegiatan instansi karena berisi informasi yang digunakan sebagai rekonstruksi 
apabila terjadi bencana. 

 

D. Pengelolaan Arsip Vital 
Penataan arsip dimaksudkan agar informasi dapat di identifikasi, dialokasikan 
dan ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Untuk dapat menata arsip yang 
tergolong vital harus ada pemilahan antara arsip biasa dengan arsip vital. Arsip 
yang tercipta di instansi antara lain surat-surat keputusan seperti surat keputusan 
berdirinya perusahaan atau instansi, data penelitian. Laporan Tahunan, File 
Pegawai. Dari contoh tersebut, terdapat arsip yang penting bagi kehidupan 
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instansi selama dan setelah arsip yang melindungi hak dan kewajiban organisasi, 
pegawai, pemegang saham pelanggan dan masyarakat, arsip tersebut 
merupakan arsip vital. 

Arsip vital yang disimpan oleh instansi yang bersangkutan merupakan arsip 
yang menunjang kegiatan operasional organisasi, seperti Surat Keputusan, Akte 
Pendirian, Anggaran Organisasi, Asuransi, Daftar Gaji, Personal File, Laporan 
Keuangan, Surat Perjanjian, dan lain-lain. Untuk menata arsip arsip vital 
tersebut perlu diadakan kegiatan pemberkasan/filing. Pemberkasan atau Filing 
adalah penataan arsip ke dalam kotak file folder atau alat lain menurut aturan 
yang telah direncanakan, termasuk pemberian indeks, pengkodean, 
penyusunan, penempatan arsip, kartu, kertas dan semua tipe arsip dengan cara 
yang sistematis, sehingga akan dengan mudah, cepat dan tepat ditemukan bila 
sedang dibutuhkan. Untuk dapat melaksana filing yang benar diperlukan 
petunjuk yang memuat informasi secara detail tentang berbagai langkah filing. 

Penyimpanan arsip merupakan kegiatan pengelolaan arsip secara sistematis 
untuk mempermudah dalam proses pencarian/temu balik arsip, termasuk arsip 
vital. Arsip dapat dikatakan sebagai nafas kehidupan organisasi, maka dari itu 
perlu disimpan dengan sistem yang baik. Penyimpanan arsip secara garis besar 
terbagai menjadi dua, yaitu penyimpanan onsite dan offsite. Penyimpanan 
Onsite adalah penyimpanan arsip yang berada dalam lingkungan organisasi. 
Sistem ini masih ada dua macam yakni, arsip disimpan dalam gabungan 
organisasi dan diluar gedung organisasi namun berada di lingkungan organisasi 
pencipta arsip.  

Penyimpanan arsip yang kedua adalah penyimpanan offsite, yaitu menyimpan 
arsip berada di luar lingkungan instansi pencipta arsip. Tempat lokasinya dapat 
berupa gedung milik sendiri, ataupun milik perusahaan swasta penyedia jasa 
penyimpanan arsip. Sistem offsite ini sering dipilih karena beberapa hal antara 
lain: luas gedung organisasi kurang memadai atau luas ruangan memadai tapi 
arsipnya sudah penuh. Alasan yang kedua adalah sewa tanah/bangunan kantor 
terlalu mahal. Maka penyimpanan arsip di pindahkan ke luar organisasi yang 
harga sewa tanah maupun bangunannya lebih murah. Ruangan penyimpanan 
arsip vital harus terhindar dari kemungkinan-kemungkinan serangan kebakaran, 
air seperti banjir, atap bocor, serangga, bahaya manusia dan lain-lain. Tempat 
penyimpanan arsip haruslah kuat, kering, terang dan berventilasi baik.  

Dilihat dari segi nilai guna arsip, tempat penyimpanan arsip dibedakan menjadi 
3 yakni berada: 
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a. Unit Pengolah, sering juga disebut dengan unit kerja, dalam unit ini, 
arsip masih berbentuk aktif atau masih digunakan dalam kegiatan 
administrasi sehari-hari. 

b. Unit Kearsipan adalah tempat penyimpanan arsip yang memasuki 
kategori inaktif. Arsip yang disimpan di sini merupakan arsip yang 
masih di pergunakan dalam kegaitan administrasi sehari-hari namun 
frekuensi penggunaannya menurun.  

c. Depo Arsip merupakan tempat penyimpanan arsip yang diketegorikan 
vital lokasi depo berada di instansi pencipta arsip atau juga bisa milik 
lembaga kearsipan.  

 

E. Program Arsip Vital 
Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin 
pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta 
mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang 
sesuai degan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Begitu pentingnya arsip 
bagi kemaslahatan seluruh bangsa Indonesia, sehingga negara melalui Undang-
undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanatkan kepada 
seluruh pencipta arsip untuk melaksanakan pengelolaan arsip dinamis, yang 
meliputi arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Di antara ketiga jenis arsip 
dinamis tersebut yang merupakan arsip tingkatan pertama yaitu arsip vital. Arsip 
vital mempunyai manfaat besar bagi organisasi penciptanya, bukan hanya 
sebagai bahan perencanaan, pengambilan keputusan, bukan hanya sebagai 
akuntabilitas kinerja, melainkan menjadi persyaratan dasar bagi kelangsungan 
operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak dapat digantikan 
apabila rusak atau hilang. Atas dasar tersebut, maka dalam pasal 56 Undang-
undang Nomor 43 tahun 2009 negara kembali menegaskan bahwa setiap 
pencipta arsip wajib membuat program arsip vital.  

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2012 tentang Kearsipan menyebutkan 
bahwa Program Arsip Vital merupakan tindakan dan prosedur yang sistematis 
dan terencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan 
menyelamatkan asip vital pencipta arsip pada saat darurat atau setelah terjadi 
musibah, yang meliputi: 1) Identifikasi; 2) Pelindungan dan pengamanan; 3) 
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penyelamatan dan pemulihan.  Program arsip vital dilaksanakan dalam satu 
kesatuan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana.  

Tujuan Program Arsip Vital meliputi: 1) menyediakan informasi untuk 
menjalankan bisnis/urusan pada saat keadaan darurat, dan setelah itu memulai 
kembali bisnis/urusan yang normal (contingency plan & disaster Recovery), 2) 
mengidentifikasi dan melindungi arsip yang paling penting yang berkaitan 
dengan hak-hak hukum dan keuangan organisasi dan/atau pihak lain yang 
berhubungan dengan kegiatan organisasi tersebut. 

Sasaran dilaksanakannya program arsip vital adalah: 1) menjamin ketersediaan 
arsip kegiatan operasional organisasi selama keadaan darurat; 2) melindungi dan 
memelihara arsip yang berisi informasi tentang hak dan kepentingan organisasi 
dan pihak lainnya; 3) menjamin bahwa arsip vital dievaluasi dalam rangka 
melindungi hak dan kepentingan di atas bukan pada nilai gunanya sebagai arsip 
permanen; 4) menyusun teknis pengawasan untuk menjamin arsip vital yang 
dibutuhkan tersedia di lokasi penyimpanan lain; 5) menjamin bahwa arsip vital 
akan mudah ditemukan kembali dan dalam kondisi yang siap digunakan; 6) 
menjamin bahwa jalan masuk (finding aids) yang diperlukan tersedia di lokasi-
lokasi yang telah ditentukan; 7) menjamin bahwa inventaris arsip vital di atas 
siap diakses.  

Perka ANRI No. 24 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan 
di Lingkungan Perguruan Tinggi. Program arsip vital adalah tindakan dan 
prosedur yang ditetapkan dalam manajemen arsip di lingkungan yang bertujuan 
memberikan perlindungan dan penyelamatan arsip vital perguruan tinggi pada 
saat darurat atau setelah terjadi musibah untuk tujuan: 

a. Menjamin kontinuitas kegiatan perguruan tinggi pasca terjadinya 
bencana. 

b. Menjamin keselamatan dan keamanan bukti kekayaan/asset perguruan 
tinggi. 

c. Melindungi hak dan kewajiban pegawai. 

Lampiran IV Permenristek Dikti No. 78 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan 
Kearsipan di Lingkungan Kemenristek Dikti disebutkan Program asrip vital di 
lingkungan perguruan tinggi dilaksanakan melalui kegiatan: 

1. Identifikasi 
a. Pembentukan Tim 
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Keanggotaan tim kerja terdiri dari Unit Kearsipan, unit hukum, unit 
pengawasan, unit pengelola asset, dan unit-unit lain yang potensial 
menghasilkan Arsip Vital. 

b. Analisis Organisasi 

Analisis organisasi dilakukan untuk menentukan unit-unit kerja yang memiliki 
potensi menciptakan Arsip Vital.  Analisis organisasi dilakukan melalui 
pendekatan analisis fungsi dan analisis substansi informasi. 

- Memahami struktur, tugas pokok, dan fungsi organisasi; 
- Mengidentifikasi fungsi-fungsi substansi dan fungsi fasilitatif 
- Mengidentifikasi unit-unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi 

yang menghasilkan Arsip sesuai dengan kriteria Arsip Vital; 
- Mengidentifikasi substansi informasi Arsip yang tercipta pada unit-

unit kerja potensial sebagai pencipta Arsip Vital; dan 
- Membuat laporan hasil analisis organisasi. 
c. Pendataan 

Pendataan dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data tentang Arsip Vital di 
unit-unit Pengolah. Pendataan ini dilaksanakan dengan formulir yang berisi 
informasi Unit Kerja, jenis (series) arsip, media simpan, sarana temu kembali, 
volume, periode (kurun waktu), retensi, tingkat keaslian, sifat kerahasiaan, 
lokasi simpan, sarana simpan, kondisi Arsip, nama, dan waktu pendataan. 

d. Penilaian 

Hasil pendataan Arsip Vital dari unit-unit kerja dilakukan penilaian oleh tim 
yang dimaksudkan agar memperoleh kepastian bahwa hasil identifikasi 
memenuhi kriteria Arsip Vital yang telah ditetapkan. Penilaian data tersebut 
meliputi: 

1) Analisis Hukum 

Analisis hukum dilakukan dengan mengajukan pertanyaan: 

a) Apakah Arsip tersebut secara legal mengandung hak dan kewajiban 
atas kepemilikan negara/warga negara? dan 

b) Apakah hilangnya Arsip tersebut dapat menimbulkan tuntutan hukum 
terhadap individu atau Kementerian? 
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c) Seandainya arsip yang mendukung hak-hak hukum 
individu/organisasi hilang, apakan duplikatnya harus dikeluarkan 
dengan pernyataan dibawah sumbah? 

2) Analisis Risiko 

Analisis risiko dilakukan terhadap arsip-arsip yang tercipta pada unit kerja yang 
dianggap vital melalui cara penafsiran kemungkinan kerugian yang akan 
ditimbulkan. Dalam rangka melakukan analisis risiko dapat diajukan beberapa 
pertanyaan: 

a) Jika arsip ini tidak ditemukan (hilang/musnah) berapa lama waktu 
yang dibutuhkan untuk merekonstruksi informasi dan berapa biaya 
yang dibutuhkan oleh Kementrian; 

b) Berapa lama waktu yang tidak produktif dengan tidak adanya Arsip 
yang bersangkutan dan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh 
Kementerian; dan 

c) Berapa besar kerugian yang dialami oleh Kementerian dengan tidak 
adanya Asip yang dibutuhkan. 

e. Penentuan Jenis Arsip Vital 

Berdasarkan analisis organisasi, analisis hukum, dan analisis risiko, tim dapat 
menentukan jenis Asip Vital di Kementrian.  

Adapun contoh arsip perguruan tinggi diantaranya adalah: 

a) Arsip Kemahasiswaan; 
b) Kurikulum; 
c) Hasil penelitian inovatif; 
d) Register mahasiswa; 
e) Arsip ijazah/nilai mahasiswa; 
f) Ijin PT, Jurusan dan Program studi; 
g) Akreditasi PT, Jurusan dan Program studi. 
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Contoh Formulir Pendataan Arsip Vital: 

 
2. Penyusunan Daftar Arsip Vital 
a. Penyusunan daftar Arsip Vital dilaksanakan Arsiparis dan 

ditandatangai oleh Pemimpin Unit Kearsipan II. 
b. Daftar Arsip Vital berisi informasi tentang Arsip Vital yang meliputi: 

1) Nomor   : diisi dengan nomor urut Arsip Vital 
2) Jenis Arsip : diisi dengan jenis Arsip Vital yang telah didata 
3) Unit kerja : diisi dengan nama unit kerja asal pencipta Arsip 

Vital 
4) Kurun Waktu : diisi dengan tahun Arsip Vital Tercipta 
5) Media  : disi dengan jenis media rekam Arsip Vital 
6) Jumlah  : diisi dengan banyaknya Asip Vital misal: 1 

(satu) berkas 
7) Jangka Simpan : diisi berapa lama arsip harus di simpan. 
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8) Lokasi simpan : diisi dengan tempat arsip tersebut disimpan 
9) Metode  : diisi dengan jenis metode perlindungan sesuai 

dengan kebutuhan masing-media rekam yang digunakan. 
10) Keterangan  : diisi dengan informasi spesifik yang belum/tidak 

ada dalam kolom yang tersedia. 

Contoh daftar Arsip Vital: 
NO JENIS 

ARSIP 

UNIT  

KERJA 

KURUN 

WAKTU 

MEDIA JLH JANGKA 

SIMPAN 

LOKASI 

SIMPAN 

METODE 

PERLIN 

DUNGAN 

KET 

 

 

 

         

c. Daftar Arsip Vital sebagai sarana pengendalian dan penemuan kembali 
Arsip dan setiap tahun harus diperbaharui. 

3. Perlindungan 

Perlindungan arsip Vital terhadap faktor-faktor Pemusnah/perusak arsip vital 
yang disebabkan oleh: 

a. Faktor Bencana Alam 

Kemusnahan/kerusakan asip vital yang disebabkan oleh faktor bencana seperti 
gempa bumi, banjir, tsunami, perembasan air laut, longsor, kebakaran, letusan 
gunung berapi, badai dan lain-lain. 

b. Faktor Manusia 

Kemusnahan/kerusakan dan kehilangan arsip vital yang disebabkan oleh faktor 
manusia seperti perang, sabotase, pencurian, penyadapan atau unsur 
kesengajaan dan kelalaian manusia. 

Metode perlindungan arsip vital yang dapat dilakukan meliputi: 

a. Duplikasi dan Dispersal (Pemencaran) 
1) Duplikasi dan dispersal (pemencaran) merupakan metode 

perlindungan Arsip dengan cara menciptakan Salinan atau kopi 
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Arsip dan menyimpannya di tempat lain.  Duplikasi dapat 
dilaksanakan dengan cara menyalin dalam bentuk hard copy dan 
alih media dalam bentuk microfilm dan compact disk.  

2) Arsip asli disimpan oleh Unit Pengolah, sedangkan Arsip hasil 
duplikasi atau Salinan disimpan di Unit Kearsipan atau tempat lain 
yang terpisah dengan tempat penyimpanan aslinya. 

b. Tempat penyimpanan khusus 

Perlindungan bagi Arsip Vital dari musibah atau bencana selain dilaksanakan 
dengan pembuatan duplikasi dan dispersal dapat juga dilakukan dengan 
penggunaan peralatan penyimpanan khusus, seperti: lemari besi, filing cabinet 
tahan api, dan lain sebagainya. Pemilihan peralatan simpan tergantung pada 
jenis, media, dan ukuran Arsip. Namun demikian secara umum peralatan 
tersebut memiliki karakteristik tidak mudah terbakar (sedapat mungkin 
memiliki daya tahan paling sedikit 4 (empat) jam kebakaran), kedap air, dan 
bebas medan magnet untuk jenis Arsip berbasis magnetik/elektronik. 

4. Pengamanan 

Pengamanan fisik arsip vital dilaksanakan dengan maksud untuk melindungi 
arsip dari ancaman faktor-faktor pemusnah/perusak asip.  

Contoh pengamanan fisik arsip vital adalah: 

a. Penggunaan sistem keamanan ruang penyimpanan arsip seperti 
pengaturan akses, pengaturan ruang simpan, penggunaan sistem alarm 
dapat digunakan untuk mengamankan arsip dari bahaya pencurian, 
sabotase, penyadapan, dan lain-lain; 

b. Menetapkan arsip vital pada tingkat ketinggian yang bebas dari banjir; 
c. Struktur bangunan tahan gempa dan lokasi yang tidak rawan gempa, 

angin topan dan badai; dan 
d. Penggunaan ruangan tahan api serta dilengkapi dengan peralatan alarm 

dan alat pemadam kebakaran dan lain-lain.  

Dalam rangka pengamanan informasi dan layanan penggunaan Arsip Vital, 
pengolah arsip vital harus melakukan pengaturan sebagai berikut: 
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a. Memberikan kartu identifikasi individu pengguna Arsip untuk 
menjamin bahwa Arsip hanya digunakan oleh orang yang berhak. 

b. Mengatur akses petugas Kearsipan secara rinci atas basis tanggal atau 
jam. 

c. Menyusun Prosedur Tetap secara rinci dan detail. 
d. Memberi kode rahasia pada Arsip dan spesifikasi orang-orang tertentu 

yang punya hak akses. 
5. Penanggulanan Bencana 

Penyelamatan dan pemulihan (recoverey) arsip vital pasca bencana atau 
musibah dilakukan dengan langkah-langkah: 

a. Penyelamatan 

Untuk menjaga kemungkinan kerusakan yang lebih parah diperlukan langkah-
langkah penyelamatan arsip vital pasca musibah atau bencana sebagai berikut: 

1) Mengevakuasi Arsip Vital yang terkena bencana dari tempat 
penyimpanan dan memindahkan ke tempat yang lebih aman. 

2) Mengidentifikasi jenis Arsip Vital yang rusak, jumlah, dan tingkat 
kerusakannya. 

3) Memulihkan kondisi (recovery) baik untuk fisik Arsip Vital maupun 
tempat penyimpanannya yang dapat dilakukan dalam bentuk 
rehabilitasi fisik Arsip atau rekonstruksi bangunan. 

b. Pemulihan (recovery) 
1) Menstabilkan kondisi Arsip 

Setelah terjadinya bancana segera mungkin dilakukan perbaikan terhadap 
kerusakan struktur bangunan atau kebocoran. Pengaturan stabilitas suhu udara 
dan kelembaban dapat dikurangi dengan pengaturan sirkulasi udara atau 
menggunakan kipas angin. Apabila seluruh bangunan mengalami kerusakan, 
maka Arsip yang sudah dievakuasi dan dipindahkan ke tempat aman harus 
dijaga untuk mencegah kerusakan yang semakin parah, Karena dalam waktu 48 
(empat puluh delapan) jam arsip yang terkena air akan ditumbuhi jamur, yang 
akhirnya akan segera membusuk dan hancur. Sedangkan dalam musibah 
kebakaran, arsip yang terkena asap, racun api, suhu udara yang sangat tinggi, 
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dan lain-lain, harus dinetralisir sesegera mungkin dengan cara dijauhkan dari 
pusat bencana.  

2) Penilaian tingkat kerusakan dan spesifikasi kebutuhan pemulihan 

Penilaian dan pemeriksaan terhadap tingkat kerusakan dilakukan untuk 
menentukan jumlah dan jenis kerusakan, media atau peralatan apa yang 
terpengaruh dan ikut rusak, peralatan, dan lain-lain termasuk memperhitungkan 
kebutuhan tenaga ahli dan peralatan untuk melakukan operasi penyelamantan. 

c. Pelaksanaan penyelamatan 
1. Pelaksanaan penyelamatan dalam bencana besar. 

Penyelamatan arsip vital yang disebabkan oleh bencana besar perlu dibentuk tim 
penyelamatan yang bertanggungjawab mengevakuasi dan memindahkan arsip 
ke tempat yang aman melakukan penilaian tingkat kerusakan, mengatur proses 
penyelamatan termasuk tata caranya, penggantian shift, rotasi pekerjaan, 
mekanisme komunikasi dengan pihak-pihak terkait.  

2. Penyelamatan arsip vital yang disebabkan oleh bencana yang berskala 
kecil cukup dilakukan oleh unit-unit fungsional dan unit terkait.  
Misalnya musibah kebakaran yang terjadi di suatu kantor maka 
pelaksanaan penyelamatan dilakukan oleh unit kearsipan dibantu oleh 
unit keamanan dan unit pemilik arsip. 

3. Prosedur pelaksanaan 

Pelaksanaan penyelamatan arsip yang disebabkan oleh bencana banjir dilakukan 
dengan cara:  

a) Pengepakan yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan 
pemindahan arsip dari lokasi bencana ke tempat yang aman. Arsip 
yang terkena musibah sebelumnya perlu dibungkus dan diikat (di pak) 
supaya tidak tercecer, baru kemudian dipindahkan; 

b) Pembersihan yaitu kegiatan dengan memilih dan membersihkan arsip 
secara manual dari kotoran yang menempel pada arsip. Kotoran yang 
menempel pada arsip disiram dengan menggunakan cairan alcohol 
atau thymol supaya kotoran dapat terlepas dan arsip tidak lengket. 
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c) Pembekuan yaitu kegiatan mendinginkan arsip sampai ke tingkat suhu 
minus 40 (empat puluh) derajat sehingga arsip mengalami pembekuan. 

d) Pengeringan yaitu kegiatan mengeringkan arsip dengan menggunakan 
vacum pengering atau kipas angin.  Pengeringan arsip dalam media 
kertas tidak diperbolehkan dengan cara menjemur secara langsung 
dalam panas matahari. 

e) Penggantian arsip yang ada salinannya yang berasal dari tempat lain. 
f) Pembuatan backup seluruh arsip yang sudah diselamatkan. 
g) Memusnahkan arsip yang sudah rusak dengan membuat berita acara 

pemusnahan.  

Sedangkan untuk volume arsip yang sedikit, cukup dilakukan dengan cara 
sederhana dengan tetap menjaga suhu antara 10 s.d. 17 derajat celcius dan 
tingkat kelembaban antara 25% s.d. 35% RH.  Sedangkan penyelamatan arsip 
akibat musibah kebakaran hanya dilakukan terhadap arsip yang secara fisik dan 
informasi masih bisa dikenali.  Pembersi arsip dari asap atau jelaga dilakukan 
secara manual.  

d. Penyimpanan Arsip 

Arsip yang telah dibersihkan dan dikeringkan disimpan kembali ke tempat yang 
bersih dengan suhu dan kelembaban yang sesuai, dengan langkah-langkah: 

1) Jika tempat penyimpanan arsip vital tidak mengalami kerusakan maka 
ruangan tersebut dibersihkan terlebih dahulu; 

2) Penempatan kembali peralatan penyimpanan arsip vital; 
3) Penempatan kembali arsip; dan 
4) Arsip vital dalam media lain seperti cartridge, CD, dan lain-lain 

disimpan di tempat tersendiri kemudian dilakukan format ulang dan 
dibuat duplikasinya. 

e. Laporan dan Evaluasi 
1) Menyusun laporan penyelamatan arsip vital yang disampaikan kepada 

sekretaris jenderal; dan 
2) Menyusun evaluasi pelaksanaan penyelamatan arsip vital yang 

digunakan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan 
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penyelamatan arsip vital. Evaluasi juga digunakan untuk 
mempersiapkan kemungkinan adanya bencana di kemudian hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bab 8 

Pengelolaan Arsip Statis 

 
 

A. Pengertian Arsip Statis 
Arsip statis merupakan arsip yang memiliki nilai sejarah, memiliki nilai 
berkelanjutan (continuing value) dan telah habis masa retensinya serta 
berketerangan permanen. Undang-undang No. 43 tahun 2009 mendefinisikan 
arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai 
guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan 
yang telah diverivikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip 
Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. 

Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 9 ayat (4) 
mewajibkan lembaga kearsipan mengelola arsip statis sesuai kewenangannya.  
Pengelolaan arsip statis pada lembaga kearsipan ditujukan untuk menjamin 
keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggung jawaban nasional 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai sejarah yang 
dimiliki arsip statis menjadikan arsip statis dapat dikonsumsi oleh umum.  
Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan mewajibkan kepada 
setiap lembaga kearsipan untuk menjamin kemudahan akses arsip statis bagi 
kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dengan 
memerhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip, serta 
didasarkan pada sifat keterbukaan dan ketertutupan arsip sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.   

Ditinjau dari nilai guna arsip, arsip statis adalah arsip yang sudah tidak 
dipergunakan lagi secara langsung untuk kegiatan operasional manajemen 
organisasi pencipta arsip (crating agency), akan tetapi memiliki nilai guna 
permanen.  Untuk menjaga kelestariannya, arsip statis disimpan di lembaga 
yang berfungsi khusus mengelola arsip statis meliputi kegiatan akuisisi, 
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mengolah, preservasi (memelihara, merawat, dan reproduksi), memberikan 
akses, serta mendayagunakan arsip statis sebagai bahan pertanggungjawaban 
nasional/warisan budaya bangsa kepada generasi mendatang untuk 
kemaslahatan umat. 

 

B. Nilai Guna Arsip 
Arsip statis dilestarikan sebagai memori kolektif oleh lembaga kearsipan yang 
memiliki nilai guna skunder (secondary value), yaitu memiliki nilai guna 
berkelanjutan. Nilai guna sekunder terdiri atas nilai guna bukti keberadaan 
(evidential), informasional (informationan), dan intrinsik (intrinsict). Arsip yang 
bernilai guna kebuktian (evidential) adalah arsip yang mempunyai nilai isi 
informasi yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk 
menjelaskan bagaimana lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga 
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan 
dibentuk, dikembangkan, digabung, dibubarkan, diatur, serta dilaksanakannya 
fungsi dan tugas.  

Arsip statis memiliki nilai guna evidential karena hal-hal berikut: 

1. Bukti keberadaan, perubahan, pembubaran suatu lembaga negara, 
pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi 
politik, dan organisasi kemasyarakatan; 

2. Bukti dan informasi tentang kebijakan strategis organisasi; 
3. Bukti dan informasi tentang kegiatan pokok organisasi; 
4. Bukti dan informasi tentang interaksi organisasi dengan komunitas 

klien yang dilayanai; 
5. Bukti hak dan kewajiban individu dan organisasi; 
6. Memberi sumbangan pada pembangunan memori organisasi untuk 

tujuan keilmuan, budaya, atau historis; 
7. Berisi bukti dan informasi tentang kegiatan penting bagi stakeholder 

internal dan eksternal. 

Arsip yang bernilai guna informasional (informational) adalah arsip yang 
mempunyai nilai isi informasi yang mengandung kegunaan untuk berbagai 
kepentingan penelitian dan kesejahterahan, tanpa dikaitkan dengan 
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lembaga/instansi penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, 
fenomena, masalah, dan sejenisnya. Arsip statis memiliki nilai guna 
informasional karena hal-hal berikut.  

1. Merekam informasi mengenai orang-orang penting/tokoh berskala 
nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan komunitas perguruan tinggi. 

2. Merekam fenomena, peristiwa (event), kejadian luar biasa, tempat 
penting berskala nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan komunitas 
perguruan tinggi. 

3. Merekam masalah penting yang menjadi isu nasional, provinsi, 
kabupaten/kota, dan komunitas perguruan tinggi.  

Arsip yang bernilai guna intrinsik (intrinsict) adalah arsip yang memiliki 
keunikan ataupun kelangkaan yang melekat pada isi, struktur, konteks, dan 
karakter arsip, seperti usia arsip, isi, pemakaian kata-kata, seputar penciptanya, 
tanda tangan, dan cap/stemple yang melekat. Arsip statis memiliki nilai guna 
intrinsik karena hal-hal berikut: 

1. Bentuk fisik yang dapat menjadi “subjek” studi adalah arsip yang 
merupakan dokumentasi penting atau contoh bentuk penting, misalnya 
suatu bentuk arsip dilestarikan dalam bentuk asli sebagai bukti dari 
temuan ilmu pengetahuan teknologi, perkembangan teknologi, dan 
sebagainya. 

2. Kualitas estetik atau artistik arsip yang mempunyai kualitas artistik 
atau estetik, misalnya foto, sketsa cat air, peta, gambar arsitektur, dan 
sebagainya. 

3. Ciri fisik yang unik/antik: unik adalah satu-satunya, lawan dari unik 
adalah duplikasi. 
a) Unik fisik arsip: ciri fisik yang unik meliputi kualitas dan tekstrur 

kertas, warna, stempel, tinta, atau bentuk yang tidak biasa. 
b) Unik informasi: arsip yang isi informasinya tidak terdapat di 

tempat lain. 
c) Unik dalam proses dan fungsi: arsip yang merupakan produk dari 

kegiatan yang unik dan spesifik. 
d) Unik argregasi arsip: arsip yang unik berdasarkan pengumpulan, 

kesatuan, dan keutuhan koleksi meskipun arsip tersebut secara isi 
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informasi ada duplikasinya, yaitu dicipta oleh pihak-pihak lain. 
Misalnya, untuk memilih arsip unik secara agregasi terhadap kasus 
pengerebekan teroris di Temanggung, Jawa Tengah, dapat dipilih 
lembaga penyiaran yang meliput secara utuh.  

e) Umur arsip menunjukkan kualitas keunikan. Arsip yang berumur 
tua lebih memiliki keunikan dari pada arsip-arsip yang baru. Hal 
tersebut terkait dengan riwayat pencipta dan kelangkaan arsip-
arsip berusia tua.  

Memiliki nilai untuk pameran, yaitu arsip yang memiliki kualitas dan 
karakteristik nilai yang melekat pada arsip sebagai berikut: 

a) Mencerminkan suatu peristiwa (event) serta menunjukkan keaktualan 
atau kebaruan suatu peristiwa (event). 

b) Menggambarkan isu yang sangat penting. 
c) Terkait dengan seseorang yang menjadi subjek atau asal arsip. 

Arsip asli yang keaslian arsip dapat dipastikan dengan pemeriksaan fisik, 
misalnya autentisitas, tanggal, pencipta, tulisan dan tanda tangan, foto, atau 
karakteristik lainnya. Arsip dalam bentuk asli (orisinal) terkait dengan 
kepentingan publik dan umum karena secara historis terkait dengan orang, 
tempat, benda, isu dan kejadian penting. 

 

C. Fungsi Arsip Statis 
Arsip statis tidak saja penting untuk mempelajari kondisi masa lalu tetapi juga 
akan dampak pengetahuan masa kini dan masa yang akan datang.  Pelestarian 
dan penyempurnaan pemerintah, institusi lain dan organisasi, perhimpunan dan 
peradapan tergantung pada pelestarian dan pemanfaatan arsip statis, fungsi 
tersebut antara lain: 

1. Sebagai memori 

Arsip statis digunakan untuk merekam kegiatan sehingga penting bagi lembaga 
untuk dapat menggugah kembali memorinya sehingga dapat menggali kembali 
peristiwa masa yang lampau. Arsip statis ini merupakan bentuk dari fungsi 
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lembaga yang memungkinkan kesinambungan dan konsistensi dalam 
kehidupan lembaga. Misalnya dapat mengetahui kapan SK struktur organisasi 
perpustakaan dikeluarkan, tindakan untuk melakukan sesuatu, serta dapat 
menyajikan dokumentasi tentang fakta yang diperlukan. 

2. Sebagai pembuktian 

Dalam proses pengadilan yang mengadili perkara pidana maupun perdata, 
semua pihak memerlukan arsip untuk pembuktian dan penunjang tuntutan 
maupun pembelaan. Dalam hal legitimasi, yang diperlukan tidak saja arsip 
dinamis tetapi juga arsip statis. Sebagai contoh dalam perkara gugatan tanah, 
masing-masing pihak yang bersengketa pasti akan membutuhkan arsip yang ada 
keterkaitan dengan kasus tersebut sebagai bukti otentik. Demikian juga dengan 
arsip-arsip lain dalam konteks yang sama.  

3. Sebagai sumber penelitian, khususnya penelitian sejarah 

Arsip statis digunakan untuk kepentingan penelitian, tuntutan, maupun kegiatan 
yang merujuk pada masa lampau. Sebagai sumber informasi yang paling utama 
adalah arsip. Sehingga dokumen arsip statis ini sebagai ringkasan asli yang 
digunakan untuk penelitian sejarah, sains, dan teknologi. 

4. Untuk keselamatan manusia 

Arsip dapat digunakan untuk keselamatan fisik maupun rohami manusia dan 
sebagai wujud pembuktian suatu kasus. 

5. Untuk kepentingan masyarakat 

Suatu contoh para peneliti kedokteran dengan menggunakan rekam medis dan 
arsip kedokteran untuk melacak symptom (gejala) dan Pola penyakit dalam 
upaya mencari penyembuhan dan pencegahan. 

6. Untuk kepentingan pendidikan 

Arsip pendidikan digunakan sebagai pemantau perkembangan kemajuan 
perserta didik mulai dari awal sampai akhir pendidikan, sehingga dapat 
dijadikan sebagai sejarah bagi generasi penerus. Selain itu arsip statis berfungsi 
sebagai inspirasi, karena dengan arsip statis dapat memperluas wawasan bagi 
generasi penerus ke dalam lingkungan yang lebih luas. 
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7. Memelihara aktivitas hubungan masyarakat. 

Adanya arsip statis yang lengkap akan bermanfaat bagi hubungan masyarakat.  
Bukti arsip statis keberhasilan, kontinuitas operasional, dan usia 
organisasi/lembaga membantu mengembangkan tugas dan hubungan 
kemasyarakatan. 

8. Mempersiapkan sejarah peringatan lembaga atau perorangan. 

Untuk memperoleh gambaran tentang kejadian pada tahun-tahun pertama 
perkembangan sebuah lembaga, maka diperlukan suatu arsip.  Demikian juga 
dalam peringatan-peringatan penting suatu lembaga/instansi diperlukan kilas 
balik perjalanan sejarah sebuah organisasi. Contoh asal-usul berdirinya IKIP 
Medan menjadi Universitas Negeri Medan, demikian juga perubahan-
perubahan status yang berada di tingkat unit kerja. 

9. Arsip Memberikan sumbangan dalam pembinaan kepribadian 
nasional. 

Arsip statis sebagai penyedia data dan juga sebagai penyedia dasar umat 
manusia, memberikan pengarahan tujuan, menyediakan bimbingan bagi 
kemajuan manusia, memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat 
luas. 

 

D. Lembaga Pengelolaan Arsip Statis 
Kantor Arsip perguruan tinggi adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan 
oraganisasi perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang melaksanakan 
fungsi dan tugas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi. 
Arsip perguruan tinggi merupakan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang 
wajib dibentuk oleh perguruan tinggi negeri. 

Kantor Arsip perguruan tinggi wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis 
yang diterima dari: 

1. Satuan kerja di lingkungan perguruan tinggi. 
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Satuan kerja di lingkungan perguruan tinggi adalah unsur pembantu rektor 
dalam penyelenggaraan perguruan tinggi yang terdiri atas rektorat, fakultas, dan 
satuan kerja dengan sebutan lain. 

2. Civitas academica 

Civiatas academica adalah unsur di lingkungan perguruan tinggi yang terlibat 
dalam tridharma perguruan tinggi antara lain mahasiswa, dosen, alumni, dan 
lain-lain. Adapun model hubungan pengelolaan arsip tingkat perguruan tinggi 
antara pencipta arsip dan arsip perguruan tinggi sebagai lembaga kearsipan 
perguruan tinggi dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip statis dari 
pencipta arsip tingkat perguruan tinggi dapat digambarkan seperti berikut ini.  

 
              Sumber: goegle.com 

Gambar 7.1: Model Hubungan Pengelolaan Arsip Tingkat Perguruan Tinggi 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanatkan 
bahwa lembaga kearsipan nasional/ANRI, lembaga kearsipan perguruan tinggi 
negeri wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diperoleh dari setiap 
unit kerja di lingkungan perguruan tinggi dan civitas akademika. Pasal 1 angka 
26 mendefinisikan bahwa pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian 
arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis yang meliputi akuisisi, 
pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik 
dalam suatu sistem kearsipan nasional. 
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E. Akuisisi Arsip Statis 
Tahap pertama pengelolaan arsip statis kearsipan dilaksanakan melalui kegiatan 
akuisisi arsip statis oleh lembaga kearsipan terhadap arsip statis yang diserahkan 
oleh pencitpa arsip. Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khazanah 
arsip statis pada lembaga karsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan 
penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada 
lembaga kearsipan (Perka ANRI No. 31 tahun 2011). Pelaksanaan akuisisi arsip 
statis di lingkungan perguruan tinggi merupakan tindak lanjut dari hasil 
penelusuran arsip statis di lingkungan perguruan tinggi oleh lembaga kearsipan 
perguruan tinggi.   

a. Prinsip Akuisisi Arsip Statis 

Dalam rangka menjamin khazanah arsip statis di lembaga kearsipan lebih 
efektif, akuisisi arsip statis perlu memperhatikan hal-hal mendasar yang terkait 
dengan prinsip dan strategi akuisisi arsip statis. 

1) Akuisisi arsip statis dilakukan dengan cara penarikan arsip statis oleh 
lembaga kearsipan dari pencipta arsip ataupun terima arsip statis dari 
pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. 

2) Arsip statis yang akan diakuisisi ke lembaga kearsipan telah ditetapkan 
sebagai arsip statis melalui proses penilaian berdasarkan pedoman 
penilaian kriteria selesai masa simpan dinamisnya. 

3) Arsip statis yang diakuisisi dalam keadaan teratur dan terdaftar dengan 
baik sesuai dengan bentuk dan media. 

4) Serah terima arsip statis dari hasil kegiatan akuisisi arsip statis wajib 
didokumentasikan melalui pembuatan naskah serah terima arsip yang 
berupa berita acara serah terima arsip statis, daftar arsip statis yang 
diserahkan berikut riwayat arsip, dan arsipnya. 

5) Akuisisi arsip statis oleh lembaga kearsipan diikuti dengan peralihan 
tanggung jawab pengelolaannya. 

b. Strategi akuisisi 

Setiap arsip statis yang akan diakuisisi merupakan tanggung jawab lembaga 
kearsipan. Kegiatan akuisisi arsip statis merupakan awal pelaksanaan 
pengelolaan arsip statis oleh lembaga kearsipan. Oleh karena itu, diperlukan 
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strategi akuisisi arsip statis agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai tujuan dan 
sasaran yang telah ditetapkan. Strategi akuisisi arsip statis bertujuan: 

1) Mengarahkan keseluruhan kegiatan sesuai dengan sasaran akuisisi 
arsip statis; 

2) Memberi batasan-batasan yang perlu dilakukan untuk memperoleh 
arsip statis; 

3) Mencegah terjadinya perolehan arsip yang tidak layak disimpan secara 
permanen; 

4) Mengatur proses serah terima arsip antara pihak lembaga kearsipan 
dan pencipta arsip; 

5) Mengontrol keseluruhan penyelenggaraan kegaitan akuisisi. 

Strategi akuisisi arsip statis merupakan langkah koordinasi aktivitas berbagai 
tahapan dalam pelaksanaan akuisisi arsip yang tercantum dalam haluan akuisisi 
dan bertujuan memperoleh arsip statis guna menambah khazanah arsip statis di 
lembaga kearsipan. 

c. Pelaksanaan akuisisi 

Pelaksanaan akuisisi arsip statis merupakan rangkaian program kegiatan yang 
dimulai dari tahap monitoring, penilaian, pelaksanaan, dan serah terima arsip 
statis. Monitoring merupakan kegiatan penelurusan arsip yang potensial 
menjadi arsip statis di lingkungan pencipta arsip (crating agency) dan pemilik 
arsip (owner).  

Penilaian arsip statis, merupakan proses penentuan status arsip layak untuk 
diakuisisi.  Verifikasi dilakukan terhadap arsip statis yang tercantum di dalam 
JRA yang berketerangan dipermanenkan serta terhadap arsip yang belum 
tercantum dalam JRA, tetapi memiliki nilai guna kesejahteraan dengan 
didukung oleh bukti-bukti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Serah terima arsip statis merupakan proses akhir dari kegiatan 
akuisisi arsip statis terkait dengan peralihan tanggung jawab pengelolaan arsip 
dari pencipta arsip kepada kembaga kearsipan perguruan tinggi.  

1. Tahap Penilaian Arsip Statis 

Penilaian arsip statis dilakukan oleh lembaga kearsipan untuk menyeleksi arsip 
yang telah dinyatakan habis masa retensinya dan/atau berketerangan permanen 
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oleh pencipta arsip.  Beberapa hal yang perlu diketahui dalam melakukan 
penilaian arsip statis, yaitu sebagai berikut: 

1) Penilaian arsip dalam akuisisi menggunakan pendekatan makro 
dengan mengedepankan tema sosial (social issues) sehingga 
dimungkinkan informasi arsip tersebut tidak hanya terdapat pada satu 
pencipta arsip, tetapi juga terdapat di beberapa pencipta arsip.   

2) Penilaian arsip didasarkan analisis fungsi organisasi, antara lain: 
a) Mengkaji fungsi dari seluruh bidang yang terdapat dalam 

organisasi, diawali dengan pemahaman terhadap tujuan umum 
organisasi, kemudian memahami fungsi-fungsi dan kegiatan untuk 
mencapai tujuan umum organisasi. 

b) Memahami fungsi organisasi secara utuh dalam struktur organisasi 
sehingga mengetahui unit kerja yang melaksanakan fungsi operatif 
organisasi dan fungsi fasilitatif organisasi; 

c) Memahami keterkaitan fungsi dengan kegitan dan transaksi dalam 
setiap unit kerja dalam struktur organisasi, dan mengetahui arsip-
arsip yang tercipta dari hasil transaksi dalam unit-unit informasi 
secara berjenjang sesuai dengan hierarki dalam kaitan tersebut; 

d) Memahami sifat program kegiatan dari semua unit kerja dalam 
sektor atau cabang, apakah merupakan transaksi utama, repetatif, 
homogeny, kasus khusus, individual, atau bersifat riset, untuk 
menentukan jumlah seri arsip yang ada. 

e) Mengidentifikasi keberadaan spesialisasi kegiatan sebagai dasar 
pengelompokan seri arsip. 

3) Penilaian arsip didasarkan substansi informasi, antara lain: 
a) Melakukan identifikasi arsip mengenai kebijakan yang relevan 

dengan program; 
b) Melakukan penggabungan arsip yang berbentuk rangkuman, 

kumpulan atau ekstrak informasi dari berkas masalah, studi, riset, 
berkas kasus, dan sistem data; 

c) Melakukan penggabungan arsip dari berbagai kegiatan dan 
transaksi yang berkaitan sehingga dapat bersama-sama 
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membentuk seri arsip dan penilaian arsip dapat dilakukan lebih 
baik; 

d) Mempertimbangkan keberadaan semua berkas kasus penting 
sebagai arsip bernilai guna permanen; 

e) Menilai hubungan antara arsip elektronik dan sistem yang ada 
untuk memungkinkan penilaian informasinya secara menyeluruh.  
Penilaian arsip elektronik harus dimulai dengan 
mempertimbangkan integritas arspek fisik dan kemudian ke 
informasi yang terkandung di dalamnya; 

f) Menilai seri arsip sebagai suatu bagian dari keseluruhan arsip; 
g) Menilai berkas khusus dalam seri arsip yang bernilai guna 

informasional khusus atau kasus kontroversial yang tidak umum.  
Berkas jenis tersebut pada umumnya memiliki nilai guna 
permanen. 

4) Penilaian arsip didasarkan analisis karakteristik fisik, antara lain: 
a) Bentuk fisik yang dapat dijadikan subjek penelitian, baik dari 

aspek material maupun formatnya; 
b) Memiliki kualitas artistik atau estetika; 
c) Unik atau memiliki ciri-ciri fisik yang khas/spesifik; 
d) Memiliki ketahanan usia melampaui batas rata-rata usia materi 

sejenisnya; 
e) Memiliki nilai keunikan dalam proses penemuan atau 

pelestariannya; 
f) Autentitas dan kredibilitas informasinya bersifat kontroversial 

sehingga diragukan dan memerlukan proses pemeriksaan fisik 
secara laboratoris untuk pengujiannya; 

g) Hal yang umum banyak diminati masyarakat karena secara 
langsung berkaitan dengan kemashuran atau menyangkut 
kehidupan orang-orang penting, tempat, benda, isu atau peristiwa 
dalam sejarah; 

h) Memiliki arti dari segi dokumentasi yang sah yang mendasari 
keberadaan suatu lembaga; 
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i) Memiliki arti dari segi dokumentasi kebijaksanaan pada tingkat 
eksekutif yang berpengaruh secara luas baik didalam maupun 
diluar negeri. 

5) Penilaian terhadap arsip bentuk khusus (seperti: foto, film/video, kaset, 
kartografi dan gambar kearsitekturan serta juga arsip elektronik) 
berbeda degan cara penilaian arsip yang dilakukan terhadap arsip 
media kertas. Untuk arsip bentuk khusus yang merupakan lampiran 
atau informasi pendukung dari arsip media kertas maka proses 
penilaiannya menyatu dengan penilaian arsip media kertas dengan 
mengikuti JRA. Namun apabila arsip bentuk khusus itu tercipta tanpa 
didukung oleh arsip media kertas maka perlu dilakukan penilaian, 
dengan menggunakan dua cara, yaitu: 
a) Penilaian dengan melakukan analisis terhadap informasi arsipnya, 

baik itu menyangkut topik/tema maupun deskripsi arsip tersebut 
sehingga dapat ditentukan nilai guna arsipnya; dan 

b) Penilaian dengan melakukan analisis teknis penyimpanan 
arsipnya, termasuk memperhatikan ketahanan fisik kestabilan 
media termasuk kualitas gambar, kualitas suara, keusangan 
teknologi dan transfer informasi.  

2. Tenis Pelaksanaan Akuisisi Arsip 
1) Verifikasi Secara Langsung 

Dilakukan apabila pencipta arsip telah mempunyai JRA/JRD. Langkah-
langkahnya sebagai berikut: 

a. Memeriksa kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik serta nilai 
informasi arsip statis dengan mempertimbangkan konteks, isi dan 
struktur, dengan ketentuan: 
(a) Apabila hasil verifikasi menunjukkan arsip statis tidak lengkap 

maka kepala lembaga kearsipan meminta pencipta arsip untuk 
melengkapi arsip statis dan/atau membuat pernyataan tentang 
kondisi arsip statis; 

(b) Apabila arsip statis yang diakuisisi tidak ditemukan aslinya maka 
pimpinan pencipta arsip harus melakukan autentikasi ke lembaga 
kearsipan; 
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(c) Arsip statis asli yang belum ditemukan harus dimasukkan dalam 
daftar pencarian arsip (DPA) dan diumumkan kepada publik oleh 
lembaga kearsipan.  

b. Melakukan penilaian arsip sesuai dengan JRA apabila pemeriksaan 
fisik arsipnya telah lengkap: 
(a) Melakukan pemeriksaan fisik arsip berdasarkan daftar arsip; 
(b) Memilah dan menetapkan arsip yang dinyatakan permanen dalam 

JRA untuk diserahkan kepada lembaga kearsipan; 
(c) Membuat daftar arsip statis; 
(d) Melakukan akuisisi arsip statis. 

 
                          Sumber. Perka ANRI 31 tahun 2011 

Gambar 7.2: Proses Kerja Penilaian Verifikasi Secara Langsung Apabila 
telah lengkap 

2) Verifikasi secara tidak langsung 

Dilakukan apabila pencipta arsip berbentuk lembaga/organisasi belum 
mempunyai JRA atau JRD. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Verifikasi secara tidak langsung untuk lembaga/organisasi: 
(a) Memeriksa arsip sesuai daftar arsip; 
(b) Menilai arsip yang memiliki nilaiguna primer dan sekunder; 
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(c) Menetapkan status arsip menjadi: musnah, simpan sebagai arsip 
inaktif, simpan permanen atau diserahkan ke lembaga kearsipan; 

(d) Membuat daftar arsip usul musnah dan daftar arsip inaktif; 
(e) Menyampaikan daftar usul musnah ke lembaga kearsipan; 
(f) Menyusun daftar arsip statis; 
(g) Melakukan akuisisi arsip statis berdasarkan daftar arsip statis yang 

diserahkan. 

 
                     Sumber. Perka ANRI 31 tahun 2011 

Gambar 7. 3: Proses kerja teknis penilaian verifikasi secara tidak langsung 
bagi lembaga/organisasi. 

b. Verivikasi secara tidak langsung untuk perseorangan 
(a) Memeriksa arsip sesuai daftar arsip; 
(b) Menilai arsip yang memiliki nilai guna primer dan skunder; 
(c) Menetapkan status arsip menjadi: simpan sebagai arsip 

perseorangan, simpan permanen untuk diserahkan ke lembaga 
kearsipan; 

(d) Menyusun daftar arsip statis; 
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(e) Melakukan akuisisi arsip statis berdasarkan daftar arsip statis yang 
diserahkan. 

 
               Sumber. Perka ANRI 31 tahun 2011 

Gambar 7. 4: Proses kerja teknis penilaian verifikasi secara tidak langsung 
bagi perorangan. 

c. Serah Terima Arsip Statis 

Proses serah terima arsip statis merupakan sasaran terakhir dari kegiatan akuisisi 
arsip statis yang melibatkan pencipta arsip selaku pihak yang menyerahkan dan 
lembaga kearsipan selaku pihak yang menerima arsip statis. Adanya proses 
serah terima arsip statis berarti ada pelimpahan tanggungjawab/wewenang 
untuk menyelamatkan dan melestarikan arsip statis dari pencipta arsip kepada 
lembaga kearsipan. Dalam proses serah terima arsip statis terdapat beberapa hal 
yang perlu dipertimbangkan, yaitu:  

1. Persiapan 
a. Membentuk tim (merupakan kesatuan dari tim penyusutan arsip); 
b. Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk proses serah 

terima arsip/dokumen, seperti boks, sampul pembungkus 
arsip/folder, dan lebel; 
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c. Menyusun daftar arsip statis (DAS) yang akan diserahkan; 

Contoh: daftar arsip statis (Perka ANRI No 31 tahun 2011) 

 
Petunjuk Pengisian: 

1. No.   : diisi dengan nomor arsip; 
2. Jenis Arsip  : diisi dengan unit informasi arsip 

(series/file/item) 
3. Tahun  : diisi dengan kurun waktu terciptanya arsip; 
4. Tingkat Perkembangan: diisi dengan tingkat keaslian arsip, seperti:  
5. Asli/copy/tembusan; 
6. Jumlah  : diisi dengan jumlah arsip (lembar/eksemplar/ 

folder/boks); 
7. Keterangan  : diisi dengan informasi khusus yang penting  
8. Diketahui, seperti : kertas rapuh, berkas tidak lengkap, lampiran 

tidak ada, dan sebagainya. 
d. Mencocokkan antara DAS yang akan diserahkan dengan arsip; 
e. Memilah dan membungkus arsip dengan kertas kissing atau 

sampul pembungkus dan memberikan label, dengan keterangan 
nama/kode seperti nama pencipta arsip, nomor arsip, dan nomor 
boks; 
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            Sumber. Perka ANRI 31 tahun 2011 

Gambar 7.5: Pembungkusan Arsip. 

f. Menata arsip kedalam boks berdasarkan nomor arsip; 
g. Memberikan label pada boks, dengan keterangan nama pencipta 

arsip, tahun penciptaan arsip, nomor arsip, dan nomor boks. 

 
Sumber. Perka ANRI 31 tahun 2011 
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Contoh Penulisan Label pada Boks Arsip 

 
2. Melakukan koordinasi antara lembaga kearsipan dengan pencipta arsip 

selaku pihak donor yang akan menyerahkan arsip statisnya, dengan 
materi: 
a. Pelaku yang akan menandatangani naskah berita acara serah 

terima arsip statis; 
b. Penyiapan naskah berita acara serah terima arsip statis; 
c. Tempat melakukan penandatanganan naskah berita acara serah 

terima arsip satatis; 
d. Waktu pada saat penandatanganan naskah berita acara serah 

terima arsip statis; 
e. Pihak yang akan diundang dalam penandatanganan naskah berita 

acara serah terima arsip statis; 
f. Proses pengiriman/pengangkutan arsip statis dari pencipta arsip ke 

lembaga kearsipan.  
3. Mempersiapkan naskah berita acara serah terima, susunan format 

berita acara meliputi: 
a. Kepala (memuat lembaga/logo, judul, dan hari/tanggal/tahun, 

tempat pelaksanaan penandatangan, nama dan jabatan pihak yang 
membuat berita acara); 

b. Batang tubuh (memuat kegiatan yang dilaksanakan); 
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c. Kaki (memuat nama jabatan/pejabat dan tanda tangan pihak yang 
melakukan penandatanganan naskah berita acara). 

Contoh: Berita Acara Serah Terima Arsip Statis 

 
 

F. Pengolahan Arsip Statis 
Tahap kedua pengelolaan arsip statis, dilaksanakan melalui kegiatan penolahan 
arsip statis. Pengelolaan arsip statis adalah proses pembuatan sarana bantu 
penemuan kembali arsip statis berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan melalui 
kegiatan deskripsi dan penataan arsip. Pengolahan arsip statis akan 
menghasilkan sarana bantu penemuan kembali arsip (finding aids). 
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Jenis sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang umum dihasilkan dalam 
rangka pengolahan arsip statis pada lembaga kearsipan itu berupa daftar arsip 
statis, inventaris arsip, dan guide arsip statis. Ketiga jenis sarana bantu 
penemuan kembali arsip statis ini digunakan oleh unit kerja penyimpanan dan 
layanan informasi arsip pada lembaga kearsipan dalam rangka akses dan 
layanan informasi kepada pengguna arsip (user). 

Ketersediaan sarana bantu penemuan kembali arsip statis sebagai hasil (output) 
dari kegiatan pengolahan arsip statis pada lembaga karsipan merupakan salah 
satu prasyarat aksesibilitas arsip statis yang disimpan oleh lembaga kearsipan. 
Oleh karena itu, dalam rangka menjamin ketersediaan arsip statis untuk berbagai 
kepentingan, seperti kegiatan pemerintah, penelitian, pendidikan, 
pengembangan ilmu pengetahuan serta penyebaran informasi arsip statis pada 
lembaga kearsipan, harus tersedia daftar arsip statis, inventaris arsip, dan guide 
arsip statis yang dilaksanakan melalui kegaitan pengolahan arsip statis. 

a. Prinsip 
1) Pengolahan arsip statis merupakan keseluruhan proses analisis 

pengorganisasian kelompok arsip statis melalui pemahaman asal 
usul dan aturan asli arsip statis serta arsip statis ditetapkan dalam 
fonds, seri, berkas, dan item dengan aturan yang melindungi dan 
mencerminkan pemahaman itu. 

2) Pengolahan arsip statis harus tetap setia mereproduksi dan 
mendokumentasikan susunan serta proses yang digunakan untuk 
menangkap (capture), menciptakan, mengolah dan memelihara 
arsip selama digunakan oleh penciptanya. 

3) Pengolahan arsip statis diatur dengan prinsip respect des fonds. 
Prinsip respect des fonds terdiri atas dua kosep terkait, yaitu asal 
usul (provenance) dan aturan asli (original ordner). Asal usul 
mengacu pada ‘lembaga asal’ arsip (pencipta arsip); sedangkan 
aturan asli mengacu pada aturan dan pengorganisasian arsip yang 
diciptakan serta disimpan oleh lembaga asalnya.  Penjelalannya 
sebagai berikut: 
a) Respect des fonds; respek terhadap pencipta arsip, termasuk 

pemeliharaan asal-usul dan aturan asli. 
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b) Asal usul (provenance); organisasi atau perseorangan yang 
membuat atau menerima, memelihara dan menggunakan arsip 
dinamisnya. 

c) Aturan asli (original ordner); aturan terhadap arsip yang 
diciptakan, diolah, dan dipelihara. 

4) Prinsip-prinsip tersebut menyaratkan lembaga kearsipan untuk 
mengolah arsip statis lembaga/organisasi yang berbeda secara 
terpisah dan memelihara aturan asli arsip statis yang diterima. 
Penerapan prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut: 
a) Tidak menggabungkan arsip statis dari dua 

lembaga/organisasi.  Arsip statis dari lembaga/organisasi yang 
berbeda harus dikelola terpisah meskipun lembaga/organisasi 
itu terlibat pada kegiatan yang sama atau memiliki orang-
orang yang sama. Demikian pula arsip statis pribadi dari 
pereorangan yang berbeda tidak digabungkan meskipun 
individu-individu tersebut terkait atau mengalami peristiwa 
yang sama. 

b) Tidak mengolah kembali arsip statis yang sudah 
memperlihatkan aturan aslinya. Aturan asli arsip statis yang 
diterima tidak harus diolah kembali apabila aturannya jelas 
menggambarkan fungsi dan aktivitas pencipta arsip. Secara 
khusus, arsip statis tidak harus diolah berdasarkan subjek, 
tanggal, jika tidak sesuai dengan aturan asli arsip ketika 
diciptakan. 

c) Mengidentifikasi level arsip statis sesuai dengan level hierarki 
pengaturan yang digunakan dalam pekerjaan kearsipan. 

5) Jika tidak ada cara untuk membedakan aturan apa pun dalam arsip 
statis atau jika arsip statis diolah secara sembarangan, lembaga 
kearsipan dapat menggunakan aturan artifisial (buatan) yang dapat 
mencerminkan semangat dan tujuan pencipta arsipnya serta 
memfasilitasi penggunaan arsip statis untuk penelitian. 
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b. Prosedur 

Prosedur pengolahan arsip statis sebagai berikut: 

a. Survei dan identifikasi arsip. Penyusunan daftar arsip statis 
dimulai dari kegiatan indentifikasi informasi arsip statis yang akan 
diolah dan dibuat sarana bantu penemuannya. Identifikasi 
informasi arsip statis dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang 
berkaitan dengan pencipta arsip, sistem penataan, jenis arsip, 
kurun waktu, jumlah/volume, dan konsidi fisik. 

b. Pembuatan skema sementara pengaturan arsip. Skema sementara 
merupakan susunan kelompok arsip yang dibuat berdasarkan 
subjek atau fungsi organisasi atau klasifikasi arsip organisasi bagi 
yang telah memiliki sistem penataan arsipnya, kepegawaian, 
keuangan, dan lain-lain. 

c. Rekonstruksi arsip. Rekonstrusi arsip adalah kegiatan 
mengembalikan penataan arsip sesuai dengan konteks dan 
penataan aslinya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengatur 
susunan lembaran arsip dalam setiap file, susunan file dalam setiap 
series, dan pengaturan series arsip yang satu degan series arsip 
yang lain dalam grup arsip. Terhadap arsip yang sudah disusun 
sesuai dengan aturan asli tidak perlu dilakukan rekonstruksi arsip. 
Aturan asli tersebut harus tetap dipertahankan. Adapun terhadap 
arsip yang susunannya sudah mengalami perubahan perlu 
dilakukan rekonstruksi arsip. 

d. Deskripsi arsip dan pemberian nomor sementara. Deskripsi arsip 
adalah kegiatan perekaman informasi setiap series arsip. Deskripsi 
arsip dapat mengacu pada standar deskripsi yang berlaku secara 
nasional dan internasional. Akan tetapi, deskripsi arsip statis dapat 
menggunakan unsur-unsur unit informasi arsip sekurang-
kurangnya memuat hal-hal berikut: 

a. Informasi series, yaitu isi ringkas yang terkandung dalam series 
arsip. Unsur ini harus dituangkan dalam uraian yang jelas dan 
dapat menggambarkan informasi arsip secara lengkap dan singkat.  
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Misalnya, perencanaan pegawai, pengangkatan pegawai, 
pembinaan pegawai, kesejahteraan, pensiun dan sebagianya. 

b. Kurun waktu arsip. Setelah isi informasi, perlu dituangkan kurun 
waktu arsip tersebut diciptakan. Kurun waktu itu dapat dalam 
bentuk waktu seperti tahun atau bulan dan tanggal, misalnya: 1980 
– 1985, sebelum tahun 1985, sejak 1 Desember 1975, 11 Maret 
1956 dan sebagainya. 

c. Bentuk redaksi, yaitu bentuk atau format informasi dan fisik arsip 
bersangkutan. Misalnya, laporan, surat-surat, memorandum, 
risalah rapat, dan sebagainya. 

d. Tingkat keaslian, berkaitan dengan autentisitas (dari orgnaisasi 
yang berwenang), keabsahan sah secara hukum, dan kesahihan 
(data atau informasi terpercaya) suatu arsip. Misalnya, asli, 
salinan, tembusan atau copy. 

e. Kondisi arsip. Keterangan kondisi arsip diperlukan untuk 
membritahukan keadaan arsip dalam kaitannya dengan 
karakteristik fisik ataupun keadaan lainnya.  Misalnya, kertas 
berlubang, gambar memudar, arsip rusak, arsip sobek, dan lainnya. 

f. Jumlah arsip. Deskripsi ini menjelaskan jumlah arsip yang 
dideskripsikan. Misalnya, 1 folder, 4 sampul, 2 bungkus, dan 
sebagainya. 

g. Pendeskripsian arsip dapat dituangkan dalam kartu deskripsi.  
Kartu deskripsi ini dapat dibuat dari kertas HVS dilipat dan 
dipotong menjadi 4 kartu deskripsi. Penuangan dekripsi dalam 
kartu deskripsi di samping memerhatikan unsur-unsur deskripsi, 
perlu ditambahkan juga keterangan tentang kode pembuat 
deskripsi dan unit asal arsip.  Hal ini diperlukan karena kegiatan 
deskripsi diperlukan dalam penataan arsip yang volume arsipnya 
banyak dan dikerjakan lebih dari dua orang. Dengan deskripsi 
arsip dalam kartu deskripsi, dapat memudahkan pengecekan 
kesalahan atau ketidak jelasan penuangan unsur-unsur deskripsi 
yang dilakukan oleh setiap petugas arsip. 
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Contoh kartu deskripsi arsip: 

 
e. Pembungkusan arsip. Arsip yang telah selesai ditata, selanjutnya 

dibungkus (packing) dengan kertas omslag, kemudian diikat 
dengan tali. 

f. Entri dan pengolahan data. Memasukkan data hasil deskripsi ke 
dalam program computer, urutannya sesuai dengan yang ada pada 
skema pengaturan arsip (defenitif) yang telah dipersiapkan 
sebelumnya sehingga masalah yang sama dapat disatukan dengan 
mudah.  

g. Pembuatan sekema definitif. Pembuatan skema definitive berasal 
dari skema sementara yang telah dibuat. Hasil verifikasi terhadap 
skema sementara menghasilkan sekema definiti pengaturan arsip. 

h. Draft sarana bantu penemuan kembali (finding aids).  Finding aids 
merupakan hasil akhir dari suatu kegiatan pengolahan arsip statis 
yang berbentuk buku, dan sebagai panduan atau sarana bantu jalan 
masuk dalam penemuan kembali arsip bagi peneliti. Sarana temu 
kembali arsip mencakup setiap deskripsi atau referensi yang dibuat 
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atau diterima oleh lembaga kearsipan dalam usaha melaksanakan 
pengawasan/pengaturan administratif ataupun intelektual terhadap 
seluruh khazanah arsip.  

Sarana bantu penemuan kembali arsi statis, antara lain: 

a. Daftar arsip, yaitu sarana penemuan kembali arsip statis berupa 
daftar yang berisi unit informasi arsip hasil deskripsi dari 
sekelompok atau grup arsip. 

b. Inventaris arsip, yaitu salah satu sarana penemuan kembali arsip 
statis yang berupa susunan hasil deskripsi arsip secara menyeluruh 
dan dilengkapi sejarah organisasi, riwayat arsip, 
pertanggungjawaban pengaturannya, indeks serta lampiran-
lampiran yang mendukung dalam pengaturan arsip tersebut. 

c. Guide, yaitu kumpulan dari beberapa finding aids yang berisi 
tentang sejarah ringkas setiap lembaga pencipta arsip yang ada, 
jumlah arsip, dan data arsipnya. Dapat dikatakan guide karena 
merupakan garis besar dari setiap daftar/inventaris arsip; 

d. Indeks, yaitu salah satu sarana penemuan kembali arsip, dengan 
menggunakan kata tangkap, seperti nama orang, geografi, 
kejadian, masalah; 

e. Agenda, yaitu saran penemuan arsip yang didasarkan pada 
pencatatan surat masuk atau surat keluar 

i. Manuver fisik dan penomoran definitive (tetap). Arsip yang telah 
disusun dengan deskripsi arsipnya kemudian diolah (dimanuver) 
dikelompokkan, dan disusun kembali sesuai dangan masalah 
(klasifikasi). Pengelompokan kartu deskripsi dilakukan 
berdasarkan skema arsip atau klasifikasi arsip yang telah 
dilakukan sebelumnya. Series-series arsip yang telah dituangkan 
pada kartu deskripsi dilakukan pemeriksaan ulang. Apakah series 
arsip tersebut merupakan series tersendiri atau merupakan 
subseries sebagai bagian dari series arsip yang lain. Apabila 
merupakan subseries dari series arsip lain, perlu dilakukan 
pengelompokan pada series tersebut. Setelah pemeriksaan series 
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arsip pada kartu deskripsi telah dilakuan secara keseluruhan 
sehingga seluruh series telah menjadi kesatuan series arsip 
tersendiri, dilakukan penomoran definitive pada kartu deskripsi 
seluruh series arsip tersebut. Penomoran dilakukan secara 
berurutan sesuai dengan susunan pada skema arsip dari nomor 
1,2,3 dan seterusnya sehingga seluruh series arsip selesai. 
Penomoran definitive juga dilakukan pada sampul arsip 
berdasarkan urutan nomor yang sesuai dengan nomor yang tertera 
dalam inventaris arsipnya. Nomor definitif inilah dijadikan 
pedoman sebagai jalan masuk bagi penemuan kembali arsip atau 
penataan dan penyimpanan arsipnya. 

j. Penataan arsip statis. Penataan arsip statis dilakukan berdasarkan 
struktur penataan, yaitu: donds (grup), series, berkas (file), dan 
item.  Fonds adalah seluruh arsip yang dimiliki oleh pencipta arsip 
apapun bentuk dan medianya, baik yang diciptakan maupun yang 
diakulumasikan oleh orang tertentu, keluarga, lembaga dalam 
pelaksanaan fungsi, dan aktivitasnya. Series adalah kumpulan 
arsip yang diatur sesuai dengan sistem filing atau dipelihara 
sebagai satu unit karena dihasilkan dalam proses akumulasi 
kegiatan yang sama, satu seri disebut juga satu record series. File 
merupakan satu unit dokumen atau arsip yang dikelompokkan 
karena kesamaan kegiatan atau masalah oleh pencipta arsip pada 
saat proses pengolahan arsip statis dan hal ini akan membentuk 
kedalam series arsip. Adapun item adalah unit arsip terkecil yang 
secara intelektual tidak mungkin lagi bias diuraikan. Misalnya 
surat, memorandum, laporan, foto, dan lain-lain. 

Proses penataan arsip pada umumnya meliputi kegiatan pengepakan 
(packing), lebeling, dan penataan dalam rak/lemari arsip (shelving). Pada 
arsip berbasis kertas, pengepakan dilakukan dengan menggunakan boks-
boks arsip yang harus sesuai dengan standar kearsipan dan sesuai dengan 
materi arsip yang akan disimpan di dalamnya. 

k. Pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip (finding aids). 
Kegiatan terakhir dari pengelolaan arsip statis adalah membuat 
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finding aids. Sarana temu kembali arsip mencakup setiap deskripsi 
atau referensi yang dibuat atau diterima oleh lembaga kearsipan 
dalam usaha melaksanakan pengawasan atau pengaturan 
administratif ataupun intelektual terhadap seluruh khazanah arsip. 
Sarana bantu penemuan kembali arsip statis meliputi hal-hal 
berikut. 

a. Daftar arsip, yaitu sarana penemuan kembali arsip statis yang 
berupa daftar yang berisi unit informasi arsip hasil deskripsi dari 
sekelompok atau grup arsip. 

b. Inventaris arsip, yaitu salah satu sarana penemuan kembali arsip 
statis yang merupakan susunan hasil deskripsi arsip secara 
menyeluruh dan dilengkapi sejarah organisasi, riwayat arsip, 
pertanggung jawaban pengaturannya, indeks serta lampiran-
lampiran yang mendukung dalam pengaturan arsip tersebut. 

c. Guide, yaitu kumpulan dari beberapa finding aids yang berisi 
tentang sejarah ringkas setiap lembaga pencipta arsip yang ada, 
jumlah arsip, dan data arsipnya. Guide merupakan garis besar dari 
setiap daftar atau inventaris. 

d. Indeks, yaitu salah satu sarana penemuan kembali arsip, dengan 
menggunakan kata tangkap, seperti nama orang, geografi (nama 
tempat), kejadian, masalah. Nomor indeks mengacu pada nomor 
inventaris, sedangkan indeks pada buku mengacu pada halaman 
buku. 

e. Agenda, yaitu sarana penemuan arsip yang didasarkan pada 
pencatatan surat masuk atau keluar.  

 

G. Preservasi Arsip Statis 
Tahap ketiga pengelolaan arsip statis dilaksanakan melalui kegiatan pereservasi 
arsip statis. Preservasi adalah keseluruhan proses dan kerja dalam rangka 
perlindungan arsip statis terhadap kerusakan arsip atau unsur perusak dan 
restorasi/perbaikan bagian arsip yang rusak (Perka ANRI No. 23 tahun 2011). 
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Preservasi ditinjau dari tindakannya yang terdiri atas preservasi preventif dan 
preservasi kuratif. Walne (1988) mendefinisikan preservasi sebagai proses 
perlindungan arsip dari kerusakan ataupun penurunan daya tahan serta tindakan 
perbaikan terhadap arsip yang mengalami kerusakan atau penurunan.   

Secara alami keberadaan media arsip akan mengalami proses pelapukan jika 
disimpan dalam jangka waktu lama.  Kertas sebagai salah satu media perekam 
informasi arsip merupakan bahan organik yang dapat terurai seiring dengan 
berjalannya waktu, demikian pula dengan arsip. Preservasi arsip statis secara 
umum bertujuan melindungi fisik dan informasi arsip statis agar memiliki 
ketahanan yang optimal serta menghindarkan kerusakan sehingga fisik dan 
informasi yang di kandungnya dapat terlindungi selama mungkin atau lestari.   

Preservasi arsip statis meliputi kegiatan berikut: 

1) Pemeliharaan dan penjagaan arsip statis terhadap berbagai faktor 
perusak arsip, baik yang diakibatkan oleh faktor internal maupun 
faktor eksternal (tindakan yang bersifat pencegahan atau preventif) 

2) Perawatan dan perbaikan terhadap arsip statis apabila suatu waktu 
terjadi kerusakan (tindakan yang bersifat kuratif atau korektif) 

3) Pengamanan dan perlindungan terutama terhadap informasi yang 
terkandung dalam arsip statis. 

Selain istilah “preservasi”, istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk 
kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian arsip statis pada lembaga kearsipan 
adalah istilah “konservasi arsip” (conservation). Dalam konteks 
penyelenggaraan kearsipan di Indonesia, konsep “konservasi arsip” merupakan 
bagian dari “preservasi arsip”. Ellis (1993), konservasi adalah proses dari 
preservasi secara fisik terhadap media rekam asli arsip.  Dalam pelaksanaannya, 
konservasi ini menyangkut dua hal, yaitu konservasi yang bersifat pencegahan 
(preventive conservation) dan konservasi yang bersifat perbaikan (restoration 
conservation). 

Secara alami, keberadaan media arsip statis di lembaga kearsipan akan 
mengalami proses penurunan daya tahan jika disimpan dalam jangka waktu 
lama. Kertas sebagai salah satu media perekaman informasi arsip statis 
merupakan bahan organik yang dapat terurai seiring dengan berjalannya waktu.  
Demikian pula arsip statis jenis lainnya, seperti arsip foto, film, video, rekaman 
suara, memiliki risiko kerusakan karena mengandung bahan-bahan yang tidak 
stabil. Proses penurunan daya tahan terhadap media arsip statis di lembaga 
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kearsipan akan terus berjalan dan sering tidak diketahui dan tidak mampu untuk 
dicegah sampai ditemukan perubahan pada pisik arsip.  Oleh karena itu, upaya 
yang dapat dilakukan adalah memperlambat dan mengurangi kerusakan yang 
terjadi serta menjamin arsip tersimpan dalam lingkungan yang aman. 

Lembaga kearsipan yang memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab di bidang 
pengelolaan arsip statis harus memiliki komitmen untuk menjamin keselamatan 
dan kelestarian arsip statis.  Pimpinan lembaga karsipan wajib memberikan 
bukti komitmennya dalam bentuk kebijakan preservasi arsip statis dalam 
penyusunan dan implementasi system manajemen preservasi secara efektif dan 
berkesinambungan. 

Namun demikian, preservasi arsip statis pada lembaga kearsipan bukanlah tugas 
yang mudah. Preservasi arsip statis yang dilakukan di seluruh dunia menghadapi 
masalah yang serius karena kerusakan yang disebabkan oleh berbagai faktor 
perusak. Sumber kerusakan arsip statis dapat berasal dari faktor internal dan 
eksternal. Faktor perusak internal dapat desebabkan oleh penyusun bahan dasar 
arsip itu sendiri, di antaranya penggunaan bahan-bahan yang berbahaya dalam 
proses pembuatan bahan dasar arsip (misalnya lignin dan alum rosin) serta 
penggunaan tinta yang bersifat asam. Faktor perusak eksternal dapat disebabkan 
oleh lingkungan tempat arsip statis disimpan, seperti suhu dan kelembapan yang 
tidak stabil, sinar ultraviolet, polusi udara, hama perusak arsip statis (seperti 
jamur/kapang, serangga, dan binatang pengerat), serta faktor manusia (seperti 
ketidak pedulian ketika menangani arsip dan pencurian). 

Upaya melindungi arsip statis terhadap kerusakan arsip yang disebabkan oleh 
berbagai faktor perusak dilakukan melalui kegiatan preservasi arsip Perka ANRI 
no 23 tahun 2011 kegiatan Preservasi arsip meliputi:  

a. Preservasi Preventif. 

Preservasi Preventif merupakan cara dalam mendukung preservasi arsip statis 
agar dapat disimpan dalam jangka panjang. Tujuan utama preservasi preventif 
adalah untuk mencegah dan memperlambat kerusakan yang terjadi pada arsip 
statis.  

1. Depot Arsip 
a. Lokasi Depot. 
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1) Lokasi depot harus menghindari daerah yang memiliki struktur 
tanah labil, rawan bencana, dekat laut, kawasan industri, 
pemukiman penduduk, bekas hutan dan perkebunan. 

2) Lokasi depot harus menghindari daerah yang berdekatan dengan 
instalasi strategis seperti instalasi militer, lapangan terbang dan rel 
kereta api; 

3) Lokasi depot harus menghindari lingkungan yang memiliki tingkat 
resiko kebakaran sangat tinggi, seperti lokasi penyimpanan bahan 
mudah meledak, dan pemukiman padat.  

b. Struktur Depot 
1) Konstruksi terbuat dari bahan sesuai standar dan terisolasi dengan 

baik sehingga dapat mempertahankan kestabilan kondisi ruang 
penyimpanan; 

2) Dilengkapi dengan alat pelindung bahaya kebakaran sepert 
heat/smoke detection, fire alrm, extinguisher, dan sprinkler 
system; 

3) Memiliki saluran air/drainase yang baik sehingga dapat 
mengeluarkan air secepat mungkin dari bangunan; 

4) Ruangan yang ideal yaitu tidak menggunakan banyak jendela.  
Jika ada jendela harus dilindungi dengan filter penyaring sinar UV 
karena arsip harus dijauhkan dari sinar matahari langsung filter 
dapat berupa UV filtering polyester film. Jika ruangan dilakukan 
fumigasi secara rutin perlu disediakan ekhoust fan dilengakpi 
penutup untuk pengeluaran udara setelah fumigasi. 

5) Dilengkapi pintu darurat untuk memindahkan arsip statis jika 
terjadi kebakaran/bencana. 

c. Ruang Depot 
1) Ruangan depot penyimpanan arsip kertas dan audio visual terpisah 

karena berbeda jenis arsip dan penanganannya; 
2) Mempunyai suhu dan kelembaban yang selalu stabil. Fluktuasi 

suhu dan kelembaban yang selalu stabil. Fluktuasi suhu dan 
kelembaban yang diperbolehkan adalah 1 rentang penurunan dan 
kenaikan suhu dan kelembaban selama 24 jam sesuai persyarata.  
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Sedangkan ruangan penyimpanan yang tidak menggunakan sistem 
pengingin udara/AC, lokasi dan konstruksi bangunannya harus 
terisolasi dengan baik; 

3) Suhu dan kelembaban yang dipersyaratkan bagi berbagai jenis 
arsip: 
a) Kertas: Suhu 20oC ± 2o C, Kelembaban 50 % ± 5%; 
b) Film hitam putih: suhu < 18oC ± 2o C, kelembaban 35%. 

Setelah penyimpanan dalam suhu < 10oC, kondisi arsip harus 
disesuaikan terlebih dahulu dalam suhu kamar selama 24 jam 
sebelum digunakan; 

c) Film berwarna: suhu < 5oC, kelembaban 35 % ± 5%. Setelah 
penyimpanan dalam < 10oC, kondisi arsip harus disesuaikan 
terlebih dahulu dalam suhu kamar selama 24 jam sebelum 
digunakan; 

d) Media magnetic (video, rekaman suara): suhu 18o C ± 2oC, 
kelembaban 35% ± 5% 

4) Pemantauan terhadap suhu, kelembaban, kualitas udaha dilakukan 
secara berkala yaitu satu minggu sekali.  Peralatan yang digunakan 
untuk mengukur suhu dan kelembaban adalah 
thermohygrometer/thermohgropraph, sedangkan sling 
psychrometer digunakan untuk mengklalibrasinya; 

5) Untuk mengatur kelembaban udara digunakan alat dehumidifier. 
Selain itu dapat digunakan slicagel yang mampu menyerap uap air 
dari udara; 

6) Kondisi suhu dan kelembaban ruang transit di ruang baca 
diusahakan sesuai dengan persyaratan penyimpanan arsip; 

7) Di dalam ruangan penyimpanan dipasang: 
a) Alat pembersih udara (air clener). Di dalam alat tersebut 

terdapat bahan karbon aktif untuk menyerap gas pencemar 
udara dan bau. Selain itu juga terdapat filter untuk 
membersihkan udara dari partikel debu; 

b) Alat pengukur intensitas cahaya (lux meter) dan digunakan 
UV meter untuk mengukur kandungan sinar UV. Untuk arsip 



142 Manajemen Arsip Perguruan Tinggi 

 

kertas/konvensional, intensitas cahaya tidak boleh melebihi 50 
lux dan sinar UV tidak boleh melebihi 75 microwatt/lumen.  
Cahaya dari lampu neon sebaiknya dilindungi dengan filter 
untuk menyerap sinar ultraviolet.  

2. Rak Arsip 
a. Rak yang digunakan harus cukup kuat menehan beban arsip dan 

selalu dalam keadaan bersih; 
b. Jarak aman antara lantai dan rak terbawah adalah 85-150 mm 

untuk memperoleh sirkulasi udara, mudah membersihkan lantai 
serta mencegah bahaya banjir; 

c. Arsip tidak disimpan di bagian atas rak kemaren berdekatan 
dengan lampu dan untuk menghindarkan kemungkinan adanya 
tetesan air dari alat penyembul api yang rusak atau atap yang 
bocor; 

d. Rak terbuat dari logan yang dilapis anti karat dan anti gores untuk 
arsip kertas dan arsip film.  Khusus untuk arsip berbahan magnetik 
(video dan rekaman suara), rak tidak mengandung medan magnet; 

e. Rak diberi label yang jelas sesuai dengan isi sehingga dapat 
dengan mudah mengatur khazanah arsip. Rak yang berupa laci 
sebaiknya memiliki kenop, dan memiliki mulut/tepi di bagian 
depan dan belakang untuk menghindari jatuhnya arsip. 
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 Sumber. Google.com 

Gambar 7.6: Jenis Rak dan Penyimpanan Arsip 

3. Boks/Container Arsip 

Boks/container memiliki peranan dalam mengurangi kerusakan arsip akibat 
pengaruh perubahan suhu dan kelembaban, debu, serta penanganan yang salah. 

a. Arsip Kertas 
1) Ukuran boks yang digunakan cocok untuk format arsip, dan 

mempunyai penutup untuk menghindarkan dari debu, cahaya, air 
dan polutan lain.  Arsip yang lebar tidak boleh dilipat; 

2) Boks tidak terlalu besar atau terlalu kecil, dan isi boks tidak terlalu 
penuh atau kosong sehingga mudah dalam penanganan; 

3) Boks seharusnya bebas asam dan bebas lignin. Jika tidak tersedia, 
arsip dibungkus dengan kertas/pembungkus bebas asam dan bebas 
lignin; 

4) Hindari boks yang terbuat dari bahan plastik karena menyebabkan 
lembab; 

5) Menggunakan boks sesuai standar dan dalam keadaan bersih; 
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6) Untuk menghindari arsip tekena cahaya langsung, boks selalu 
dalam keadaan tertutup; 

7) Selalu meletakkan boks di rak, tidak di lantai; 
8) Untuk arsip kertas berupa peta dan kearsitekturan disimpan di 

dalam laci atau tabung sesuai ukuran arsip.  
b. Arsip Foto 

1) Foto disimpan terpisah dalam amplop yang bersifat netral; 
2) Satu amplop berisi satu lembar foto; 
3) Kondisi negative foto harus benar-benar kering sebelum 

dimasukkan ke dalam negative file. Bila diketahui bahwa lajur-
lajur negative yang sudah disimpan di dalam file plastik terlihat 
lembab maka harus dikering anginkan sebelum dimasukkan ke 
dalam amplop; 

4) Amplop dan lebel yang rusak segera diganti; 
5) Kumpulan amplop foto dapat disimpan dalam boks bebas asam 

dan bebas lignin sesuai dengan ukuran amplop foto dan disusun 
secara vertika. 

c. Arsip Film 
1) Container/can penyimpanan menggunakan bahan yang secara 

kimia stabil, dirancang tepat, ringan, rapat, tertutup serta tidak 
menimbulkan karat; 

2) Container berbahan dasar kaleng segera diganti dengan container 
berbahan dasar plastik yang berbahan dasar polypropylene, 
polyethylene atau polycarbonate; 

3) Container tidak boleh ditutup dengan plaster; 
4) Container dan label yang rusak diganti dengan yang baru; 
5) Arsip film dalam container disimpan secara horizontal.  

d. Arsip video 
1) Video tape sebaiknya disimpan dalam pembungkus asli dalam 

kotak plastic bukan PVC; 
2) Video tape disusun dalam rak kayu (rak nonmagnetis) dan 

disimpan secara lateral; 
3) Container sebaiknya tidak ditumpuk di atas yang lain. 
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e. Arsip Rekaman Suara  
1) Rekaman suara sebaiknya disimpan dalam pembungkus asli dalam 

kotak plastik bukan PVC; 
2) Rekaman suara disusun dalam rak kayu (rak nonmagnetic) dan 

disimpan secara leteral; 
3) Container sebaiknya tidak ditumpuk di atas yang lain. 

Tabel 7.1: Media Penyimpanan Arsip 

 
d. Preservasi Kuratif. 

Tindakan kuratif merupakan upaya yang paling efektif dalam mendukung 
preservasi jangka panjang arsip statis. Tindakan kuratif dalam konteks 
preservasi arsip statis dilakukan setelah tindakan preventif dilakukan secara 
maksimal. Namun, karena proses pelapukan yang terkaji pada fisik arsip karena 
faktor perusak arsip maka tindakan perbaikan/perawatan arsip statis harus 
dilakukan.  
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Tujuan utama preservasi kuratif adalah memperbaiki/merawat arsip yang 
mulai/sudah rusak dan kondisinya memburuk, sehingga dapat memperpanjang 
usia arsip statis. Oleh karena itu sangat penting untuk menerapkan konsep 
tindakan kuratif dalam kerangka preservasi arsip statis secara menyeluruh. 

1. Prinsip Perbaikan Arsip 
a) Seluruh proses perbaikan arsip tidak akan menghilangkan, 

mengurangi, menambah dan merubah nilai arsip sebagai alat bukti 
sehingga keaslian arsip terjaga; 

b) Arsip-arsip statis harus dijadwalkan untuk dilakukan perbaikan 
dan perawatan dengan segera setelah terjadi kerusakan; 

c) Seluruh proses tidak akan merusak atau melemahkan arsip 
sehingga aman bagi arsip (reversible); 

d) Diupayakan mengganti bahan yang hilang dari arsip menggunakan 
bahan yang sama mirip dengan yang asli; 

e) Proses perbaikan arsip baik sebelum dan sesudah perbaikan harus 
didokumentasikan; 

f) Perbaikan arsip harus dilakukan oleh ahli perbaikan arsip yang 
terlatih yang memiliki pengetuhuan tentang teknik perbikan arsip 
dan kesadaran akan pentingnya memelihara keutuhan suatu arsip 
tanpa melupakan segi keindahan. 

2. Perbaikan Arsip Kertas 
a. Persyaratan bahan 

Kertas 

a) Kertas harus bebas lignin; 
b) Mempunyai pH antara 6 – 8; 
c) Mempunyai ketahanan sobek yang baik; 
d) Mempunyai ketahanan lipat yang baik; 
e) Mempunyai ketebalan dan berat sesuai dengan maksud dan 

tujuannya; 
f) Mempunyai ketahanan regang sesuai dengan maksud dan 

tujuannya; 
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g) Kandungan zat pengisi dalam kertas dibawah 10%, kandungan 
yang lebih besar dari 10% dapat diterima, asalkan kekuatan lipat 
dan kekuatan sobek memenuhi syarat.  

Perekat 

a) Perekat harus memenuhi pH antara 6 – 8; 
b) Kandungan zat tambahan harus serendah mungkin, bebas dari 

tembaga, zink klorida dan asam; 
c) Sebaiknya tidak berwarna; 
d) Setelah kering, zat perekat harus cukup kelenturannya, tidak rapuh 

dan kaku; 
e) Tahan terhadap serangan jamur; 
f) Tidak mengandung alum; 
g) Perekat alami harus dapat dibuka dengan merendam dalam air, 

perekat sintetik harus dapat larut dalam pelarut tertentu. 
b. Tahapan perbaikan 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan perbaikan adalah sebagai 
berikut: 

1) Penerimaan arsip yang akan diperbaiki; 
2) Pemotretan sebelum perbaikan untuk melihat kondisi sebelum 

diperbaiki; 
3) Penomoran lembaran arsip agar tidak hilang atau berantakan; 
4) Pemeriksaan kondisi arip; 
5) Pebersihan arsip dapat menggunakan dust vacuum, air gun atau sikat: 

a) Untuk menghilangkan noda yang melekat pada arsip kertas dan 
sulit dihilangkan dapat digunakan pelarut organik, sedangkan noda 
karena cat dan minyak dapat dihilangkan dengan benzana; dan 

b) Sellotape yang digunakan sebagai perekat pada arsip kertas harus 
dihilangkan karena bahan perekat pada sellotape dapat merusak 
kertas. Biasanya kertas akan berubah warna menjadi kuning 
kecoklatan pada daerah yang ditempel dengan sellotape. Perekat 
pada sellotape tidak larut dalam air, oleh sebab itu plastik pada 
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sellotape harus dilepas dengan pelarut organik. Pertama dicoba 
degan heptane atau benzana, jika tidak berhasil, dicoba lagi dengan 
pelarut lain, seperti toluene, aseton atau etil alcohol. Percobaan 
harus dilakukan pada areal yang kecil (pada satu titik) dan kertas 
yang akan dibersihkan diletakkan di atas kertas penyerap bebas 
asam, caranya; bagian bawah dari kertas yang ada sellotapenya 
dibasahi dengan pelarut organic dengan bantuan kapas, ditunggu 
beberapa detik kemudian kertas dibalik.  Plastik sellotape diangkat 
dengan scalpel atau jarum dan ditarik ke belakang dengan hati-
hati. Bila perlu lunakkan lagi perekat tersebut untuk 
mempermudah pekerjaan.  Hilangkan bahan perekat yang masih 
ada dengan kapas yang dicelupkan ke dalam pelarut organik.  

6) Penentuan metode restorasi yang akan digunakan; 
7) Membuat laporan dokumentasi fisik arsip (kondisi arsip, metode 

perbaikan, tanggal, staf yang memperbaiki); 
8) Deasidifikasi; 

Deasidifikasi adalah cara untuk menetralkan asam pada kertas yang dapat 
merusak kertas dan memberi bahan penahan (buffer) untuk melindungi 
kertas dari pengaruh asam yang beralas dari luar.  

Proses deasidifikasi dilakukan melalui dua cara yaitu: 

a. Cara Basah 

Cara basah tidak dapat digunakan pada arsip yang sensitif/rapuh terhadap 
air dan tinta yang larut dalam air. Cara ini hanya dilakukan pada arsip yang 
tunggal dan tidak untuk arsip yang berjilid kecuali arsip dipisahkan satu 
sama lain kemudian disatukan lagi. Bahan kimia yang digunakan antara lain 
kalsium karbonat. Jika menggunakan kalsium karbonat, konsentrasinya 
adalah 0,1 % (w/v). caranyam arsip direndam selama 30 menit, lalu 
diangkat dan dikeringkan. Selain menggunakan bahan kimia tersebut, 
mencuci dengan air juga dapat menghilangkan asam pada arsip kertas tapi 
tidak dapat melindungi kertas dari pengaruh asam dari luar; 
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b. Cara Kering 

Cara kering digunakan untuk arsip kertas dengan tinta yang larut dalam air 
dan dapat digunakan untuk arsip yang berjilid karena gas atau pelarutnya 
dapat masuk ke dalam celah arsip. Sebaiknya ruangan diasidifikasi cara 
kering dilengkapi dengan exhaust fan untuk melancarkan sirkulasi udara. 
Bahan kimia yang digunakan adalah Bookkeeper/phytate yang berisi 
magnesium oksida dalam triklorotrifluroetan. Caranya adalah dengan 
menyemprotkan larutan pada permukaan arsip kertas kemudian 
dikeringkan dengan digantung atau dalam rak-rak. Sebelum disimpan, arsip 
harus dipastikan sudah benar-benar kering. 

9) Tindakan perbaikan arsip; 
10) Melakukan pemotretan setelah perbaikan, untuk melihat kondisi 

setelah direstorasi; dan 
11) Membuat daftar arsip yang telah direstorasi. 

 

H. Akses Arsip Statis 
Tahap keempat pengelolaan arsip, menurut Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dilaksanakan melalui 
kegiatan akses arsip statis.  Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil 
dari kewenangan hokum dan otorisasi legal serta keberadaaan sarana bantu 
untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.  

Akses dalam kearsipan adalah ketersediaan arsip untuk dibaca sebagai akibat 
ketentuan hokum yang berlaku dan tersedianya sarana penemuan arsip. Ini juga 
berarti tersedianya izin untuk membaca arsip atau manuskrip atau kesempatan 
yang untuk memperolah arsip/informasi yang demi pertimbangan keamanan 
masih dinyatakan tertutup atau yang penggunannya masih dibatasi secara 
administratif. 

a. Ruang lingkup Akses dan Layanan Arsip Statis 

Perka ANRI No. 28 tahun 2011, ruang lingkup akses dan layanan arsip statis 
terdiri atas hal-hal berikut. 
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1) Keterbukaan arsip statis, meliputi prinsip, pembatasan keterbukaan, 
dan tujuan pembatasan keterbukaan. Keterbukaan arsip statis adalah 
kondisi akses terhadap arsip statis yang diberlakukan karena ketentuan 
hukum yang berlaku, sehingga suatu jenis arsip pada jangka waktu 
tertentu harus dibuka untuk memberikan layanan kepada pengguna 
arsip. 

2) Aksesibilitas arsip statis kepada publik sesuai kaidah-kaidah kearsipan 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aksesibilitas arsip 
statis adalah istilah umum yang dipergunakan untuk menggambarkan 
seberapa mudah pengguna arsip mendapatkan data/informasi arsip 
statis, mempergunakan dan memahaminya.  

3) Pelayanan arsip statis, meliputi: prinsip, prasarana dan sarana, petugas 
layanan, persyaratan petugas layanan, kewajiban dan kewenangan 
petugas layanan, jenis layanan, serta prosedur pelayanan. Layanan 
arsip statis adalah penyediaaan arsip statis kepada pengguna arsip 
statis yang sah, termasuk penggandaan arsip sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

b. Prinsip Akses dan Layanan Arsip Statis 

Perka ANRI No. 28 tahun 2011, prinsip-prinsip dalam kegiatan akses dan 
layanan arsip statis antara lain: 

1) Berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
arsip statis sudah dapat dibuka (principle of legal outhorization); 

2) Ketersediaan sarana bantu penemuan kembali arsip statis (finding 
aids), baik manual maupun elektronik; 

3) Kondisi fisik dan informasi arsip statis yang akan diakses dan 
diberikan kepada pengguna arsip statis dalam keadaan baik; 

4) Akses dan layanan arsip statis harus mempertimbangkan keamanan 
dan pelestarian, atau terhindar dari risiko kerusakan, kehilangan, dan 
vandalism pengguna arsip statis. 

5) Akses arsip dilaksanakan secara wajar, dengan pelayanan paling 
mendasar, tanpa biaya, kecuali dinyatakan lain atau diatur dengan 
PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak); 
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6) Ketersediaan akses arsip statis dilakukan melalui prosedur yang jelas 
(transparan) kepada semua pengguna arsip statis tanpa membedakan 
(diskriminasi) apa pun kebangsaannya, latar belakang, usia, kualifikasi 
atau kepentingan penelitiannya; 

7) Prosedur akses harus sesederhana mungkin untuk menjamin 
perlindungan arsip statis dan penghilangan, perngubahan pemindahan 
atau perusakan. 

c. Hak dan kewajiban bagi Pengguna Arsip Statis dan Lembaga 
Kearsipan. 

Menurut Perka ANRI No. 28 tahun 2011, hak dan kewajiban dalam rangka 
memberikan akses dan layanan arsip statis dalam bentuk dan media apa pun 
adalah sebagai berikut: 

1) Hak pengguna arsip statis: (a) berhak memperoleh, melihat, dan 
mengetahui arsip statis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; (b) berhak memperoleh layanan arsip statis secara 
adil/tanpa diskriminasi; (c) berhak mengajukan gugatan ke pengadilan 
apabila dalam memperoleh arsip statis mendapat hambatan atau 
kegagalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
(d) berhak mendapatkan informasi terhadap ketidak optimalan dalam 
mendapatkan layanan arsip statis. 

2) Kewajiban pengguna arsip statis; (a) wajib memiliki izin penggunaan 
arsip dari lembaga karsipan dengan menunjukkan identitas pengguna 
arsip statis dan tercatat sebagai pengguna arsip statis yang sah; (b) 
selain warga negara Indonesia wajib mendapatkan izin penelitian dari 
lembaga yang terkait urusan penelitian sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; (c) wajib mentaati peraturan yang 
berlaku di lingkungan lembaga kearsipan dalam memanfaatkan atau 
menggunakan arsip statis, seperti (1) membawa tas, jaket dan 
perangkat lainnya diatur berdasarkan ketentuan lembaga kearsipan 
yang bersangkutan; (2) makan, minum dan merokok di ruang layanan 
arsip; (3) mengganggu ketertiban pengunjung lain; (4) merusak, 
merobek, mencoret-coret, menghilangkan atau jenis vandalism lainnya 
terhadap arsip statis yang digunakan; (5) mengganti segala biaya yang 
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diakibatkan oleh permintaan layanan arsip sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; (d) wajib mencantumkan sumber dari 
mana arsip statis diperolah, baik yang digunakan untuk kepentingan 
sendiri maupun perundang-undangan; (e) dilarang menggandakan 
setiap arsip statis yang digunakan tanpa seizin lembaga kearsipan 
sesuai dengan wilayah kewenganannya; (f) wajib menggunakan arsip 
statis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

3) Hak lembaga karsipan. Lembaga kearsipan sesuai dengan wilayah 
kewengannya berhak: (a) menolak memberikan arsip statis yang 
tertutup sesuai dengan ketentuan perundan-undangan; (b) menolak 
memberikan arsip statis apabila tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undagan; (c) menolak memberitahukan arsip 
statis apabila belum tersedia sarana bantu penemuan kembali arsip 
statis (finding aids); (d) menolak memberikan naskah arsip statis 
apabila arsip statis yang akan digunakan dalam keadaan rusak; (e) 
menutup arsip statis yang semula terbuka apabila memenuhi syarat-
syarat yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-ungangan . 

4) Kewajiban lembaga karsipan. Lembaga kearsipan sesuai dengan 
wilayah kewenangan wajib: (a) memberikan akses dan layanan arsip 
statis kepada pengguna arsip statis secara adil atau tanpa diskriminasi, 
tepat, cepat, aman, murah, dan transparan; (b) memberikan akses dan 
layanan arsip baik secara langsung maupun secara tidak langsung; (c) 
menjamin kepastian terhadap autentisitas arsip statis yang diberikan 
kepada pengguna arsip statis; (d) menyediakan prasarana dan sarana 
layanan arsip statis sesuai dengan bentuk media arsip, serta ketentuan 
peraturan perundang-undangan; (e) menyediakan sumber daya 
manusia kearsipan untuk kemudahan akses dan layanan arsip statis 
bagi pengguna arsip statis; (f) memberikan informasi atau penjelasan 
terhadap setiap ketidak sesuaian pemberian akses dan layanan kepada 
pengguna arsip statis; (g) melaksanakan kesempurnaan layanan arsip 
statis; (h) memberikan akses dan layanan arsip statis dalam bentuk dan 
media apa pun sesuai dengan khazanah arsip statis yang dikelola, 
antara lain: (1) layanan arsip tekstual; (2) layanan arsip peta; (3) 
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layanan arsip microfilm; (4) layanan arsip microfisch; (5) layanan 
arsip video; (6) layanan arsip film; (7) layanan arsip foto; (8) layanan 
arsip audio (termasuk sejarah lisan/oral history); (9) layanan 
penggandaan arsip statis.  

d. Akses Arsip Statis 

Lembaga kearsipan dalam memberikan akses arsip statis kepada publik 
didasarkan pada sifat keterbukaan dan ketertutupan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  Oleh karena itu, dalam memberikan akses 
publik terhadap arsip statis yang dikelola, lembaga kearsipan perlu 
memerhatikan hal-hal berikut (perka ANRI No. 28 tahun 2011).   

1) Pembatasan Keterbukaan Arsip Statis 

Akses arsip statis dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, 
dan pelayanan publik dengan memerhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan 
keselamatan arsip. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembatasan keterbukaan 
arsip statis yang tersimpan di lembaga kearsipan untuk tujuan sebagai berikut: 
(a) melindungi arsip statis yang tersimpan, baik secara fisik maupun 
informasinya; (b) melindungi kepentingan negara atas kedaulatan negara dari 
kepentingan negara lain; (c) melindungi masyarakat dan negara dari konflik 
yang dapat menimbulkan disentegrasi dan instabilitas nasional berkaitan dengan 
suku, agama, ras dan antargolongan (SARA); (d) melindungi kepentingan 
persorangan dengan menjaga hak-hak pribadi; (e) menghormati syarat-syarat 
yang dicantumkan dalam kesepakatan pelaksanaan serah terima arsip statis 
antara pencipta/pemilik arsip dengan lembaga kearsipan; (f) mengatasi 
kemampuan lembaga kearsipan dalam hal; (1) sarana bantu penemuan kembali 
arsip statis belum memenuhi syarat dan standar; (2) SDM kearsipan yang 
kurang kompeten/professional; (3) belum tersedianya fasilitas akses yang 
dibutuhkan, seperti alat baca dan alat reproduksi.  

Pembatasan akses arsip statis bagi publik oleh lembaga kearsipan meliputi: 

a) Arsip statis yang dapat merugikan kepentingan nasional; 
b) Arsip statis yang membahayakan stabilitas atau keamanan negara, 

antara lain: (1) arsip statis tentang strategi, intelejen, operasi, taktik dan 
teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan system pertahanan dan 
keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi; (2) arsip statis mengenai jumlah pelaksanaan, dan evaluasi; 
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(3) arsip statis mengenai jumlah komposisi, disposisi, atau dislokasi 
kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan system pertahanan 
dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; (4) arsip statis 
mengenai gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan 
dan/atau instalasi militer; (5) arsip statis mengenai data perkiraan 
kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala 
tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan 
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait 
kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian 
tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 

c) Arsip statis yang dapat menimbulkan konflik suku, agama, ras dan 
antargolongan (SARA); 

d) Arasip statis mengenai sengketa batas wilayah daerah dan negara; 
e) Arsip statis yang menyangkut nama baik seseorang. 
f) Arsip statis yang dapat menghambat proses penegakkan hukum, yaitu: 

(1) arsip statis mengenai proses penyelidikan dan penyidikan suatu 
tindakan pidana; (2) arsip statis mengenai identitas informan, pelapor, 
saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindakan pidana; (3) 
arsip statis mengenai data intelejen criminal dan rencana-rencana yang 
berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk 
kejahatan transnasional; (4) arsip statis mengenai keselamatan dan 
kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; (5) arsip statis 
mengenai keamanan peralatan, prasarana, dan/atau sarana penegak 
hukum; 

g) Arsip statis yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak 
atas kekayaan intelktual dan pelindungan dari persaingan tidak sehat; 

h) Arsip statis yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 
i) Arsip statis yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon 

informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, yaitu; 
(1) arsip statis mengenai rencana awal pembelian dan penjualan mata 
uang asing, saham dan asset vital milik negara; (2) arsip statis 
mengenai rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan modal 
operasi institusi keuangan; (3) arsip statis mengenai rencana awal 
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perubahan suku Bungan bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, 
tarif, atau pendapatan negara/pendapatan daerah; (4) arsip statis 
mengenai rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau property; 
(5) arsip statis mengenai rencana awal investasi asing; (6) arsip statis 
mengenai proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau 
lembaga keuangan; dan/atau (7) arsip statis mengenai hal-hal berkaitan 
proses pencetakan uang; 

j) Arsip statis yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon 
informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, 
yaitu: (1) Arsip statis mengenai posisi, daya tawar dan strategi yang 
akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan 
negosiasi internasional: (2) arsip statis mengenai korespondensi 
diplomatik antarnegara; (3) arsip statis mengenai system komunikasi 
dan persandian yang dipergunakan dalam menyelenggarakan 
hubungan internasional; dan/atau (4) arsip statis mengenai 
pelindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar 
negeri; 

k) Arsip statis yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik 
yang bersifat pribadi, dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; 

l) Arsip statis yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu: (1) arsip 
statis mengenai riwayat dan kondisi anggota keluarga; (2) arsip statis 
mengenai riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan, dan psikis 
seseorang; (3) arsip statis mengengai kondisi keuangan, asset 
pendapatan, dan rekening bank seseorang; (4) arsip statis mengenai 
hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, 
dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau; (5) arsip statis 
mengenai catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan 
dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan 
nonformal; 

Contoh arsip Statis yang dapat dibuka setelah 30 tahun: 

a. Arsip tertembaknya Kennedy tahun 1963, sudah dibuka tahun 1993; 
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b. Arsip peristiwa PKI tahun 1965 dibuka di arsip nasional AS tahun 
1995, tapi kemudian dinyatakan close kembali; 

c. Sebagian arsip/dokumen PD I tahun 1917-1918 baru dibuka CIA 20 
April 2011, kegiatan mata-mata/intelijen seperti tinta rahasia yang 
tulisanya tidak terlihat, teknik membuka dan membaca surat tanpa 
diketahui pemilik, pembuatan tinta darurat yang hanya bisa dibaca 
ketika bahan direndam dengan cairan nitrat, soda dan kanji. 

2) Keterbukaan Arsip Statis 

Pengelolaan arsip statis oleh lembaga kearsipan dilaksanakan untuk menjamin 
keselamatan arsip sebagai pertangungjawaban nasional bagi kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu salah satu kewajiban 
lembaga kearsipan dalam mengelola arsip statis adalah menjamin kemudahan 
akses arsip statis bagi kepentingan pengguna arsip statis. 

Akses arsip statis pada lembaga kearsipan harus didasarkan pada sifat 
kerterbukaan dan ketertutupan arsip statis sesuai dengan kaidah-kaidah 
kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar pelaksanaan 
akses publik terhadap arsip statis pada lembaga kearsipan dapat dilaksanakan 
sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan, perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan keterbukaan arsip 
statis berikut ini: 

a. seluruh khazanah arsip statis yang ada pada lembaga kearsipan terbuka 
untuk diakses oleh publik; 

b. terhadap arsip statis yang dinyatakan tertutup berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan atau karena sebab lain, kepala lembaga 
kearsipan sesuai dengan lingkup kewenganannya dapat menyatakan 
arsip statis menjadi terbuka setelah melewati masa penyimpanan 
selama 25 tahun; 

c. lembaga kearsipan sesuai dengan wilayah kewenangannya memiliki 
kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 tahun 
masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan 
pertimbangan sebagai berikut: 
- tidak menghambat proses pengegakan hukum; 
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- tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan 
intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 

- tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara; 
- tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk 

dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; 
- tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional; 
- tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri; 
- tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang 
berhak secara hukum; 

- tidak mengungkapkan rahasis atau data pribadi; 
- tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang 

menurut sifatnya perlu dirahasiakan. 
d. Arsip statis yang tidak termasuk dalam kategori tertutup adalah: 

a) Arsip statis mengenai putusan badan peradilan; 
b) Arsip statis mengenai ketetapan, peraturan, surat edaran, ataupun 

bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun 
mengikat ke dalam ataupun keluar serta pertimbangan lembaga 
penegak hukum; 

c) Arsip statis mengenai surat perintah penghentian penyidikan atau 
penuntutan; 

d) Arsip statis mengenai rencana pengeluaran tahunan penegak 
hukum; 

e) Arsip statis mengenai laporan keuangan tahunan lembaga penegak 
hukum; 

f) Arsip statis mengenai laporan hasil pengembalian uang hasil 
korupsi; 

g) Arsip terbuka untuk umum. 
e. Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, 

kepentingan penyelidikan dan penyidikan, arsip statis yang dinyatakan 
tertutup dapat diakses dengan kewenangan kepala lembaga kearsipan 
dengan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh kepala ANRI; 
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f. Kepala lembaga kearsipan sesuai dengan wilayah kewenangannya 
dapat menetapkan arsip statis yang dikelolanya menjadi tertutup untuk 
publik. Dalam hal ini kepala lembaga kearsipan harus melaporkan 
secara tertulis kepada dewan perwakilan rakyat sesuai dengan 
tingkatannya, yaitu: 
a) Lembaga kearsipan nasional (ANRI) melaporkan secara tertulis 

penutupan arsip statis yang semula terbuka bagi publik kepada 
DPRD Republik Indonesia; 

b) Lembaga kearsipan daerah provinsi melaporkan secara tertulis 
penutupan arsip statis yang semula terbuka bagi publik kepada 
DPRD provinsi; 

c) Lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota melaporkan secara 
tertulis penutupan arsip statis yang semula terbuka bagi publik 
kepada DPRD kabupaten/kota. 

g. Penetapan ketertutupan arsip statis yang semula terbuka di lingkungan 
perguruan tinggi dilakukan oleh kepala lembaga kearsipan perguruan 
tinggi dilaporkan secara tertulis kepada rektor atau sebutan nama lain; 

h. Laporan tertulis penutupan arsip statis yang semula terbuka oleh 
lembaga kearsipan sebagaimana dimaksud harus menjelaskan alasan 
penutupan serta melampirkan daftar arsip statis yang ditutup, yang 
sekurang-kurangnya memuat data: 
a) Nama pencipta arsip; 
b) Jenis arsip; 
c) Level unit informasi; 
d) Tahun arsip; 
e) Jumlah arsip; 
f) Media arsip. 

i. Dalam menetapkan arsip statis yang semula terbuka menjadi tertutup, 
lembaga kearsipan sesuai wilayah kewengannya melakukan 
koordinasi dengan pencipta arsip atau pihak yang menguasai arsip 
sebelumnya. Penetapan ketertutupan arsip statis yang semula terbuka 
oleh lembaga kearsipan tidak bersifat permanen. 
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Penyusutan Arsip 

 
 

A. Pengertian 
Arsip mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelancaran dan 
keberhasilan proses penyampaian dan penyedia informasi atau berita untuk 
kepentingan intern maupun ekstern suatu perusahaan atau organisasi. Arsip juga 
berfungsi sebagai pusat ingatan dalam melakukan kegiatan perencanaan, 
perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan sebagai bahan 
pertanggungjawaban. Data diolah menjadi sebuah informasi baik secara manual 
maupun komputerisasi. Informasi yang digunakan dalam pengambilan 
keputusan tegantung pada kelengkapan, kecepatan dan ketepatan data dan 
informasi yang terekam dalam sebuah arsip. Pengelolaan arsip secara baik dan 
benar juga akan memperlancar serta memungkinkan para manajer 
mengembangkan secara efektif berbagai bidang kehidupan, baik ekonomi, 
social dan budaya.  

Arsip yang tercipta dan dimiliki oleh suatu organisasi akan terus bertambah 
volumenya seiring dengan eksistensi dan perkembangan kegiatan organisasi.  
Apabila tidak diimbangi dengan kegiatan pemeliharaan dan penyusutan arsip 
yang baik, maka pertambahan arsip tersebut akan menimbulkan masalah 
menyangkut sistem pengeloaan, ruang dan sarana penyimpanan, serta 
penyediaan sumber daya manusia. Penyusutan arsip merupakan suatu tahapan 
penting yang harus dilaksanakan dalam organisasi. Arti penting penyusutan 
arsip yaitu untuk mengurangi volume arsip yang ada. Perka ANRI No. 24 tahun 
2011 Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Perguruan Tinggi di 
sebutkan penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan 
cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan 
arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada 
lembaga kearsipan.  
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Selain untuk mencegah terjadinya penumpukan arsip serta menjamin 
ketersediaan arsip masih layak disimpan dan dipelihara. Bagi arsip yang tidak 
memiliki nilai guna dan nilai pakai maka perlu dilakukan penyusutan dan 
pemusnahan sesuai degan ketentuan yang berlaku. Penyusutan arsip pada 
dasarnya adalah upaya untuk mengurangi jumlah arsip dengan tujuan efisiensi 
dan penghematan bagi pemiliknya. Secara umum arsip (records) merupakan 
keseluruhan informasi yang direkam dalam berbagai media. Sebagai rekaman 
informasi dari setiap kegiatan organisasi, arsip akan terus bekembang secara 
akumulatif seiring dengan semakin kompleksnya fungsi-fungsi dan tugas 
organisasi. Arsip yang terkumpul dan menumpuk seiring dengan kegiatan 
organisasi, menuntut untuk dilaksanakan penanganan secara serius. Upaya 
untuk mengurangi jumlah arsip yang tercipta dalam suatu organisasi ini dalam 
dunia kearsipan disebut dengan istilah “penyusutan arsip”. 

Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah (volume) arsip dengan 
cara pemindahan arsip inaktif dari pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan 
arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada 
lembaga kearsipan (UU No. 43 tahun 2009). Penyutan arsip dilakukan oleh 
pencipta arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA). Dengan demikian, 
penyusutan asip dilakukan apabila arsip sudah habis masa retensinya (cut off).  

   

B. Tujuan Penyusutan Arsip 
Tujuan penyusutan arsip adalah untuk menghemat tempat penyimpanan, 
peralatan yang digunakan, tenaga kerja, serta biaya pemeliharaan dan 
perawatan.   

1. Ruang penyimpanan. 

Suatu pemandangan yang sering ditemui adalah arsip menumpuk di mana-
mana, seperti di sudut ruangan, bawah tangga, kolong meja kerja ataupun dalam 
gudang penyimpanan bercampur dengan barang-barang kantor lainnya. Kondisi 
ini akan menarik dan muncul di permukaan ketika arsip yang diperlukan oleh 
pimpinan tidak dapat ditemukan dan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan 
tugas dan fungsi organisasi. Disini baru disadari bahwa arsip memiliki arti 
penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. 
Oleh karena itu, arsip yang menumpuk tersebut perlu dilakukan pengelolaan 
agar dapat dimanfaatkan informasinya dalam berbagai kepentingan dinas. Salah 
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satu penanganan terhadap menumpukan arsip dalah penyediaan ruang 
penyimpanan. Arsip yang tesebar di mana-mana tersebut dalam satu unit perlu 
disimpan dalam satu ruangan tersendiri sehingga akan memudahkan dalam 
mengorganisasikan arsip. Namun, semakin lama arsip dalam satu ruangan ini 
pun akan semakin bertambah volumenya dan tidak tertampung lagi dalam satu 
ruangan tersebut sehingga memerlukan ruang penyimpanan lagi. Gambaran 
seperti inilah yang akan terjadi apabila tidak dilakukan penyusutan terhadap 
arsip.  

2. Penyediaan tenaga pengelola. 

Untuk mengatasi penumpukan arsip sehingga dapat dimanfaatkan 
informasinnya diperlukan penataan arsip. Dalam melaksankan penataan arsip 
diperlukan tenaga pelaksana (arsiparis maupun pengelola arsip). Penyediaan 
tenaga pengelola ini bukan masalah yang sederhana karena menyangkut 
kebijakan keuangan maupun pembinaannya. Semakin menumpuk arsip dalam 
suatu organisasi akan memerlukan tenaga pengelola semakin banyak. 

3. Penyediaan peralatan. 

Arsip dengan volume banyak secara otomatis memerlukan peralatan untuk 
penataan maupun penyimpanan yang banyak pula. Kebutuhan peralatan 
kearsipan untuk satu ruang penyimpanan arsip tentu berbeda dengan dua ruang 
penyimpanan yang memerlukan peralatan lebih banyak. Hal yang lebih tidak 
efisien lagi adalah arsip yang disimpan tersebut sudah tidak memiliki nilai guna 
bagi organisasi tersebut artinya bahwa kondisi yang terjadi tersebut merupakan 
pemborosan. Pemborosan terhadap peralatan kearsipan ini dapat ditekan dengan 
melakukan penyusutan arsip sehingga arsip yang disimpan adalah arsip yang 
benar-benar masih bernilai guna bagi kepentingan organisasi dan kepentingan 
umum.  

4. Biaya pemeliharaan dan perawatan.  

Arsip-arsip dalam suatu organisasi pada hakikatnya disimpan untuk digunakan. 
Tidak ubahnya seperti manusia bahwa arsippun perlu dilakukan pemeliharaan 
dan perawatan. Pemeliharaan dan perawatan arsip meliputi penyiangan arsip, 
yakni memisahkan antara duplikasi dan nonarsip yang tidak berguna dengan 
arsip yang masih harus disimpan, perawatan fisik arsip, seperti pumigasi, 
sirkulasi udara yang memadai, suhu udara yang konstan, leminasi dan 
sebagaimnya, serta pengamanan terhadap informasinya seperti tersedianya 



162 Manajemen Arsip Perguruan Tinggi 

 

 

tempat penyimpanan arsip yang representatif, tenaga pengelola yang diberi 
kewenangan khusus, yang semuanya ini memerlukan pembiayaan. 

Volume arsip yang semakin banyak akan memerlukan biaya pemeliharaan dan 
perawatan yang semaki tinggi, misalnya: 

a. Berkaitan dengan penyiangan arsip, semakin banyak arsip akan 
memerlukan tenaga dan waktu yang relatif lebih banyak daripada 
penyiangan terhadap arsip dengan volume sedikit. 

b. Ruangan penyimpanan, memerlukan pemeliharaan gedung, biaya 
pendingin ruangan (AC) maupun biaya lain, seperti sewa 
ruangan/gedung semakin banyak volume arsip, akan semakin tinggi 
biaya pemeliharaannya. 

c. Perawatan fisik arsip, seperti fumigasi, preservasi maupun alih media. 
d. Berkaitan dengan pengamanan informasi, perlu arsiparis dan pengelola 

arsip yang diberi kewenganan untuk mengelola arsip, terhadap 
informasinya sendiri, semakin banyak volume arsip, akan 
menimbulkan kesulitan yang relatif lebih besar.  

Dengan demikian tujuan penyusutan arsip adalah untuk menekan biaya tinggi 
terhadap penyimpanan arsip yang tidak memiliki nilai guna. Selanjutnya 
Wursanto (1991), tujuan penyusutan asip dapat dilihat dari dua segi, yaitu 
sebagai berikut:  

Dari segi adaministratif tujuan penyusutan arsip adalah:  

a. Menghindari pencampuran antar arsip-arsip yang masih aktif dengan 
arsip inaktif antara arsip yang bernilai penting dengan yang tidak 
penting. 

b. Memudahkan pencarian kembali arsip, jika sewaktu-waktu 
diperlukan. 

c. Menghemata biaya, membeli peralatan, pemeliharaan dan 
kepegawaian.  

d. File aktif akan lebih longgar untuk menampung bertambahnya arsip 
yang baru.  

e. Untuk memantapkan pemeliharaan arsip dan menempatkan arsip 
inaktif yang bernilai berkelanjutan di tempat yang lebih baik. 
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f. Untuk memudahkan pengiriman ke Arsip Nasional. 

Penyusutan memungkinkan setiap organisasi menyingkirkan semua arsip yang 
tidak layak untuk dipelihara. Suatu organisasi yang telah menyingkirkan atau 
melakukan pemusnahan arsip yang tidak berguna, maka akan lebih 
memudahkan mengorganisir arsip yang tertinggal. 

Penyusutan arsip merupakan suatu kegiatan untuk mengurangi arsip dengan 
prosedur melalui pemindahan, penyerahan kepihak lain dan pemusnahan, 
dengan melihat kurun waktu tertentu. Dengan adanya jadwal retensi arsip maka 
kegiatan penyusutan dapat dilakukan dengan terencana. Penyusutan arsip 
meliputi kegiatan: (a) pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit 
kearsipan; (b) pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki 
nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan (c) penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga 
kearsipan (Perka Anri No.37 tahun 2016). 

 

C. Pemindahan Arsip Inaktif 
Setelah ditentukan lama penyimpanan dan nilai kegunaan berdasarkan Jadwal 
Retensi Arsip, langkah berikutnya melakukan pemindahan. Pemindahan 
transferring arsip merupakan kegiatan memindahkan arsip-arsip dari arsip yang 
aktif ke arsip inaktif karena sudah jarang digunakan lagi dalam kegiatan sehari-
hari.  Kegiatan pemindahan arsip inaktif melipiti kegiatan (lampiran Perka 
ANRI 37 tahun 2016): (a) Penyeleksian Arsip Inaktif; (b) Penataan Arsip 
Inaktif; dan (c) Pembuatan daftar Arsip Inaktif. 

a. Penyeleksian Arsip Inaktif 

Penyeleksaian Arsip Inaktif dilakukan melalui JRA dengan cara melihat pada 
kolom retensi aktif.  Dalam hal aktifnya telah habis atau terlampaui, maka arsip 
tersebut telah memasuki masa inaktif atau frekuensi penggunaan arsip yang 
telah menurun ditandai dengan penggunaan kurang dari 5 (lima) kali dalam 
stahun.  

b. Penataan Arsip Inaktif. 
1. Penataan Arsip Inaktif dilakukan berdasarkan asas asal usul dan 

asas aturan asli: 
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a) Asas “asal usul” adalah asas yang dilakukan untuk menjaga 
arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan Pencipta Arsip 
(provenance), tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari 
Pencipta Arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada 
konteks penciptaannya.  

b) Asas “aturan asli” adalah asas yang dilakukan untuk menjaga 
arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya (original 
order) atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih 
digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta arsip.  

2. Penataan Arsip Inaktif pada Unit Pengolah/unit kerja dilaksanakan 
melalui kegiatan: (a) pengaturan fisik arsip; (b) pengolahan 
informasi asip; dan (c) penyusunan daftar Arsip Inaktif. 

3. Penataan Arsip Inaktif yang dipindahkan kedalam boks, dengan 
rincian kegiatan: 
a) Menata folder/berkas yang berisi Arsip Inaktif yang akan 

dipindahkan yang diurutkan berdasarkan nomor urut daftar 
Arsip Inaktif yang dipindahkan; 

b) Menyimpan dan memasukkan folder/ bekas Arsip Inaktif 
kedalam boks arsip; 

c) Memberi label boks arsip; dengan keterangan; Nomor boks, 
nama Unit Pengolah, nomor urut arsip, dan tahun penciptaan 
arsip.  

4. Penataan Arsip Inaktif dan pembuatan daftar Arsip Inaktif menjadi 
tanggung jawab Kepala Unit Pengolah/Unit Kerja.  

c. Pembuatan Daftar Arsip Inaktif 
1. Pencipta arsip menyusun daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan 

dan ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah/unit kerja selaku 
yang memindahkan arsip dan unit kearsipan di lingkungan 
pencipta arsip selaku penerima arsip atau pejabat yang diberikan 
kewengangan.   

2. Daftar Arsip Inaktif sekurang-kurangnya memuat:  (a) Pencipta 
arsip; (b) Unit pengolah; (c) Nomor arsip; (d) Kode klesifikasi; (e) 
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Uraian informasi arsip; (f) Kurun waktu; (g) Jumlah; dan (h) 
keterangan. 

Contoh: 

 
Petunjuk Pengisian: 

(1) Nomor    : Berisi nomor urut jenis arsip 
(2) Kode Klasifikasi arsip : Berisi tanda pengenal arsip yang 

dapat membedakan antara masalah yang satu dengan masalah 
yang lain 

(3) Jenis/ Series Arsip  : Berisi jenis/series arsip 
(4) Tahun   : Berisi tahun terciptanya arsip 
(5) Jumlah    : Berisi jumlah arsip dalam setiap 

jenis arsip (eksemplar/folder/boks). 
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(6) Tingkat Perkembangan: Berisi tingkat perkembangan arsip 
(asli/copy/tembusan). Bila terdiri dari beberapa tingkat 
perkembangan dicantumkan seluruhnya. 

(7) Nomor Boks  : Berisi nomor yang memuat 
lokasi pada boks berapa jenis arsip disimpan. 

(8) Keterangan   : Berisi kekhususan arsip (kertas 
rapuh/berkas tidak lengkap/lampiran tidak ada). 

3. Berita acara pemindahan arsip sekurang-kurangnya memuat waktu 
pelaksanaan, tempat, jenis arsip yang dipindahkan, jumlah arsip, 
pelaksana dan penandatangan oleh pimpinan unit pengolah 
dan/atau unit kearsipan. 

Contoh: 

 
4. Dalam hal pemindahan arsip yang memiliki nilai guna 

berkelanjutan ke unit depot penyimpanan arsip inaktif yang 
dikelola oleh ANRI atau pemindahan arsip inaktif di lingkungan 
pencipta arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 
(sepuluh) tahun, pendokumentasian proses pemindahan dilakukan 
dengan membuat berita acara pemindahan arsip.  
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Pemindahan arsip inaktif di perguruan tinggi meliputi ketentuan sebagai berikut 
(Perka ANRI No. 24 tahun 2011: 

1) Pemindahan arsip inaktif pada unit pengolah/unit kerja di lingkungan 
rektorat, fakultas dan UPT atau dengan sebutan lain menjadi tanggung 
jawab kepala unit kerja masing-masing. 

2) Pelaksanaan pemindahan arsip inaktif dilakukan dengan 
penandatanganan berita acara dan dilampiri daftar arsip yang 
dipindahkan. 

3) Berita acara pemindahan arsip inaktif ditandatangani oleh kepala 
satuan kerja dan kepala unit kearsipan. 

4) Pemindahan arsip inaktif dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk 
dan media arsip melalui kegiatan: penyeleksian arsip inaktif, 
pembuatan daftar arsip inaktif yang dipindahkan, dan penataan arsip 
inaktif yang akan dipindahkan. 

5) Pemindahan arsip inaktif: 
a) yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari 

unit pengolah/unit kerja di lingkungan rektorat, fakultas, dan UPT 
atau dengan sebutan lain yang sejenis ke unit kearsipan II; 

b) yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun 
dilakukan dari unit pengolah/unit kerja di lingkungan rektorat, 
fakultas, dan UPT atau dengan sebutan lain yang sejenis ke unit 
kearsipan I dilakukan berkoordinasi dengan unit kearsipan II 
(LKPT). 

 

D. Pemusnahan Arsip 
Perka ANRI No. 24 tahun 2011 Pemusnahan arsip perguruan tinggi merupakan 
tanggung jawab pimpinan penguruan tinggi yang dilakukan terhadap arsip: 

a) Tidak memiliki nilai guna; 
b) Telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan 

JRA; 
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c) Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan 
d) Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. 

Pemusnahan arsip dilakukan pembentukan panitia penilaian arsip ditetapkan 
oleh rector atau sebutan lain. Panitia penilai arsip sekurang-kurangnya 
memenuhi unsur: 

a) Kepala unit kearsipan sebagai ketua untuk pemusnahan arsip yang 
memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun; 

b) Kepala unit pengolah/unit kerja pemilik arsip yang akan dimusnahkan 
sebagai anggota; 

c) Kepala LKPT sebagai ketua untuk pemusnahan arsip yang memiliki 
retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; 

d) Arsiparis sebagai anggota. 

Pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun maupun 
arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun wajib 
dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Prosedur pemusnahan arsip bagi arsip 
yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun dilaksanakan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

1. Pembentukan panitia penilai arsip; 
2. Penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul musnah oleh arsiparis 

pada unit kearsipan II; 
3. Permintaaan persetujuan dari pimpinan satuan kerja kepada rektor atau 

sebutan lain yang sejenis; 
4. Penilaian dan pertimbangan oleh panitia penilai arsip; 
5. Persetujuan pemusnahan oleh rektor atau sebutan lain yang sejenis 

berdasarkan rekomendasi dari panitia penilai; 
6. Pentapan arsip yang akan dimusnahkan oleh rektor atau sebutan lain; 
7. Pemusnahan arsip dilakukan setelah mendapat persetujuan dan 

pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip dan persetujuan tertulis 
dari rector atau sebutan lain yang sejenis; 

8. Pelaksanaan pemusnahan oleh arsiparis dengan disertai berita acara 
dan daftar arsip yang akan dimusnahkan; 
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9. Pelaksanaan pemusnahan disaksikan oleh minimal 2 (dua) pejabat dari 
unit hukum dan/atau pengawasan dari lingkungan pencipta arsip yang 
bersangkutan; 

10. Pemusnahan arsip dilakukan secara total sehingga isi informasi arsip 
musnah dan tidak dapat direkonstruksi; 

11. Penyimpanan dokumen pelaksanaan pemusnahan arsip oleh unit 
kearsipan II. 

Prosedur pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 
(sepuluh) tahun dilaksanakan dengan ketentuan: 

a) Pembentukan panitia penilai arsip; 
b) Penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul musnah oleh arsiparis 

pada unit kearsipan; 
c) Penilaian dan pertimbangan oleh panitia penilaian arsip; 
d) Permintaan persetujuan dari rektor atau sebutan lain kepada Kapala 

ANRI; 
e) Penetapan arsip yang akan dimusnahkan oleh rector atau sebutan nama 

lain berdasarkan rekomendasi penitia penilai arsip; 
f) Pemusnahan arsip dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis 

dari panitia penilai arsip dan persetujuan tertulis dari Kepala ANRI. 
g) Pelaksaknaan pemusnahan oleh arsiparis dengan disertai berita acara 

dan daftar arsip yang akan dimusnahkan; 
h) Pelaksanaan pemusnahan disaksikan oleh minimal 2 (dua) pejabat dari 

unit hukum dan/atau pengawasan dari lingkungan perguruan tinggi 
yang bersangkutan; dan 

i) Pemusnahan arsip dilakukan secara total sehingga isi informasi arsip 
musnah dan tidak dapat direkonstruksi; 

j) Penyimpanan dokumentasi pelaksanaan pemusnahan arsip oleh unit 
kearsipan I. 

Unit kearsipan II dan unit kearsipan I menyimpanan dokumentasi pelaksanaan 
pemusnahan arsip sesuai dengan kewenangannya, meliputi: keputusan 
pembentukan panitia permusnahan arsip, notulen rapat penitia pemusnahan 
arsip, usulan panitia pemusnahan kepada pimpinan pencipta arsip, keputusan 
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pimpinan pencipta arsip tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip, 
berita acara pemusnahan arsip, dan daftar arsip yang dimusnahkan.  

Prosedur Pemusnahan arsip oleh Pencipta Arsip melalui tahapan sebagai 
berikut: (a) Pembuatan Panitia Penilaian Arsip; (b) penyeleksian arsip; (c) 
pembuatan daftar arsip usul musnah; (d) penilaian arsip; (e) permintaan 
persetujuan pemusnahan; (f) penetapan arsip yang akan dimusnahkan; dan (g) 
pelaksanaan pemusnahan arsip.  

1. Pembentukan Panitia Penilai Arsip 

Pembentukan panitia penilai arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip.  
Penitia penilai arsip bertugas untuk melakukan penilaian arsip yang akan 
dimusnahkan. Panitia penilai arsip berjumlah ganjil. Panitia penilai sekurang-
kurangnya memenuhi unsur: 

a. Pimpinan unit kearsipan sebagai ketua merangkap anggota; 
b. Pimpinan unit pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai 

anggota; dan 
c. Arsiparis sebagai anggota 

Panitia penilai arsip pemerintah daerah yang memiliki retensi dibawah 10 
(sepuluh) tahun terdiri dari: 

a. Pimpinan unit kearsipan pada tiap perangkat daerah sebagai ketua 
merangkap anggota; 

b. Pimpinan unit pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai 
anggota; dan 

c. Arsiparis sebagai anggota. 

Panitia penilai arsip pemerintah daerah yang memiliki retensi sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) tahun terdiri dari: 

a. Pimpinan lembaga kearsipan daerah sebagai ketua merangkap 
anggota; 

b. Pimpinan perangkat daerah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai 
anggota; dan 

c. Arsiparis sebagai anggota. 
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2. Penyeleksian Arsip 

Penyeleksian arsip dilakukan oleh penitia penilai arsip melalui JRA dengan cara 
melihat pada kolom retensi inaktif dan pada kolom keterangan dinyatakan 
musnah. Dalam hal retensi inaktifnya telah habis atau terlampaui dan pada 
kolom keterangan dinyatakan musnah, maka arsip tersebut dapat dikategorikan 
sebagai arsip usul musnah. Dalam hal pencipta arsip belum memiliki JRA, 
dalam melaksanakan pemusnahan arsip mengikuti tahapan prosedur 
pemusnahan arsip dan setelah mendapat persetujuan kepala ANRI. 

3. Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah 

Hasil penyeleksian arsip dituangkan dalam daftar arsip usul musnah.  Daftar 
arsip usul musnah sekurang-kurangnya berisi; nomor, jenis arsip, tahun, jumlah, 
tingkat perkembangan dan keterangan. 

Contoh: 

 
4. Penilaian Arsip.  

Panitia penilai melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul musnah dengan 
melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip. Hasil penilaian 
sebagaimana dimaksud dalam nomor 22 dituangkan dalam pertimbangan 
tertulis oleh panitia penilai arsip.  
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Contoh: 

 
5. Permintaan Persetujuan Pemusnahan. 

Persetujuan/pertimbangan pemusnahan arsip terdiri dari: 

a. Pemusnahan arsip di lingkungan lembaga negara harus mendapatkan 
persetujuan tertulis dari Kepala ANRI; 

b. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintahan daerah provinsi yang 
memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun harus 
mendapat persetujuan tertulis dari Kepala ANRI; 

c. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota 
yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun harus 
mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala ANRI; 
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d. Pemusnahan arsip di lingkungan perguruan tinggi negeri yang 
memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun harus 
mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala ANRI; 

e. Pemusnahan arsip di lingkungan BUMN atau BUMD yang memiliki 
retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun harus mendapatkan 
pertimbangan pertimbangan tertulis dari Kepala ANRI; 

f. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah provinsi yang 
memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun harus mendapatkan 
persetujuan tertulis dari gubernur; 

g. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten/kota 
yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun harus mendapat 
persetujuan tertulis dari bupati/walikota 

h. Pemusnahan arsip di lingkungan perguruan tinggi negeri yang 
memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun harus mendapat 
persetujuan tertulis dari rektor atau sebutan lain yang sejenis; 

i. Pemusnahan arsip di lingkungan BUMN atau BUMD yang memiliki 
retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun harus mendapat persetujuan 
tertulis dari rektor atau sebutan lain yang sejenis. 

Ketentuan mengenai permohonan persetujuan/pertimbangan pemusnahan arsip 
sebagaimana dimaksud dalam nomor 24 berlaku secara mutatis mutandis bagi 
perusahaan atau perguruan tinggi swasta yang kegiatannya dibiayai dengan 
anggaran negara dan/atau bantuan luar negeri. Dalam hal pemusnahan arsip 
tanpa JRA harus mendapatkan persetujuan dari Kepala ANRI tanpa 
membedakan retensinya. 

Proses permohonan persetujuan/pertimbangan pemusnahan arsip harus 
memenuhi persyartatan sebagai berikut: 

a. Menyampaikan surat permohonan persetujuan/pertimbangan dari 
pimpinan pencipta arsip kepada kepala 
ANRI/gubernur/bupati/walikota/rektor sesuai wilayah 
kewenganannnya.  

b. Menyampaikan daftar arsip usul musnah berupa Salinan cetak dan 
Salinan elektronik. 

c. Menyampaikan surat pertimbangan oleh panitia penilai arsip. 
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6. Penetapan Arsip yang akan Dimusnahkan. 

Pimpinan pencipta arsip menegeluarkan penetapan terhadap arsip yang akan 
dimusnahkan dengan mengacu pada persetujuan tertulis dari kepala 
ANRI/gubernur/bupati/walikota/rektor sesuai wilayah kewenganannya dan 
petimbangan tertulis dari panitia penilai arsip. 

7. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip. 

Pelaksanaan pemusnahan arsip memperhatikan ketentuan: 

a. Dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi arsip musnah dan 
tidak dapat dikenali; 

b. Disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) pejabat dari unit kerja 
bidang hukum dan/ atau unit kerja pengawasan dari lingkungan 
pencipta arsip yang bersangkutan; 

c. Disertai penandatanganan berita acara yang memuat daftar arsip yang 
dimusnahkan. 

Pelaksanaan pemusnahan arsip dilakukan dengan membuat berita acara 
pemusnahan beserta daftar arsip usul musnah yang dibuat rangkap 2 (dua).  
Berita acara tersebut ditandatangani oleh pimpinan Unit Kearsipan, pimpinan 
Unit Pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan, dan disaksikan sekurang-
kurannya dari unit kerja bidang hukum dan unit kerja bidang pengawasan. 

Contoh 
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Pemusnahan arsip dapat dilakukan dengan cara, antara lain: 

a. Pencacahan; 
b. Penggunaan bahan kimia; atau 
c. Pulping.  

Arsip yang tercipta dalam pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip wajib 
disimpan oleh pencipta arsip, meliputi: 

a. Keputusan pembentukan panitia pemusnahan arsip; 
b. Notulen rapat panitia penilai pemusnahan arsip pada saat melakukan 

penilaan: 
c. Surat pertimbangan dari panitia penilai kepada pimpinan pencipta 

arsip yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan musnah dan telah 
memenuhi syarat untuk dimusnahkan; 

d. Surat persetujuan yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun; 
e. Keputusan pimpinan pencipta arsip tentang penetapan pelaksanaan 

pemusnahan arsip. 
f. Berita acara pemusnahan arsip 
g. Daftar arsip yang dimusnahkan. 

 

E. Penyerahan Arsip Statis 
Prosedur penyerahan arsip statis dilaksanakan sebagai berikut: (a) peneleksaian 
dan pembuatan daftar arsip usul serah; (b) penilaian; (c) pemberitahuan 
penyerahan arsip statis; (d) verifikasi dan persetujuan; (e) penetapan arsip yang 
akan diserahkah; (f) pelaksanaan serah terima arsip statis (Lampiran Perka 
ANRI no. 37 tahun 2016). 

1. Penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah 

Penyelesian arsip statis dilakukan melalui JRA dengan cara melihat pada kolom 
retensi inaktif dan pada kolom keterangan yang dinyatakan permanen. Dalam 
hal retensi inaktifnya telah nasib atau terlampaui dan pada kolom keterangan 
dinyatakan permanen, maka arsip tersebut telah memasuki masa arsip usul 
serah. 
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Hasil penyeleksian arsip dituangkan dalam daftar arsip usul serah. Daftar arsip 
usul serah sekurang-kurannya berisi: nomor, kode klasifikasi, uraian informasi 
arsip, kurun waktu, jumlah arsip dan keterangan.  

Contoh: 

 
2. Penilaian 

Panitia penilai melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul serah dengan 
melakukan verivikasi secara langsung terhadap fisik arsip. Hasil penilaian 
sebagaimana dimaksud dalam nomor 39 dituangkan dalam pertimbangan 
tertulis oleh panitia penilai arsip. 
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3. Pemberitahuan penyerahan arsip statis 

Pemberitahuan akan menyerahkan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip 
kepada lembaga kearsipan sesuai wilayah kewenangannya disertai dengan 
pernyataan dari pimpinan pencipta arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, 
terpercaya, utuh dan dapat digunakan. Proses pemberitahuan penyerahan arsip 
statis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Menyampaikan surat permohonan penyerahan arsip statis dari 
pimpinan pencipta arsip kepada kepala lembaga kearsipan sesuai 
wilayah kewengannya.  

b. Menyampaikan daftar arsip usul serah, dan 
c. Menyampaikan surat pertimbangan oleh panitia penilai arsip. 

 
4. Verifikasi dan persetujuan 

Kepala lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewengannya melakukan verifikasi 
daftar arsip usul serah berdasarkan permohonan penyerahan arsip statis dari 
pencipta arsip. Kepala Lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewegannya dapat 
memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi daftar arsip usul serah terhadap 
arsip yang diterima atau ditolak kepada pencipta arsip. Kepala Lembaga 
Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya memberikan persetujuan atas daftar 
arsip usul dari pencipta arsip.  

5. Penetapan arsip yang akan diserahkan 

Pimpinan pencita arsip mengeluarkan penetapan terhadap arsip yang akan 
diserahkan kepada Lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewengannya dengan 
mengacu pada persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan.  

6. Pelaksanaan serah terima arsip statis. 

Pelaksanaan serah terima arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada 
kepala Lembaga Kearsipan dengan sisertai berita acara, daftar arsip usul serah 
dan fisik arsip yang akan diserahkan. Susunan format berita acara meliputi: 

a. Kepala, memuat logo, judul, dan hari/ tanggal/ tahun, tempat 
pelaksanaan penandatanganan, nama dan jabatan para pihak yang 
membuat berita acara; 
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b. Batang tubuh, memuat kegiatan yang dilaksanakan, termasuk 
bilamana ada klausul perjanjian antara kedua pihak khusunya 
mengenai hak akses arsip statis; 

c. Kaki, memuat nama jabatan dan pejabat atau pihak yang dikuasakan 
olehnya, serta tanda tangan para pihak yang melakukan 
penandatanganan naskah berita. 
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